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Kata Pengantar

Dengan diundanpkannya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UL KIF] merupakan momentum
penting mendorong keterbukasn informasi publik
di Indonesia. UL KIP im1 yang bertujusn membawa
perubahan  paradigma  Badan Publik  dalam
mengelola informasi publik dari pemerintahan
yang tertutup menuju pemerintahan yang
terbuka. Setelah UU KIP diundangkan, paradigma
bergeser menjadi seluruh Informasi Pablik adalah
terbuka untuk diakses masyarakar kecuali vang
dirahasiakan,

Badan Publik seperti Kementerian Pertanian
Juga wajib membangun dan mengembangkan
sigtem informasi den dokumentas: untuk
mengelola informasi publik sccara baik dan
efisien, schingpa layanan informasi dapat dizkses
dengan mudah, Bahkan letnh lanjut, seuap
Badan Publik perlu melakukan pengelolaan
informasi publik dan dokumentasi yang dapat
meaenjamin penyediasn informasi denpan mudah,
cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatikan
teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka prlaksanaan UU EKIF dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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l4 Tahun 2008, Kementerian Pertanian telah
menerbitkan Peraturan Menteri FPertanian
Nemor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang
Penpelolasn dan Pelavanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian, menunjuk
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentas:
serta Menetapkan Panduan Monitoring, Evaluas:,
dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan
informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Buku Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan bideng Informasi Publik diterbitkan
bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan
peraturan perundang-undangan aleh Bire Hukum
dan Informas Publik di Lingkungan Kementerian
Pertaniati, masvatrakat dan pemanghku kepen-
tingan.

Harapan kami inflormasi peraturan perundang-
undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan.

Kepala Biro Hukum
dan Informasi Publik

Suharvanto, 5. H.
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UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pembangunan nasional
adalah suatu proses yang ber-
kelanjutan yang harus senan-
tiasa tanggap terhadap berbagai
dinamika yang terjadi di masya-
rakat;

bahwa globalisasi informasi
telah menempatkan Indonesia
sehagal bagian darl masyarakat
informasi dunia sechingga meng-
haruskan dibentuknya penga-
turan mengenai pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elek-
tronik di tingkat nasional se-
hingga pembangunan Teknolog
Informasi dapat dilakukan
secara optimal, merata, dan
menyebar ke seluruh lapis-
an masyarakat guna men-
cerdaskan kehidupan bangsa;
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bahwa perkembangan dan
kemajuan Teknologi Informasi
yang demikian pesat telah
menycbabkan perubahan ke-
giatan kehidupan manusia
dalam berbagai bidang yang
secara langsung telah meme-
ngarihi lahirmmya bentuk-bentuk
perbuatan hukum bary;

bahwa penggunaan dan peman-
faatan Teknologi Informas: ha-
rus terus dikembangkan untuk
menjaga, memelihara, dan
memperluloah persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
demi kepentingan nasional;
‘bahwa pemanfaatan Teknologi
Informasi berperan penting
dalam perdaganpan dan per-
tumbuhan perckonomian na-
sional untuk mewujudkan kese-
jahteraan masyarakat;

bahwa pemerintah perlu men-
dukung pengembangan Tek-
nologi Informasi melalui
infrastrukiur hukum dan peng-
aturannya sechingga peman-.
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faatan Teknologi Informasi di-
lalcukan secara aman untuk
mencegah penyalahgunaannya
dengan memperhatikan nilai-
nilai agama dan sosial budaya
masyarakat Indonesia;

g- bahwa berdasarkan pertim-
bangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huraf
¢, hurul d, hurul e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

i dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK,
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BABI
EETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

dengan:

i

Informasi Elektronik adalah satu atau sekum-
pulan data clektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, fotp, elecironic data interchange
(EDI), surat elekironik (electronic mail),
telegram, teleks, felecopy atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yvang telah diclah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan
hukum vang dilakukan dengan menggunakan
Komputer, jaringan Komputer, danfatau
media elektronik lainnya.

Teknologi Informesi adalah suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan, me-
nylmpan, memproses, mengumumlcan, meng-
analisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elelktronik yang dibuat, diteruskan, dikirim-
kan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
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analog, digital, elektromagnetilk, optikal, atau
sejenisnya, yvang dapat dilihat, ditampillean,
danfatau didengar melalui Komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, fota atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau per-
forasi vang memiliki makan atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Sistem Elektronik adalah seranpgkaian pe-
rangkat dan prosedur clektronik yang ber-
fungsi mempersiapkan, mengumpullkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, me-
nampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menycbarkan Informasi Elcktronik,
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penye-
lenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/
atau masyarakat,

Jaringan Sistem Elektronik adalah ter-
hubungnya dua Sistem Elektronik ataw lebih,
yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Agen Elektromik adalah perangkat dari
suatn Sistem Elektronik yvang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suaty

P R E T o, e T Oy I o LN PSR AL R !
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Informasi Elektronik tertentu secara otomatis
yvang diselenggarakan oleh Orang,

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang
bersifat elektronik yang memuat Tanda
Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elekironik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
vang layak dipercaya, yang memberikan dan
mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah
lembaga independen vang dibentuk oleh
profesional wang diakui, disahkan, dan
diawasi olech Pemerintah dengan kewenangan
mengaudit dan mengeluarkan sertifikat
keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda
tangan yang terdin atas Informasi Elcktronik
yvang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan [nformasi Elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alar verifikasi dan
autentikasi, i
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20,

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yvang
melaksanalean fungsi logika, aritmatika, dan
penyimpanarn,

. Akses adalah kegiatan melalukan inferaksi

dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri
atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol,
karakter lainnva atau kombinasi di antara-
nva, yang merupakan kunci untuk dapat
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elele”
tronik lainnyva.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para
pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hkukum yang
mengirimkan Informasi Elektronik danjatau
Dokumen Elektronik.

Penerima adalah subjek hulum yang mene-
rima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dari Pengirim.

Nama Domain adalah alamat internet penye-
lenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/
atau masyvarakal, yang dapat digpunakan
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dalam berkomunikasi melalui internet, vang
berupa kode atau susunan karakter yang
bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet,

Orang adalah orang perscorangan, baik
warga negara Indonesia, warga negara asing,
maupun badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan perse-
orangan atau perusahaan persekutuan, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum,

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat
lainnva yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap

Orang vang melakukan perbuatan hukum seba-
gamana diatur dalam Undeng-Undang mi, baik
yang berada di wilayah hukum [ndonesia maupun
di Juar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki
akibat hukom di wilayvah hulum Indonesia
dan/atau di luar wilayah hultum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.
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EAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Tran-

saksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, ikrikad
baik, dan kebebasan memilih teknologi atau
netral teknolog.

Pasal 4

Pemanfaatan Telnologi Informasi dan Tran-

saksi Elcktronik dilaksanakan dengan tujuan
untuk:

A

b.

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia;
mengembangkan perdagangan dan per-
ekonomian nasional dalam rangka mening-
katlkan kesejahteraan masyvarakat;
meningkatlan efektivitas dan efisiensi pela-
yvanan publik;

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
setiap Orang untuk memajukan pemilkiran
dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemaniaatan Teknologl Informasi scoptimal
mungkin dan bertanggung jawab, dan
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(2]

(3)
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memberikan rasa aman, keadilan, dan kepas-
tian hultum bagi pengguna dan penyelenggara
Teknologi Informasi.
BAE III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya meru-
pakan alat bulkti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai-
mana dimaksud pada ayat [1) merupalkan
perluasan dari alat bukti vang sah sesual
dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.

Informasi Elekironik dan/atau Dokumen
Elektronik dinyatakan sah apabila meng-
gunakan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
ini.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronile
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana
dimalesud pada ayat (1) tdak berlaku untuk:
a, surat vang menurut Undang-Undang
harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
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b. surat beserta dekumennya yang menurut
Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta vang dibuat
oleh pejabat pembuat akta,

Pa=sal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain vang
diatur dalam Pasal 5 ayat {4) vang mensyaratkan
bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis
atau ash, Informasi Elektronik dan/atau Doku-
men Elektronik dianggap sah sepanjang informasi
yvang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga meneranglkan
suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang vang menyatakan hal, mem-
perkuat hak yang telah ada, atau menolak
hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi
Elektronik dan/fatau Dokumen Elektromk harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik danf
atau Dokumen Elektronik yang ads padanya
herasal dari Sistem Elekironik yvang memenuhi
syarat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

11
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Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman
suatu Informasi Elektronik dan/atau Doku-
men Elektronik ditentukan pada saat
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik telah dikirim dengan alamat
vang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem
Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan
Penerima dan telah memasuki Sistem Elek-
tronik yang berada di luar kendah Pengirim.
Kecuali diperjanjikan lain, wakiu penerimaan
suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dolkumen Elektronik ditentukan pada saat
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektronik di
bawah kendali Penerima yvang berhak,

Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu
Sistem Elektronik tertentu untuk menerima
Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada
saat Informasi Elektronik dan/fatau Dokumen
Elektronik memasuki Sistem Elektrombk yang
ditunjuk,

Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem
informasi yang digunakan dalam pengiriman
atan penerimasn Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elcktronik, maka:



(k)

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
memasuki sistem informasi pertama yang
berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu penerimasn adalah ketika Informasi
Elektronik danfatau Dokumen Elektronik
memasuki sistem informasi terakhir yang
berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk mela-
lui Sistem Elekironik harus menvediakan infor-
masi yang lengkap dan benar berkaitan dengan
syarat kontrak, produsen, dan produk vang
ditawarkan,

Pasal 10
(1) Betiap pelaku usaha vang menyvelenggarakan
Transaksi Elektronik dapat disertifikasi aleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan.

i2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga
Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Peme-
rintah,

I B A PR T R S EaT e T A 13
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Pasal 11

1) Tanda Tanpgan Elektronik memiliki kekuatan
hukum dan akibat hukum yang sah selama
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pemnbuatan Tanda Tangan Elektronik

(2)

14

I,

terkait hanya kepada Penanda Tangan;
data pembuatan Tanda Tangan Elektronik
pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa
Penanda Tangan,

segala perubahan terhadap Tanda Tangan
Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

. segala perubahan terhadap Informasi

Elektronik vang terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut setelah walctu
penandatanganan dapat diketahui;
terdapat cara tertentu vang dipakail untulk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya;
dan

terdapat cara tertentu untuk menun-
jukkan bahwa Penanda Tangan telah
memberikan persetujuan terhadap Infor-
masi Elektronik vang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tands Tangan
Elektronik scbagaimans dimaksud pada
ayal (1] diatur dengan Peraturan Pemerintah,

e SRR T, E .
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Pasal 12

(1] Setiap Orang yang lerlibat dalam Tanda

{2)

Tangan Elektronik berkewajiban memhberikan
pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik
yvang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnva meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain
yvang tidak berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan
prinsip kehati-hatian untuk menghmdar
pengpunaan secara tidak sah terhadap
data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektromik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-
nunda, mengpunakan cara yvang dianjur-
kan oleh penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik ataupun cara lain yang layak
dan sepatutnya harus segera mem-
beritahukan kepada seseorang yang olch
Penanda Tangan dianggap memercayai
Tanda Tangan Elektronik atau kepada
pihak pendukung layanan Tanda Tangan
Elektronik jika:

1. Penands Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik
telah dibobel; atau
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2, keadaan yang diketahui oleh Penanda
Tangan dapat menimbulkan risiko yang
berarti, kemungkinan akibat bobolnya
data pembuatan Tanda Tangan Elck-
tronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan
untuk mendukung Tanda Tangan Elek-
tronik, Penanda Tangan harus memasti-
kan kebenaran dan keutuhan scmua
informasi yang terkait dengan Sertifikat
Elektronik terscbut.

(3] Setiap Orang yvang melakukan pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertanggung jawab atas segala kera-
gian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
ELEETRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13

(1] Setiap Orang berhak menggunakan jasa
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk
pembuatan Tanda Tangan Elektronik,

16



(2]

(3
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i6)

*®
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus

memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan
Elektronik dengan pemiliknya.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri

atas:

a. Penyeleéenggara Sertifikasi Elektronik
Indonesia; dan

b. Penyelenpgara Sertifikazi Elektronik asing.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia
berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di

Indonesia.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing
yang beroperasi di Indonesia harus terdafiar
di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penye-
lenggara Sertifikasi Elcktronik schagaimana
dimaksud pada ayat (3] diatur dengan Per-
aturan Pemerintah.

Pasal 14
Penyelengpara Sertifikasi Elektronik sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1| sam-
pal dengan avat (5 harus menvediakan infor-
masi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap
pengpuna jasa, yang meliputi:

ik,

metode yang digunakan untuk mengidentifi-
kasi Penanda Tangan;

17
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hal vang dapat dipunakan untuk mengetahui
data diri pembuat Tanda Tangan Eleltronil;
dan

hal yang dapat digunakan untuk menunjuk-
kan keberlakuan dan keamanan Tanda
Tangan Elektronik,

Bagian Eedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

Sectiap Penyelengegara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektromibk secara
andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik
schagaimana mestinyva.

Penyelenpgara Sistem Elektronik bertanggung
jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elek-
troniknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinys keadaan memalksa,
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak peng-
puna Sistem Elektronilk.

Pasal 16

Hepanjang tidak ditentukan lain aleh undang-
undang tersendiri, setiap Penvelenggara



(2)
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Sistem Elektronik wajib mengoperasikan
Sistem Elektronik vang memenuhi per-
syaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
secara utuh sesuai dengan masa refensi
yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;

. dapat melindungi ketersediaan, keutuh-

an, keotentikan, kerahasiaan, dan keter-
aksesan Informasi Elektronik dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik ter-
sebut;

. dapat beroperasi sesum dengan prosedur

atau petunjuk dalam Penyelenggaraan
Sistem Elektronilk tersebut;

. dilengkapi dengan prosedur atau petun-

juk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau simbol yang dapat dipa-
hami oleh pihak wyang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Eleck-
tromik tersebut; dan

. memiliki mekanisme yvang berkelanjutan

untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau
petunjuk,

Ketentuan lebih lanjut tentang Penveleng-
garaan Sistem Elektronik sebagaimana

12
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dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per-
aturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat
dilakukan dalam lingkup publik ataupun
privat,

Para pihak yvang melakukan Transaksi Elek-
tronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib beriktikad baik dalam melakukan
interaks: dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
selama transaksi berlangsung.

Ketentuan lebih lanjul mengenai penyeleng-
garaan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per-
aturan Pemerintah,

Pasal 18

Transaksi Elektronik yvang dituangkan ke
dalam Kontrak Elektronik mengikat para
pihak.

Para pihak memiliki kewenangan untul me-
milih hukum yang berlaku bagi Transaksi
Elektronik internasional vang dibuatnya,



(3] Jika para pihalk tidak melakukan pilihan
hukum dalam Transaksi Elektronik inter-
nasional, hukum yang berlaku didasarkan
pada asas Hukum Perdata Internasional.

(4] Para pihak memiliki kewenangan untuk
menetapkan forum pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alter-
natif lainnya yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi
Elektronik internasional yvang dibuatnya,

[5] Jika para pihak tidak melaloukan pilihan
forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
penctapan kewenangan pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian senglieta alternatil
lainnya yang berwensang menangani sengketa
yang mungkin timbul dar transaks tersebuat,
didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elek-
tronilk harus menggunakan Sistem Elektronik
vang disepalati.

Pasal 20

(1} Kecuali ditentukan lain oleh para pihak,
Transaksi Elektronik terjadi pada saat
penawaran transaksi yang dikirim Pengirim
tclah diterima dan disetujui Penerima.
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Persetujuan atas penawaran Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus dilakukan dengan pernyataan
penerimaan secara elektronike.

Pasal 21

Pengirim atau Penerima dapat melakukan
Transaksi Elekironik sendiri, melalui pihak
yang dikuasakan olehnya, atau melahi Agen
Elektronil.

Pihal yang bertangpung jawab atas sepala
akibat hukum dalam pelaksanasan Transalesi
Elektronik scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] diatur schagai berikut:

jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum
dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab para pihak yang
bertransaksi,

jika dilakukan melalui pemberian kuasa,
segala akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elcktronik menjadi tanggung jawab
pemberi kuasa; atau

jika dilakukean melalui Agen Elektronik,
segala akibal hulkum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab
penyelenggara Agen Elelktronik,
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Jika kerugian Transaksi Elektronik disebab-
kan gapal beroperasinva Agen Elektronik
akibat tindakan pihak ketiga secara langsung
terhadap Sistem Elektronik, segala akibat

hukum menjadi tanggung jawab penye-
lenggara Agen Elektronik,

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebab-
kan gagal heroperasinya Agen Elektronik
akibat kelalaian pihak pengpuna jasa
layanan, segala akibat hukum menjadi tang-
pung jawab pengguna jasa layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,
kesalahan, danfatau kelalaian pihak
pengguna Sistermn Elektronik.

Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus
menyediakan ftur pada Agen Elektronik
yang dioperasikannya yang memungkinkan
penggunanya melakukan perubahan infor-
masi yang masih dalam proses transaksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleng-
gara Agen Elektronik tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per-
aturan Pemerintah.

23
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BAE V1
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK

PRIBADI

Pasal 23

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atan masyarakat berhak memiliki
Nama Domain berdasarkan primsip pendaftar
pertama.

Pemilikan dan penpggunaan Mama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didasarkan pada iktikad baik, tidak
melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, atau masyarakat yang dirugikan
karena penggunaan Nama Domain seca-
ra tanpa hak oleh Orang lain, berhak meng-
ajukan gugatan pembatalan Nama Domain
dimaksud.

Pasal 24

Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah
dan/atan masyarakal.

Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan
Nama Domain oleh masyvarakat, Pemerintah
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(4)
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berhak mengambil alih sementara penge-
lnlaan Nama Domain yang diperselisinkan,

Pengelola Nama Domain yang berada di
luar wilayah Indonesia dan Nama Domain
yang diregistrasinya diakui keberadaannyva
sepanjang tidak bertentangan dengan Per-
aturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjul mengenai pengelolaan
Mama Domain sebagaimans dimaksud pada
ayat (1), ayat (2], dan ayat (3) diatur dengan
Feraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elek-

tronik yvang disusun menjadi karya intclektual,
situs internet, dan karyva inielektual yvang ada
di dalamnva dilindungi sebagai Hak Kekayaan
Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Ferundang-undangan.

(1)

Pasal 26

Kecuali ditentulean lain oleh Peraturan Per-
undang-undangan, penggunaan sectiap
informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi sescorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang vang ber-
sangkutan,

25
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Setiap Orang yang dilanggar haknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan Undanp-Undang ind.

BAE VII
PEREUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan /atau mentransmisikan
dan fatau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yanpg
melanggar kesusilaan.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentranamisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elekironik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisilan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atan Dokumen

Elektronik vang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik,
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Sctiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan /atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/fatau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

Pasal 28

Sctiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibalkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi vang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu danfatan kelompole
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, Tas, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan =sengaja dan fanpa

hak menginnmken Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menaluat-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 30

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
dengan cara apa pun.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atay melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara
apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Infarmasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara
apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem peng-
AMAnan.

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan intersepsi
atau penyvadapan atas Informas: Elektronik
dan/atau Dokumen Elckironik dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik ter-
tentu milik Orang laimn.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan intersepsi
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(1

atas transmisi Informasi Elekiromik dan/
atau Dokumen Elektronik vang tidak
bersifat publik dar, ke, dan di dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik ter-
tentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun
yang menyebabkan adanya perubahan,
penghilangan, danfatau penghentian Infor-
masi Elektronik dan/fatau Dokumen Elek-
tronik yang sedang dilransmisikan.

Kecuali intersepsi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan avat (2}, intersepsi yang
dilakukan dalam rangka penegakan hukum
atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/
atau institusi penegak hukum lainnva yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
intersepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Fasal 32

Sctiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum dengan cara apa pun
mengubah, menambah, mengurang), melaku-
kan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suoatu
Informasi Elektronik danjatau Dokumen
Elektronik milik Orang lain stau milik puhlik.
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Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer Informasi
Elelktronik dan/atau Dekumen Elektronik
kepada Sistem Elel-:u'un.lk Orang lain yang
tidak berhak.

Terhadap perbuatan scbagmmaha dimalesud
pada ayat [1] yang mengakibatkan terbuka-
nya suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik vang bersifat rahasia
menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang 1'.1|:|ak schagaimana
mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum melakukan tindakan
apa pun yang berakibat terganpggunya Sistem
Elektronik danjatau mengakibatkan Sistem
Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana
mestinya,

(1)

30

Pasal 34

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa halk
atan melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunskan, mengimpor,
mendistribusikan, menyediakan, atau memi-
likei:
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a. perangkat keras atau perangkat lunak
Komputer yang dirancang atau secara
khugus dikembangkan untuk mem-
fasilitasi perbuatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 sampail dengan
Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses,
atau hal yang sejenis dengan itu yang
ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33,

(2] Tindakan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] bukan tindak pidana jika ditujukan
untuk melakukan kegiatan penelitian,
pengujian Sistem Elektronik, untuk per-
lindungan Sistem Elektronik itu sendiri
secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Sectiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, peng-
rusakan Informasi Elekironik dan/atsu Dokumen
Elektromuk dengan tujuan agar Informasi Elek-
tronik dan/atan Dokumen Elektronik tersebut
dianggap seolah-olah data yang otentik.
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Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan perbuatan
srbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 34 yvang m:ngakibatkan kerugian
bagi Orang lain,

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan per-
buatan wvang dilarang schagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar
wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik
vang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia,

BAB VI
PENYELESAIAN BENGKETA

Pasal 38

(1] Setiap Orang dapat mengajukan gugatan
terhadap pihak yang menyelenggarakan
Sistem Elektronik dan/fatau menggunakan
Teknologi Informasi yvang menimbulkan

" kerugian,

[2] Masvarakat dapat menpajukan pgugatan
secara perwakilan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/
atau menggunakan Teknelogi Informasi yang
berakibat merugikan masyarakat, sesuai

a2
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(2]

dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Selain penyelesaian gugatan perdata sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), para pihak
dapat menyelesaikan senghketa melalul arba-
trase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN
MASYARAKAT

Pasal 40

Pemerintah memfiasilitasi pemanfaatan Tek-
nologi Informasi dan Transaksi Elektronik
sesual dengan ketentuan Peraturan Per-

undang-undangan,

Pemerntah melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangpuan sehagai akibal
penvalahgunaan Informasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pemenntah menctapkan instans: atau insti-
tusi yvang memiliki data elekironik strategis
yvang wajib dilindung.

Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elek-
tronik dan rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu
untuk kepentingan pengamanan data.

Instansi atan institust lain selain diatur
pada ayvat (3] membuat Dokumen Elektronik
dan rekam cadang elektroniknya scsuai
dengan keperluan perlindungan data yang
dirmililiinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Peme-
rintah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
ayat (2], dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah,

Pasal 41

Masvarakal dapal berperan meninpgksatkan
pemanfaatan Teknologi Informasi melalui
penggunaan dan Penyvelenggaraan Sistem
Elektronik dan Transaksi Elekironik sesuami
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peran masyvarakat sebagaimana dimaksuad
pada ayal (1) dapat diselenggarakan melalui
lembiaga yang dibentuk oleh masyarakar.



P

(3] Lembaga sebagaimana dimeksud pada
avat (2] dapat memiliki fungst konsultasi dan
mediasi.

BAB X
PENYIDIEAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-Undang ini,
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hulkum
Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 43

{1] Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informasi dan Transalosi
Eleletronik diberi wewenanpg khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elekironil.

(2] Penyidikan di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
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(4)

(5)

memperhatikan perlindungan terhadap
privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan
publik, integritas data, atau keutuhan
data sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan techadap
sistem elektronik vang terkait dengan dugsan
tindak pidana harus dilakukan atas izin
ketua pengadilan negeri selempat,

Dalam melakukan penggeledahan dan/atau

penyitaan schagaimana dimaksud pada

ayal [3), penyidik wajib menjaga terpelihara-
nya kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Megeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] berwenang:

. menerima laporen atau pengaduan dari
scscorang tentang adanya tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang
ini;

b, memanggl sctiap Orang atau pihak
lapinnya untuk didengar danjatau dipe-
riksa sebapgai tersanglks atau saksi
sehubungan dengan adanya dugaan
tindak pidana di bidang terkait dengan
ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laparan atau keterangan berkenaan



dengan tindak pidana berdasarkan keten-
tuan Undang-Undang ini;

. melakukan pemeriksaan terhadap Orang
dan/atau Badan Usaha yang patut diduga
melakukan tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini;

. melakukan pemeriksasn terhadap alat
dan/atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan untuk melakukan tindalk
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
melakukan penggeledahan terhadap
tempat tertentu yang diduga dipunakan
sebagai tempat untuk melakukan tindal
pidana berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini;

. melakukan penyegelan dan penyitaan
terhadap alat dan atau sarana kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga diguna-
kan sccara menyimpang dari ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

. meminta bantuan ahli yang diperlukan
dalam penyidikan terhadap tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini; dan/
atauy

mengadakan penghentian penyidikan
tindak pidana berdasarkan Undang-
Undang ini sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana vang berlaku.
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Dalam hal melakukan penangkapan dan
penahanan, penyidik melalui penuntut umum
wajib meminta penetapan ketua pengadilan
negeri setempat dalam waktu sarmu kali dua
puluh empat jam.

Penyidikt Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berkoordinas: dengan
Penvidik Pejabat Polisi Negars Republik
Indonesia memberitahukan dimulainya penyi-
dikan dan menyvampaikan hasilnya kepada
penuntut umuom.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana
Informasi Elcktronik dan Transaksi Elek-
tronik, penyidik dapat berkerja sama dengan
penyidik negara lain untuk berbagi informasi
dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan peme-

riksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan
Undang-Undang ini adalah sebagai berikaat:

a.

b.
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alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Perundang-undangan; dan

alat bukti lain berupa Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elekironik scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4
serta Pasal 5 ayat (1], ayat (2), dan ayat (3).
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EAE XI
EETENTUAN PIDANA

Paszal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1],
ayat (2], ayat [3), atau ayat [4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 [enam)
tahun dan/ataun denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau
ayat (2} dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 [enam| tahun dan/fatan denda
paling banyak Epl.000.000.000,00 (satu
mdliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur scbhagai-
mana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau denda paling banvak
Rp2.000.000.000,00 [dua miliar rupiah].

Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 30 ayvat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
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banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (Z)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 {fujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp700.000.000,00 (tujub ratus juta
rupiah).

Setiap Oreng yvang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama
8 |delapan) tahun dan/atau denda paling
banyak RpBO0.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [1) atau
ayat (2} dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak RpR00.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah),

{1

Pasal 48

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 32 avat (1)
dipidana dengan pidana penjars paling lama
8 (delapan) tahun dan/atau denda paling
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banyak Hp2.000.000.000,00 |[dua miliar
rupizh).

(2] Setiap Orang vang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 32 avat (2]
dipidana dengan pidana penjara paling lama
9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

3] Setiap Orang vang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 [sepuluh} tahun dan/atai denda paling
banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar
rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
{sepuluh) tebun danjfatau denda paling banyak
Rpl0.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang vang memenuhi unsur
schagaimana dimaksuwd dalam Pasal 34 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tabun dan/fatan denda paling banyvak
Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Pasal 51

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 [dua
belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rpl12.000.000.000,00 (dua belas miliar
rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 [dua
belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rpl2.000.000.000,00 [dua belas miliar
rupiah).

Pasal 52

Dalam hal tindak pidana sehagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut
kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap
anak dikenakan pemberatan sepertiga dari
pidana pokok.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37
ditujukan terhadap Komputer dan/atau
Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Peme-
rintah dan/atau yang digunakan untuk
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layanan publik dipidana dengan pidana
pokok ditambah sepertiga.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal
37 dituyjukan terhadap Komputer dan/
atau  Sistem Elektronik serta Informasi
Elektronik dan/ataun Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau badan strategis
termasuk dan tidak terbatas padsa lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan,
keuangan, lembaga internasional, otoritas
penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing-
masing Pasal ditambah dua pertiga.

Dalam hal tindak pidana sehagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37
dilakukan oleh korporasi dipidana dengan
pidana pokok ditambah dua pertiga.
. BAE XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat bcrlaﬁ‘iinjra Undang-Undang ini,

semua  Peraturan Perundang-undangan dan

kelembagaan yang berhubungan denpan peman-
faatan Teknologi Informasi yvang tidak ber-
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tentangan dengan Undang-Undang ini dinyatalan
tetap berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
{1} Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tangeal diundangkan.

(2] Peraturan Pemerintah harus sudah ditetap-
kan paling lama 2 |(dua) tahun setelah
diundanghkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
ANDI MATTALATA

LEMBARAN KEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 58
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. UMUM

Pemanfaatan Telmologl Informasi, media,
dan komunikasi telah mengubah baik perilaku
masyarakal maupun peradaban manusia secara
global, Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah pula menyvehablkan hubungan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan
budaya secara signifikan berlangsung demikian
cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi
pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi hagi peningkatan  kescjahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum,

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru
yvang dikenal dengan hukum siber atau hulum
telematika. Hukum siber atau cyber low, secara
internasional dipunakan untulk istilah hukum
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yang terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Demikian pula,
hukum telemalika yang merupakan perwujudan
dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum
media, dan hukum informatika. Istilah lain yang
Jjuga digunakan adalah hukum teknologi informasi
flawr of information technology), hukum dunia
maya {wirtual world (aw), dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan
yvang dilakukan melalul jaringan sistem komputer
dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet) dengan memanfaatkan
tekneologi informasi berbasis sistem komputer
yang merupakan sistem clektronik yang dapat
dilihat secara virtual, Permasalahan hullum yang
seringkali dihadapi adalab ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi, danj/atau
transaksi secara elektronik, khususnya dalam
hal pembuktian dan hal yang terkait dengan
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalu
sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik
adalah sistem komputer dalam arti luas, yang
tidak hanya mencakup perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup
jaringan telekomunikasi  dan/fatau  sistem
komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau
program komputer adalah selumpulan instrulksi

it
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vang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,
skemsa, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat dibaca
dengan komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melakukan fungsi
khusus atau untuk menecapai hasil yang khusus,
termasuk persiapan dalam merancang instruksi
tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk
menjelaskan keberadaan sistem informasi yang
merupakan penerapan teknologi  informasi
yvang herbasis jaringan  telekomunikasi  dan
media elektronik, vang berfungsi merancang,
memproses, menganalisis, menampilkan, dan
mengirimkan atau menyebarkan informasi
elektronik. Sistem informasi secara teknis dan
manajemen  sebenarnya  adalah  perwujudan
penerapan produk teknologi informasi ke
dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen
sesual dengan karakteristik kebutuhan pada
organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan
peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem
informasi secara teknis dan fungsional adalah
keterpaduan sistem antara manusia dan mesin
yang mencakup komponen perangkat keras,
perangkat lunak, prosedur, sumber daya
manusia, dan substansi informasi yang dalam
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pemanfaatannya mencakup fungsi input, process,
outpul, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hulom
sebenarnya sudah sejak lama memperluas
penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi
persoalan kebendesan yang tidak berwujud,
misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai
perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan
siber tidak lagi sederhana karena kegiatannva
tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara,
yang mudah diakses kapan pun dan dar mana
pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku
transaksi maupun pada orang lain yang tidak
pernah melakukan transaksi, misalnva pencurion
dana kartu kredit melalui pembelanjaan di
Internet. Th samping itu, pembuktian merupakan
faktor yang sangatl penting, mengingat informasi
elektronik bukan saja belum terakomodasi
dalam sisten hukum acara Indonesia secara
komprehensif, melainkan jugs lernyata sangal
rentan untuk dinbah, disadap, dipalsulkan, dan
dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu
hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang
dialdbatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan yang letwh luas terjadi pada
bidang keperdataan karena transaksi elek-
tromik untuk kegiatan perdagangan melalui
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sistern  elektronik [electronic commerce) telah
menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasiopal. Kenyataan ini menunjukkan bah-
wa konvergensi di bidang teknologi informasi,
media, dan informatika (telematika) berkembang
terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan
ditemukannya perkembangan bara di bidang
teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegintan melalui media sistem elektronile, vang
disebut juga ruang siber feyber space), meskipun
bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata,
Sccara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi
hukum konvensional saja sebab jika cara im yvang
ditemmpuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal
yvang loles dari pemberlakuan hukum. Kegiatan
dalam ruang siber adalah kegialan virtual yang
berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya
bersifat elekironik,

Dengan demikian, subjek pelakunya harus
dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah
melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Dalam kepiatan e-commerce antara lain dikenal
adanya delumen clektronik yang kedudukannya
disetarakan dengan dokumen yvang dibuat di atas
kertas,
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Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan
sisi keamanan dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan teknologi informasi, media, dan
komunikasi agar dapat berkembang secara
optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pen-
dekatan untuk menjaga keamanan di cyber space,
yvaitu pendekatan aspek hukum, aspek telmologi,
aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi
gangguan keamanan dalam penvelenggaraan
sistem sccara elektronik, pendekatan hukum
bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukam,
persoalan  pemanfaatan  teknologi  informasi
menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yuris-
diksi tidak semata-mata untuk perbuatan
hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau
dilakukan oleh warga negara Indonesia,
tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum
vang dilakukan di luar wilayah hukum
tyurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara
Indonesia maupun Wargs negara asing alau
badan hukum Indonesia maupun badan
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hukum asing yanpg memiliki akibat hukum
di Indonesia, mengingat pemanfaatan
Teknologli Informasi untuk Informasi Elek-
fromik dan Transaksi Elektronik dapat
bersifat lintas teritorial atau universal.
Yong dimaksud dengan “merugikan kepen-
tingan Indonesia" adalah meliputi tetapi
tidak terbatas pada merugikan kepentingan
ckonomi nasional, perlindungan data strategis,
harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan
keamanen negara, kedaulatan negara, warga
negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum®” berarli landasan
hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informeasi
dan Transaksi Elekironik serla segala sesuatu
yvang mendukung penvelenggaraannya yang
mendapatkan pengakuan hulkuim di dalam dan
di luar pengadilan,

“Asas manfaat® berarti asas bagi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
diupayakan untuk mendukung proses ber-
informasi schingga dapat meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian® berarti landasan bagi
pihak yanpg bersanghkutan harus memper-
hatikan segenap aspek yang berpotensi men-
datanghkan kerugian, batk bagi dirninya maupun
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bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknolog
Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik" berarti azas yvang diguna-
kan para pihak dalam melakukan Transaksi
Elektronik tidak bertujuan untuk secara
sengaja dan tanpa hak atan melawan hukum
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa
sepengetahuan pthak lain tersebut,

“Msas kebebasan memilih telknologl atau netral
teknologi® berarti asas pemanfastan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak
terfokus pada penggunaan teknologl tertentu
sehingpn dapat mengiloati perkembangan pada
masa yang akan datang.

Pasgal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
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Ayat (4]

Hurufl a
Surat yang menurut undang-undang
harus dibuat tertulis meliputi tetapi
tidak terbatas pada surat berharga,
surat yang berharga, dan surat yang
digunakan dalam proses penegakan
hukum acara perdata, pidana, dan
administrasi negara.

Huref b
Culcup jelas

Pasal &

Selama i bentuk terfulis identik dengan
informasi dan/atau dokumen yvang tertuang
i atas kertas semata, padahal pada hakilkat-
nya informasi dan/atau dokumen dapat
dituangkan ke dalam media apa saja, ter-
masuk media elektronik. Dalam linglkup
Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan
salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan
sebab Sistem Elektronik pada dasarnya
beroperasi dengan cara penggandaan vang
mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat
dibiedakan lagi dari salinannya. :

Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa sualu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
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Elektronik dapatr digunakan sebagai alasan
timbulnya suatu hak,

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang
lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi vang memuat identitas serta
status subjek hukum dan kompetensinya,
baik sebagal produsen, pemasok, penve-
lenggara maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal ter-
tentu yang menjadi syarat sahnya per-
janjian serta menjelaskan barang dan/
atau jasa yang ditawarkan, seperti nama,
alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasgal 10
Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan seba-
gal bukti bahwa pelaku usasha yang
melakukan perdagangan secara clektronik
layak berusaha setelah melalui penilaian
dan audit dari badan yang berwenang,
Bukt telah dilakukan Sertifikasi Keandalan
ditunjukkan dengan adanya logo sertifilcasi
berupa trust mark pada laman (home page)
pelaku usaha tersebut.
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Ayat (2]

Culup jelas

Pasal 11

Avat (1)

Undang-Undang ini memberikan penga-
kuan secara tegas bahwa meskipun hanya
merupakan suatu kode, Tanda Tangan
Elektronik memiliki kedudukan wvang
sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kelouatan hukum
dan akibat hukum.

Persvaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini merupakan persyaratan minimum
yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda
Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada siapa
pun untuk mengembangkan metode, tek-
nik, atau proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Ayat (2|

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara
lain, mengatur tentang teknik, metode,

sarana, dan proses pembuatan Tanda
Tangan Elektronik.

Pasal 12

Cukup jelas
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini adalah informasi yang minimum harus
dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda
Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)
“*Andal” artinya Sistem Elekironik memi-
liki kemampuan yanpg sesuai denpan
kebutuhan penggunaannyva.

“Aman” artinya Sisten Elektronik terlin-
dungi secara fisik dan nonfisik.

"Beroperasi sehagaimana mestinys” artinya
Sistermn Elektronik memiliki kemampuan
sesuai denpan spesifilkasinya.

Ayat [2)
“Bertanggung jawah” artinya ada subjek
hukum yang bertanggung jawab secara

hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut,

Ayat (3)
Culoup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang
terhadap pemanfaatan Teknologl Informasi
oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat,
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus
dilakukan secara baik, bijaksana, ber-
tanggung jawab, efektif, dan efisien agar
dapat diperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat [3)
Culup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Pilihan hukum wvang dilakukan oleh
para pihak dalam kontrak internasional
termasuk yang dilakukan secara elektronik
dikenal dengan choice of larw, Hulum ini
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mengikat sebagai hukum yang berlaku bag
lontrak tersebut.

Filihan hukum dalam Transaksi Elektronik-
hanya dapat dilakukan jika dalam kon-
traknya terdapat unsur asing dan pene-
rapannya harus sejalan dengan prinsip
hukum perdata internasional (HPI).

Ayat [3)
Dalam hal tidak ada pilithan hukom,
penctapan hukum yang berlaku berdasar-
kan prinsip atau asas hukum perdata
internasional yang akan ditetapkan seba-
gai hulum wvang berlabm pada kontrak
tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili senglela
kontrak internasional, termasuk yang dila-
kukan secara elektronik, adalah forum
yang dipilih oleh para pihak. Forum
tersebut dapat berbentuk pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian seng-
keta alternatifl lainnya.

Ayat [5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan
pilihan forum, kewenangan forum berlaku
berdasarkan prinsip atau asas hukum
perdata internasional. Asas tersebut
dikenal dengan asas tempat tinggal tergu-
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gat (the basis of presence) dan efektivitas
yvang menckankan pada tempsat harta

benda terpugat berada {principle of effec-
tiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati® dalam
pasal ini juga mencakup disepakatinya
prosedur vang terdapat dalam Sistem Elek-
tronik yvang bersangkutan.
Pagzal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat
kescpalkatan antara para pihak yang dapat
berupa, antara lain pengecekan data, iden-
titas, nomor identifikasi pribadi {personal
identification number/ PIN) atau sandi lewat
(password).
Avat (2)
Cukup jelas

Fasal 21
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “dilkuasakan”

dalam ketentuan ini sebaiknya dinvatakan
dalam surat kuasa.

Ayat |2
Cukup jelas.
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Ayat |3)
Cukup jelas.

Ayat |4
Cukup jelas.

Ayat {3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur® adalah
fasilitas yang memberikan kesempatan
kepada pengpuna Agen Elektronik untuk
melakukan perubashan atas informasi
yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (eancel), edit, dan kenfirmasi
ulang.

Ayat (2]
Culkup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jat
diri penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, danjfatau masyarakat, yang
perolehannya didasarkan pada prinsip
pendaltar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara
ketentuan dalarm Nama Domain dan dalam
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bidang hak kckayaan intelekiual karena
tidak diperlukan pemeriksaan substantif,
seperti pemeriksaan dalam pendaftaran
merek dan paten.

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “melanggar hak
Orang lain®, misalnya melanggar merek
terdaftar, nama badan hukum terdaltar,
nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya
yang pada intinya merugikan Orang lain.

Avat (3]
Yang dimaksud dengan “penggunaan
Nama Domain secara tanpa hak® adalah
pendaftaran dan penggunaan Nama
Domain yvang semata-mata ditujukan
untuk menghalangi atau menghambat
Orang lain untuk menggunakan nama
yang intuitil dengan keberadsan nama
dirinya atau nama produknya, atau
untuk mendompleng reputasi Orang yang
sudah terkenal atau ternama, atau untuk
menyesatkan konsumen.

Pasal 24
Culkup jelas

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektranik yanpg disusun dan didaftarkan



sebagai karya intelektual, hak cipta, paten,
merek, rahasia dagang, desain industri, dan
sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
Undang ini dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Avat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi,

perlindungan data pribadi merupakan

salah satu bagian dari hak pribadi {privacy
rghts), Hak pribadi mengandung penger-
tian schaga benlout;

a. Hak prnibadi merupakan hak untuk
menikmati kehidupan pribadi dan
bebas dari scgala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk
dapat berkomunikasi dengan Orang lain
tanpa tindakan memata-matai.

¢. Hak pribadi merupakan hak untuk
mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)
Culeup jclas.
Pasal 27
Cukup jelas,
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1]
Culup jelas.

Ayat {2}

Secara tcknis perbuatan yang dilarang

sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat

dilakukan, antara lain dengan:

a. melakukan komunikasi, mengirimkan,
memancarkan atau sengaja berusaha
mewujudkan hal-hal terscbut kepada
siapa pun yang tidak berhak untuk
menerimanys; atau

b. sengaja menpghalangi apgar informasi
dimaksud tidak dapat atau gapal dite-
rima olch yang berwenang menerimanya
di lingkungan pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang
membatasi akses Komputer atay melarang
akses ke dalam Komputer dengan ber-
dasarkan kategorisasi atau klasifikasi
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pengguna beserta tingkatan kewenangan
yang ditentukan,

Pasal 31

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau
penvadapan” adalah kegiatan untuk men-
dengarkan, merekam, membelokkan, meng-
uhah, menghambat, dan/fatau mencatat
transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elelwonik vang tidak bersifat
publik, baik menggunakan jaringan kabel
komunikasi maupun jaringan nirkabel,
seperti pancaran clektromagnetis atau
radio frekuensi.

Avyat (2)

Culoap jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4]

Culcup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Culkup jelas
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Fasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Yang dimaksud dengan "kegiatan pene-
litian" adalah penelitian yang dilalksanalkan
oleh lembaga peneliban vang memiliki izin.

Paszal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Culkup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas,
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Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat” merupakan
lembaga yang bergerak di bidang (eknolog
informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Culaup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukmup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayal {4)

Cukup jelas.
Ayat [5)

Huruf a

Culcup jelas.

Huruf b
Cukup jelas,



Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf £

Culkup jelas,

Hurul g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan *"ahli® adalah
seseorang vang memiliki keahlian
khusus di bidang Teknologi [nformasi
yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun praktis
mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Culcup jelas,

Ayat (6)

Cukup jelas,
Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayat |8)

Culup jelas
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Pasal 44
Cukup jelas

PBaszal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Fasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Culcup jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Culup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4]

Ketentuan ini dimaksudkan untuk meng-

hukum setiap perbuatan melawan hukum

vang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan

Pasal 37 yang dilakukan cleh korporasi

{corporate crime) dan/atsu oleh pengurus

dan/atau staf yang memiliki kapasitas

untuk;

a. mewakili korporasi;

b. mengambil keputusan dalam korporasi;

¢. melakukan pengawasan dan pengen-
dalian dalam kerporasi;

d. melakukan kegiatan demi keuntungan
korporasi.

Pasal 53
Culup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4843,
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UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

EETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa informasi merupakan
kebutuhan pokok setiap orang
bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional;

bahwa hak memperoleh infor-
masi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan
salah satu cirl penting Negara
demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik;

bahwa keterbukaan informasi

 publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawas-
an publik terhadap penyeleng-
garaan negara dan Badan Publik
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lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan
publik;

bahwa pengelolaan informasi
publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan
masgyarakat informasi;

bahwa berdasarkan pertim-
banigan sebagaimana dimaksud
dalam hurul g, huruf b, huruf ¢,
dan huruf d, perlu membentulk
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Fasal 20, Pasal 21, Pasal 23
F, dan Pasal 28 J Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indanesia Tahun 1945:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAHKILAN RAKYAT REPUELIK

INDODNESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIE INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG

Ta i

KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK.
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Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimalksud

dengan:

L

Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya vang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologh informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronilk.

Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara danfatau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya vang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga ekseloutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

L “
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penyelenggaraan negara, vang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Angparan Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/ateu luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
yang berfungsi merjalankan UndangUndang
ini dan peraturan pelaksanaannya, menetap-
kan petunjuk teknis standar layvanan
informasi publik dan menyelesailean sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa
yang terjadi antara badan publik dan
pengguna informasi publik yang berkaitan
denpan hak memperolch dan menggunakan
informasi berdasarkan perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaian senghketa infor-
masi publik antara para pihak melalui
bantuan mediator komisi informasi.
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7.

8.

g.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian seng-
keta informasi publik antara para pihak yang
diputus oleh komisi informasi.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk
dan diberi tugas untuk menduduki posisi
atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atan pelayanan informasi di
badan publik.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompaol

orang, badan hukum, atau badan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini,

11. Pengguna Informasi Publilke adaleh orang yang

menggunakan informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.

12. Pemohon Informasi Publik adalah warga

negara danfatau badan hukum Indonesia
yvang mengajukan permintaan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
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BAB II
ABAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi-
Publile.

Informasi Publik vang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh
sctiap Pemohon Informasi Publik dengan
cepatl dan tepat wakiu, biava ringan, dan cara
sederhana,

Informasi Publik wvang dikecualikan her-
sifat rahasia sesual dengan Undang-
Undang, kepatutan, dan kepentingan
umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang Umbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat serta
sectelah dipertimbangkan dengan saksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan vang lebih besar
daripada membukanya atau schaliknya.
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Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3
Undang-Undang imi bertujuan untuk:
menjamin hak warga negara untuk menge-
tahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan kebijakan publik;
meningkatkan peran  aktif masvarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik vang baik;
mewnjudkan penyelenggaraan negara yang
baik, yaitu yang transparan, efektif dan
chisicn, akuntabel scrta dapat dipertang-
gungawablkan;
mengetahui alasan kebijakan publik vang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informa=m yang
berkualitas.
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BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN
PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK
DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatn
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.

(2] Setap Orang berhak:

a. melihal dan mengstahui Informasi Publil;

b. menghadini pertemuan  publik vang
terbuka untuk umum untuk memperoleh
Informasi Publik;

¢. mendapatkan =salinan Informasi Publik
melalui permohonan sesuai dengan
Undang-Undang ini; danfatau;

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

{3} SBetiap Pemohon Informasi Publilk berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik
disertai alasan permintaan tersebut.

[4) Setiap Pemophon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
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dalam memperoleh Informasi Publik men-
dapat hambatan atau kegagalan scsual
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

Pengepuna Informasi Publik wajib mengguna-
kan Informasi Publik sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundangundangan.

Pengguna Informasi Publik wajib mencan-
tumkan sumber dan mana ia memperolch
Informasi Publik, baik vang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan

© puhblikasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.
Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Publik berhak menolak memberikan

Informasi Publik apabila tidak sesua dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
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(1)

(2]

a0

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan
oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. informasi vang dapat membahayakan
NEgara;

b. informasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak schat;

c. informasi yang berkaitan dengan halkhalk
pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/falau

c. Informasi Publik vang diminta belum
dikuasai atan didokumentasilkan.

Bagian Heempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

Badan Publik wajib menyediakan, memberi-
kan danfatau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan,

Badan Publik wajibh menyediakan Informasi
Publik wvang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.
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(3]

{4

(5]

{5l

A

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat |2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah,

Hadan Publik wajib membuat pertimbangan
gecara tertulis setiap kebjjakan vang diambil
untuk memenuhi hak setiap Crang atas
Informeasi Publik.

Pertimbangan schagaimana dimaksud pada
aval (4] antara lain memuat pertimbangan
politik, ckonomi, sosial, budaya, dan/atau
pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewsajiban sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1} sampai dengan
avat (4| Badan Publik dapat memanfaatkan
sarana dan/atan media elektronik dan non-
elektronik.

Pasal 8
Kewsnjiban Badan Publik yang herkaitan

dengan kearsipan dan pendokumentasian
Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,
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BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAEAN
DAN DIUMUMEKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumlkan
Becara Berkala

Pasal 9

Seriap Badan Publik wajib menpumumkan
Informa= Publik secara berkala.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

informasi yang berkaitan dengan Hadan
Publik;

informasi mengenal kegiatan dan kinerja
Badan Publik terkait

informasi mengenal laporan keuangan; dan/
atay

informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan
Infarmasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2| dilakukan paling singkat 6 [enam)|
bulan sekali.
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{4)

{5)

(6]

(3

12)

Kewajiban menvebarluaskan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami.

Cara-cara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] ditenmikan lehih lanjut oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Badan Publik terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
Badan Publik meéemberikan dan menyam-
paikan Informasi Publik secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
-avat (2], dan ayat [3) diatur dengan Petunjuk
Teknis Komuisi Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara
Serta-merta

Pasal 10

Badan Publik wajib mengumumkan secara
serta-merta suatu informasi vang dapat
mengancam hajat hidup orang banvak dan
ketertiban umum.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi
Publik sebagaimsna dimaksud pada avat (1)




disampaikan dengan rcara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami.

Bapian Ketipga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi
Puhlik setiap saat vang meliputi:

a.

daftar selurubh Informasi Publik yang
berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan;
hasil keputusan Badan Publik dan per-
timbangannya;

seluruh kebijakan vang ada berikut
dokumen pendukungnya;

rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan
Badan Publik;

perjanjian Badan Publik dengan pihak
ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampai-
kan Pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbulca unmk umum:

prosedur kerja pegawai Badan Publik vang
berkaitan dengan pelayanan masyvarakat;
dan/atau
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h. laporan mengenai pelayanan akses
Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam UndangUndang mi.

{2} Informasi Publik yang telah dinyatakan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyvatakan
sebagail Informasi Publik yeng dapat diakses
oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kewajiban Badan Publik menye-
diskan Informasi Publik vang dapat diakses
oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun  Badan  Publik  wajib
mengumumkan lavanan informasi, vang meliputi:
a. Jjumlah permintaan informasi vang diterima;
b.  waktu yang diperlukan Badan Publik dalam
memenuhi setiap permintaan informasi;

c. Jjumlah pemberian dan penolakan permintaan
informasi; dan/atau

d. alasan penolakan permintaan informasi,
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Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat,

dan sederhana setiap Badan Publik:

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi; dan

b. membuat dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi seecara
cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
petunjuk teknis standar layanan Intformasi
Publik yvang berlaku secara nasional.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibantu oleh pejabat fungsional,

Pasal 14

Informasi Publik vang wajib disediakan oleh
Badan Usaha Milik Negora, Badan Usaha Milik
Daerah dan/fatau badan usaha lainnyva yang
dimiliki aleh negara dalam Undang-Undang ini
adalah:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud
dan tujuan serta jenis kegiatan wusaha,
jangka waktu pendirian, dan permedalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar; :

b. nama lengkap pcmegang saham, anggota
direksi, dan anggota dewan komisaris per-
SETOAn;
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laporan tahunan, laporan keuangan, neraca
laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab sosial perusahaan vang telah diaudit;
hasil penilaian oleh auditor eksternal,
lembaga pemeringkat kredit dan lembaga
pemeringkat lainnya;

sistern dan alokasi dana remunerasi anggota
lomisaris/dewan pengawas dan direksi;
mekanisme penetapan direksi dan komisaris/
dewan pengawas;

kessus hukum yang berdasarkan Undang-
Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan
vang haik berdasarkan prinsip-pnnsip trans-
paransi, akuntshilitas, pertangpungjawsaban,
kemandirian, dan kewajaran;

pengumuman penerbitan efek vang bersifat
utang,

penggantian akuntan yang mengaudit per-
usahaan;

perubahan tahun fiskal perusshaan;
kegiatan penugasan pemerintah dan/atau
kewsjiban pelayanan umum atau subsidi;
mekanisme pengadasan barang dan jasa; dan/
atau

informasi lain yang ditentukan aleh Undang-
Undang yvang berkaitan dengan Badan Usaha
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
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Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh

partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

a.
b.
=

d.

=

asas dan tujuan;

program umum dan keglatan partai politil
nama, alamat dan susunan kepeéngurusar
dan perubahannva;

pengelolaan dan penggunaan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara danfatau Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah;

mekanisme pengambilan keputusan partat;
keputusan partai yang berasal dari hasil
muktamar /kongres fmunas dan/atau kepu-
tusan lainnya yang menurut anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai terbuka
untuk umum; dan/atau

informasi lain yang ditstapkan oleh Undang-
Undang vang berkaitan dengan partai politik,

Pasal 16

Informasi Publik vang wajib disediakan oleh

organisasi nonpemernintah dalam Undang-Undang
ini adalah:

a,
b.
c.

asas dan tujuan;

program dan kegiatan organisasi;

nama, alamat, susunan kepengurusan, dan
perubahannya;
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d. pengelolaan dan pengpunsan dana vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara danfatau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;

e. meckanisme pengambilan keputusan orga-
nisasi;

[,  keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan,

BAB V
INFORMAST YANG DIKECUALTEAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuks skses
bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk
mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
fa. Informasi Publik vang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu informasi vang dapat:

. menghambal proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi, dan/atau korban yang
mengetahul adanya tindak mdana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal
dan rencana-rencana yvang berhubungan
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dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional,

4. membahayakan keselamatan dan kehi-
dupan pencgak hukum dan/fatau keluar-
ganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan,
sarana, dan/atau prasarana penegak
hukum,

Informasi Publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual

dan perlindungan dari persaingan usaha
tidalk sehat;

Informas Publik vang apahila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen,
operasi, taktik dan teknik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan sistem per-
tahanan dan keamanan negara, meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan
dengan ancaman dari dalam dan luar
negeri;

2, dokumen vang memuat tentang strategi,
intelijen, operasi, teknik dan taktik vang
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berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara yang
melipuli tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi;

jumlah, kompasisi, disposisi, atau dis-
lakasi kekuatan dan kemampuan dalam
penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengem-
bangannya;

. gambar dan data tentang situasi dan

keadaan pangkalan danjatau instalasi
militer;

data perkiraan kemampuan militer dan
pertahanan negara lain terbatas pada
segala tindakan danfatau indikas: negara
tersebut vang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan/atau data terkait kerja-
sama militer dengan negars lain yang
discpakati dalam perjanjian terscbut
sebapai rahasia atau sangal rahasia;
sisgtern persandian negara; dan/ataa
gistemn intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia,;
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Informasi Publik vang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,
dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional:

T

rencana awal pembelian dan penjualan
mata vang nasional atau asing, saham
dan aset vital milik negara;

. rencana awal perubahan nilai tulkar,

suku bungsa, dan model operasi mstitusi
keuangan;

. rencana awal perubahan suku bunga

bank, pinjaman pemerintah, perubahan
pajak, tarif, atau pendapatan negara/
daerah lainnya;

. rencana awal penjualan atau pembelian

tanah atau properti,

rencana awal inveslas) asing;

proses dan hasil pengawasan perbankan,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;
dan fatau

hal-hal yang berkaitan dengan proses
pencectakan uang.

Informasi Publik vang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,
dapat merugikan kepentingan hubungan luar
neger

1.

posisi, daya tawar dan strategi vang akan
dan telah diambil oleh negara dalam
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hubungannya dengan negosiasi inter-
nasional;

2. korespondensi diplomatik antarnegara;

3. sistem komunikasi dan persandian
vang dipergunakan dalam menjalankan
hubungan internasional; dan/atau

4, perlindungan dan pengamanan infra-
struktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik vang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
SCSCOTATIE,;

h. Informast Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon [nformasi Publik
dapat mengunghkap rahasia pribadi, yaitu:

1. miweyat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, peng-
obatan keschatan f{isik, dan psilas
Seseorang;

3. kondisi keuangan, asel, pendapatan, dan
rekening bank sesecrang,

4, hasgil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomen-
dasi kemampuan seseorang; dan/atau
catatan yang menyangkut pribadi sese-
orang yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
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o R T St R = L = a3




e —————— @-} Fo——

i

{1

memorandum atau surat-surat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik, yang
menurut sifatnva dirahasiakan kecuali atas
putusan Komist Informasi atau pengadilan;
informasi yang tidak boleh diungkapkan ber-
dasarkan Undang-Undang,

Pasal 18

Tidak termasuk dalam katepori informasi
yang dikecualikan adalah informasi berilout:
a. putusan badan peradilan;

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat
edaran, ataupun bentuk kebijakan lain,
bails vang tidak berlaku mengikat maupun
mengikat ke dalam ataupun ke luar serta
pertimbangan lembaga penegak hulmm;

¢. surat perintah penghentian penyidikan
atau penuntutan;

d, rencana pengeluaran tahunan lembaga
penegak huloam;

e. laporan keuangan tahunan lembaga
penegak hulum;

f. laporan hasil pengembalian uang hasil
korupsi; dan/atau

g informasi lain sebagaimane dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2).
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(2] Tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
g dan huruf h, antara lain apahila ;
&, pihak vang rahasianya diungkap mem-
berikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan per-
kara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian
Fepublik Indonesia, Jaksa Agung, HKetua
Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi, danfatau Pimpinan Lembaga
Negara Penegak Hukum lainnya yang diben
kewenangan oleh UndangUndang dapat
membuka informasi yang dikecualikan
sehagaimana dimeksud dalam Pasal 17
huruf a, huruf b, huruf ¢, haruf d, huruf e,
huruf f, huruf i, dan hurof .

(4] Pembukaan informasi yvang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaku-
kan dengan cara mengajukan permintaan izin
kepada Presiden.

5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dan ayvat (4) untuk kepentingan
pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan
dengan keuangan atau kekayaon negara di
pengadilan, permintaan izin diajukan eleh
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Jaksa Agung sebagai pengacara Negara
kepada Presiden.

[6) ‘Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayal [3), ayal (4), dan ayat (5| diberikan oleh
Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga
Negara Penegak Hukum lainnya, atan Ketua
Mahkamah Agung.

(7] Dengan mempertimbangkan kepentingan
pertahanan dan keamanan necgara dan
kepentingan umum, Presiden dapat menolak
permintaan informasi vang dikecualikan
schagaimana dimaksud pada avat [3),
ayat {4}, dan ayat [5].

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian
tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh kete-
litian scbelum menyatakan Informasi Publik terten-
tu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

(1} Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a, huruf b, huraf ¢, hurof d,
huruf e, dan huruf { tidak bersifat permanen.
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(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka
waktu pengecualian diatur dengan Peraturan

Pemnerintah.
EAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pagal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi
Publik didasarkan pads prinsip cepat, lepat
waktu, dan biayva ringan.

Pasal 22

{1} Setiap Pemohon Informasi Publik dapat
mengajukan permintaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Badan Publik terkait
secara tertulis atay tidak rertulis,

{2) Badan Fublik wajib mencatal nama dan
alamat Pemohon Informasi Publik, subjek
dan format informasi serta cara penyampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

3] Badan Publik yang bersangkutan wajib
mencatat permintaan Informasi Publik vang
diajukan secara tidak tertulis.

4] Badan Publik terkait wajib memberikan tanda
bukti penerimaan permintaan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
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(5)

(6)

(7)

98

dan ayat (3] berupa nomor pendaftaran pada
saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara
langsung atau melalui surat elektronik,
nomor pendaftaran diberikan saat pene-
rimaan permintaan.

Dalam hal permintasn dizssmpaikan melalui
surat, pengiriman nomor pendaltaran dapat
diberikan bersamsan dengan penginman
informasi.

Paling lambat 10 {sepuluh) harn kerja sejak

diterimanya permintaan, Badan Publik

vang bersangkutan wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan

d. informasi yang diminta berada i bawah
penguasaannya ataupun tidek;

b. Badan Puklik wajib memberitahukan
Badan Publik yang menguasal informas
yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penpu-
asaannya dan Badan Publik yang mene-
rima permintaan mengetahul keberadaan
informasi yang diminta;

. penerimaan atau penolakan permintasn
dengan alasan yang tercantum sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 17,

d. dalam hal permintaan dilerima seluruhnya
atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan;

R

BT T T



R

@

e. dalam hal suatu dokumen mengandung
materi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi
yang dikecualikan tersebut dapat dihitam-
kan dengan disertal alasan dan materinya;

. alat penyampai dan format informasi yang
alean diberikan; dan/fatau

g. biaya serta cara pembayaran untuk mem-
peroleh informasi yang diminta.

|8) Badan Publik yang bersanpgkutan dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sechagaimana dimaksud pada
avat (7], paling lambat 7 (tujuh) hari kera
berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

(9 Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara
permintaan informasi kepada Badan Publik
diatur olety Komisi Informasi,

BARB VII
KOMISI INFORMASI
Bagian Hesatu
Fungsi
Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandin yang
berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk




teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Pubhk melain
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

(1)

(2)

13

(1)

(2)

Bagian Hedua
Kedudukan

Pasal 34

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi
Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika
dibmruhkan Komisi Infoermasi kabupaten/
ledib. JRLL

di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi
kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten fkota.
Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 25

Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah
7 [tujuh] orang yang mencerminkan unsur
pemerintah dan unsur masyarakat.

Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabupaten /kota berjumlah
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5 [hma) orang yang mencerminkan unsuar
pemerintah dan unsur masyarakat,

Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua
merangkap angpota dan didampingi oleh
seorang wakil ketua merangkap anggota,

Ketua dan wakil ketua dipilih dar dan oleh
para anggota Komisi Informasi.

Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat
4] dilakukan dengan musyawarah seluruh
anggota Komisi Informasi dan apabila tidalk
tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan
SUATA.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 26

Komisi Informasi bertugas :

a. menéerima, memeriksa, dan memiitus per-
mohonan penyelesaian Sengketa Informas:
Publik melalui Medias: dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi vang diajukan oleh setiap
Pemohon Informasi Publik berdaszarkan
alasan sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini;

b, menctapkan kebijakan umum pelavanan
Informasi Pubhlk; dan

e remmssosss 101



R e D A @; Syt L e Lo L
Sl i e

(2)
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{n
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¢. menetapkan petunjuk  ‘aksanaan dan
petunjuk teknis,

Komusi Informasi Pusat hertugas:

a. menctapkan prosedur pelaksanaan penye-
lesaian sengketa melalui Mediasi dan fatau
Ajudikasi nonlitigasi;

b. menerima, memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi Publik di daecrah
selama Komisi Informasi provinsi dan/
atau Komisi Informasi kabupaten/kota
belum terbentuk; dan

¢. memberikan laporan mengenal pelak-
sanaan tugasnya berdasarkan Undang-
Undang ini kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Eakyat Republik Indonesia
setehun sekali atau sewakimwakiu jika
diminta,

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota bertugas mene-
rimg, memeriksa, dan memutus Sengketa
Informasi Publik di daerah melalui Mediasi
dan /atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kl:]].llnl
Wewenang
Pasal 27

Dalam menjalankan tugasnya, Komsi Infor-
masi memiliki wewenang:
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a. memanggil danfatau mempertemukan
para pihak yvang bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan vang relevan
yang dimiliki oleh Badan Publik terkait
untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

c. meminta keterangan atan menghadirkan
pejabat Badan Publik ataupun pihak yang
terkait sebagai salsi dalam penyelesaian
Senglketa Informasi Publik;

id. mengambil sumpah setiap saksi yang
didengar keterangannya dalam Ajudikasi
nonlitigasi ponyelesaian Sengketa Infor-
masi Publik; dan

¢. membuat kode ectik vang diumumkan
kepada publik schingga masvarakat dapat
menilai kinerja Komisi Informasi,

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi
kewenangan penyelesaian Sengkela Informasi
Publik yang menvangkut Badan Publik pusat
dan Badan Publik tinglkat provinsi dan/atau
Badan Publil tinpkat kabupaten (kota selama
Komisi Informasi di provinsi atau Komisi
Informasi kabupaten,/kota tersebut belum
terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provins: meli-
puti kewenangan penyelesaian senghketa vang
menyangkut Badan Pubhk tingkat provinsi
vang bersangiitan,

103
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Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/
kota meliputi kewenangan penyelesaian seng-
keta yang menyangkut Badan Publik tingkat
kabupaten/kaota yang hersangkutan.

Bagian Keenam
Pertangpungjawaban

Pasal 28

Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab
kepada Presiden dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewe-
nangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,

Komisi Informasi provinsi bertanggung
jawab kepada gubernur dan menvampaikan
laporan lentang pelaksanaan fungsi, [ugas,
dan wewecnangnya kepada Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah provinsi yang bersangloutan,

Komisi Informasi kabupaten/kota bertang-
gung jawab kepada bupati/walikota dan
menvampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnyva kepada
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah kabupa-
ten, kota vang bersanglutan.

Laporan lengkap Komisi Informasi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2], dan
ayat (3) bersifat terbuka untuk umnum,




(1

(2]

(3)

4

(5]
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Bagian Ketujuh

Sekretariat dan Penatakelolaan
Komisi Informasi

Pasal 29

Dukungan admimstratif, keuangan, dan tata
kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh
sckretariat komisi,

Sekretariat Komisi Informasi dilaksanekan
oleh Pemerintah.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin
oleh sekretaris vang ditetapkan oleh Menteri
vang tugas dan wewcenangnya di bidang
komunikasi dan mformatika berdasarkan
usulan Komisi Informas:.

Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilak-
sanakan oleh pejabat vang tugas dan wewe-
nangnya di bidang komunikasi dan informasi
di tingkat provinsi yang bersanpkutan.

Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota
dilaksanalkan oleh pejabat vang mempunyai
tugas dan wewenang di bidang lkomunikasi
dan informasi i tingkat kabupaten/kota vang
bersangloutan.

Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi
dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
dibehankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah provinat dan/atan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenf
kota yang bersangkutan.

Bagian Hedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Svarat-syaral pengangkatan anggota Komis

Informasi:

a. warga negara Indonesia;

b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. bdak permah dipidana karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pida-
na 5 (ima) tahun atau Iebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman
di bidang keterbukaan Informasi Publik
sehagdi bamean dar hak ssasi manusia
dan kebijakan publik;

¢. memiliki pengalaman dalam aktivitas
Badan Publik;

f. bersedia melepaskan keanpgotaan dan
jabatannya dalam Badan Publik apa-
bila diangkat menjadi anggota Komisi
Informasi:

g. bersedia bekerja penuh waktu,

T
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h. berusia paling rendah 35 [tiga puluh lima)
tahun; dan
i. -sehat jiwa dan raga.

Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi
dilaksanakan oleh Pemerintah secara ter-
buka, jujur, dan objektif,

Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib
diumumkan kepada masvarakat.

Setiap Orang berhak mengajulean pendapat
dan penilaian terhadap calon anggota Komisi
Informasi sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dengan disertal alasan.

Pasal 31

Calon anppota Komisi Informasi Pusat hasil
rekrutmen sebapaimana dimalksud dalam
Pasal 30 ayat (2} diajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh
Presiden sejumlah 21 {dua puluh satu) orang
calon.

Dewan Perwakilan Raloyat Eepublik Indonesia
memilih anggota Komisi Informasi Pusat
melalui up kepatutan dan kelayvakan,

Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan
oleh Presiden.
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Pasal 32

Calon anggota Homisi Informasi provinsi
danfatau Komisi Informasi kabupaten/kota
hasil rekrutmen scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) digjukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dan fatau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota oleh gubernur danfatan
bupati/walikota paling sedikat 10 (sepuluh)
orang calon dan paling banyak 15 (lima belas)
arang calon.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah provinsi
dan fatan kabupaten/kota memilih anggeta
Komizi Informasi provingi dan/fatau Komisi
Informasi kabupaten/kota melalui uji kepa-
tutan dan kelayvakan.

Angpota Komisl Informasi provinsi dan/
atau Komisi Informasi kabupaten fkota vang
telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya
ditetaplan oleh gubernur dan/atau bupati/
walikota,

Pasal 33
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembal untuk satu penode berikutnya.
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Pasal 34

Pemberhentian anggota Komisi Tnformasi
dilakukan berdasarkan keputusan Komisi
Informasi sesuai dengan tingkatannya dan
diusulkan kepada Presiden untuk Komisi
Informasi Pusat, kepada gubernur untuk
Komisi Informasi provinsi, dan kepada
bupati/walikota untuk Komisi Informasi
kabupaten/lota untuk ditetapksmn.

Angpota Komisi Informasi berhenti atau

diberhentikan karena:

. meninggal dunia;

b. telah habis masa jabatannya;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan pulusan pengadilan yamng
telah berlkeluatan hukum tetap dengan
ancaman pidana paling singkat 5 (lima]
tahun penjara;

e. sakit jiwa dan rapa danfatau schab lain
yang mengakibatkan yang bersangkutan
tidak dapat menjalankan tugas 1 {satu]
tahun berturut-turat; atau

f. melakukan tindskan tereela danfatau

. melanggar kode etik, yang putusannya
ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan

Presiden untuk Komisi Informasi Pusat,
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(5]

keputusan gubernur untuk Komisi Informasi
provinsi, dan/atau keputusan bupati /walikota
untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
Pergantian antar walktu angpota Komisi
Informasi dilakuken oleh Presiden setelah
berkonsultasi dengan pimpinan Dewan
Perwakilan Ralyal Republik Indonesia untuk
Komisi Informasi Pusat, eleh pgubernur
sctelah  berkonsultas: dengan pimpinan
Dewan Perwalkilan Rakyat Daeerah provinsi
untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh
bupati/waliketa setelah berkonsultasi dengan
pimpinan Dewan Pertvalkilan Rakyat Daecrah
kabupaten /kota untul Komis: Informasi
kabupaten/ kota.

Angenta Komisi Informasi pengganti antar-
waktu diamhil dan urutan berikutnyva ber-
dasarkan hasil uji kelayakan dan kepatmran
vang telah dilaksanakan schegai dasar
pengangkatan anpggota Kemisi Informasi pada
perinde dimaksud,
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BAR VIII

EEEERATAN DAN FENYELESAIAN SENGHKETA

MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian esatu
Keberatan
Pasal 35

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat
mengajulan keberatan secara tertulis kepada
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi berdasarkan alasan berikuet:

- W

penolakan atas permintaan informasi
berdasarkan alasan pengecualian sebagai-
mana dimalksud dalam Pasal 17;

tidak disediakannya informasi berkzla
sebagaimana dimaksned dalam Pasal 9;
tidak ditanggapinya permintaan informasi,
permintaan informasi ditangeapl tidalk
sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/
atau

penyampaian infermasi yvang melebiht
waktu yang diatur dalam Undang-Undang
ini,

Alazan sebapgaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sampai dengan huruf g dapat

i — = 111



(1)

{2)

(1

112

e T @r} s

disclesaikan secara musyawarah olch
kedua belah pihak.

Pasal 36

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi
Publik dalam jangks waktu paling lambat 30
|tga puluh) hari kerja setelah ditemulkannya
alasan sebaguimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat [1).

Atasan pejabat sehagammana dimalksud dalam
Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan
atas keberatan yang digjukan oleh Pemohon
Informasi Publik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (Hga puluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan sccara tertulis.

Alasan tertulis disertakan bersama tenggapan
apabila atasan pejabat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan
putusan yang ditetapkan oleh bawahannyz.

Bagian Hedua
Penyelesaian Senghketa Melalui Komisi
Informasi

Pagal 37

Upaya penyelesaian Sengketa Infermasi
Publik diajukan kepada Komisi Informas:
Pusal dan/atau Kemisi Informasi provinsi
dan/atau Komisi Informasi kabupaten/

.
- S BT TERRC C TS S AR VT N S S



e AT

B mrm

kota sesuai dengan kewenangannya apabila
tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Deokumentasi dalam proses keberatan
tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

[2] Upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik diajukan dalam waktu paling
lambat 14 [empat belas) hari kerja setelah
diterimanya tangeapan lertulis dan atasan
pejabat schagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2).

Pasal 38

(1] Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi
provinsi danjfatau Komisi [nformasi kabu-
paten/kota harus mulal mengupayakan
penyelesaian  Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-
litigasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

[2}] Proses penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) paling lambat dapat
digelesaikan dalam waktu 100 [seratus) hari
kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal darn
kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan
mengilkat.
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BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi
Pasal 40
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi

merupakan pilihan para pihak dan bersifat
sukarela.

(2] Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya
dapat dilakukan terhadap pokek perkara
yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d, huraf ¢, haruaf §,
dan huruf g.

(3) Kesepakatan para pihak dalam proscs
Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan
Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Infor-
masi berperan sebagail mediator.

Bagian Kedua
Ajudilasi
Pasal 42

Penvelesaian Sengketa Informasi Publik mela-
lui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi

-
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hanya dapal ditempuh apabila upaya Mediasi
dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh
salah satu atau para pihak yvang bersengketa,
atau salah satu atau para pihak yang bersengheta
menarik dinl dan perundingan,

Pasal 43

(1] Sidang Komisi Informasi yvang memeriksa
dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga)
orang anggota komisi atau lebih dan harus
berjumlah gasal,

(2] Sidang Komisi Infermasi bersifat terbuka
untuk umum.

(3] Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan
dengan dokumendokumen yang termasuk
dalam pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan
perkara bersifat tertutup.

(4] Anggota Komisi Informasi wajib menjaga
rahasia dokumen schagammana dimaksud
pada ayat (3).

Bagian Hetiga

Pemeriksaan

Pasal 44

{1} Dalam hal Komisi Informasi menerima per-
mohonan penyelesaian Sengketa Informas:
Publik, Komisi Informasi memberikan

o [ SRCRRERLTISS
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galinan permohonan tersebut kepada pihak
termohon,

Pihak termohon schagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau
pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar
keterangannva dalam proses pemeriksaan.
Dalam hal pihak termohon sehagaimans
dimaksud pada avat (2], Komisi Informasi
dapal memutus untulk mendengar keterangan
tersebut secara lisan ataupun tertulis.

Pemohon Informasi Publik dan termohon
dapat mewakilkan kepada wakilnya yang
secara khusus dikuasakan untuk ita.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

Badan Publik harus membuktikan hal-
hal yang mendukung pendapatnya apabila
menyatakan tidak dapat memberikan infor-
masi dengan alasan sebagaimana dimalesud
dalam Pagal 17 dan Pagal 35 ayat (1) hurifa.

Badan Publik harus menyampaikan alasan
yang mendukung sikapnya apabila Pemohon
Informasi Publik mengajukan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik
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sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)
hurufl b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Putusan Homisi Informasi

Paszal 46

Putusan Komisi Informasi tentang pemberian

atau penolakan akses terhadap seluruh atau

sebagian informasi yang diminta berisikan

salah satu penntah di bawah i

a. membatalkan putusan atasan Badan
Publik dan memutuskan untuk mem-
berikan sebagian atau seluruh informast
vang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik sesuai dengan keputusan Komisi
Informasi; atau

b. mengukuhlan putusan atagsan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentas
untuk tidak memberikan informasi vang
diminta sebagian atau seluruhnva seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Putusan Komisi Informasi tentang pokok
keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g, berisikan salah satu perintah di
bawah ini:
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a. memerintahkan Pejabat Pengelola Infor-
masi dan Dokumentasi untuk men-
jalankan kewajibannya scbagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang mi;

b, memerintahkan Badan Publik untuk
memenuhi kewajibannya dalam jangka
waktu pemberian informasi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini; atau

c. mengukuhkan pertimbangan atasan
Badan Publik atau memutuskan mengenai
biaya penelusuran dan/atau penggandaan
informasi.

Putusan Komis: Informasi dincapkan dalam
sidang terbuka untuk wmum, kecuali
putusan yang menyangkut informasi yang
dilkeecualikan.

Komisi Informasi wajib memberikan salinan
putusannya kepada para pithak yang ber-

aenphketa,

Apahila: ada anggote lkomisi vang dalam
memutus suatu perkara memiliki pendapat
vang berbeda dari putusan yang diambil,
pendapat anggota komisi tersebut dilam-
pirkan dalam putusan dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
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EAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

Pengajuan gugatan dilakukan melalui
pengadilan tata usaha negara apabila vang
dipugat adalah Badan Puhblik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melaluai
pengadilan negeri apabila yang digugat
adalah Badan Publik selain Badan Publik
negara sehagaimana dimaksud pada avat [1].

Pasal 48

Pengajuan pugatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1] dan ayat (2) hanya
dapat ditempuh apabila salah satu atau
para pihak vang bersengketa secara tertulis
menyatalean tidalk menerima putusan Ajudi-
kasi dari Komisi Informasi paling lambat 14
[empat belas) hari kerja setelah diterimanya
putusan tersebut,

Sepanjang menyangkut informasi yang
dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan
di pengadilan bersifat tertutup.
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Pasal 49

Putusan pengadilan tata usaha negara
atau pengadilan negeri dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik tentang pemberian
atau penolakan akses lerhadap seluruh atau
schagian informasi vang diminta berisi salah
satu perintah berilaat:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi
dan/atau memermntahkan Badan Publik:
1. memberikan secbagian atau selurub
informasi yang dimchonkan oleh
Pemohon Informasi Publik; atau
2., menolak memberikan sebagian atau
sclurub informasi yang diminta oleh
Pemohon [Informasi Publik.
b, menguatkan putusan Homisi Informasi
dan fatau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebhapian atau =elurub
informasi vang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau
seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik,

Putusan pengadilan tata usaha negara
atau pengadilan negeri dalam penyelesaian
Sengkera Informasi Publik tentang pokok
keberatan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 35 ayat |:l| huruf b sampai dengan

huruf g benisi salah satu perintah berikout:

a. memerintahkan Pejabat  Pengelola
Informasi dan Dokumentasi untuk men-
jalankan kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang im
dan/atau memerintahlkan untuk meme-
nuhi janpks wakiu pemberian nformasi
sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini;

b, menolak permeohonan Pemohon Informams
Publik; atau

c. memutuskan biaya penggandaan infor-
masi.

d. Pengadilan tata uszha negara atau pe-
ngadilan negeri memberikan salinan
putusannya kepada para pithak vang ber-
senghketa,

Bagian Kedua
Kasasi
Pasal 50

Fihak vang tidak menerima putusan penga-
dilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah
Apung paling lambat dalam waktu 14 (empat
belas) harl sejak diterimanya putusan pengadilan
teta usaha negara atau pengadilan negeri.
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BAB X1
EKETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja meng-
gunakan Informasi Publik secara melawan hukum
dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 [satu) tahun danfateu pidana denda paling
banyak Rp 5.000.000.00 (ltma juts rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak
menyedialran, tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi
Publik secara berkala, Informasi Publik yang
wajib diumumbkan secars sertamerta, Informasi
Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harms diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang imi, )
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyale Ep
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum menghancurkan, merusalk, dan/
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atau menghilangkan dokumen [nformasi Publik
dalam bentuk media apa pun yvang dilindungi
MNegara dan/atau yang berkaitan dengan kepen-
tingan umum dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 {dua) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 [scpuluh juila
rupiah).

{1

(2)

Pasal 54

Setiap Orang vang dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses danfatau memperolch
dan/atau memberikan nformasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal
17 huraf &, huruf' b, hurul d, huruf §, hurul g,
huraf b, huaruf i, dan haruf | dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 [dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp 10,000, G00,00
[sepuluhb juta rupiah).

Setiap Orang vang dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh
dan/atau memberikan informasi yang
dikecualikan schagaimana diatur dalam Pasal
17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00
[dua puluh juta rupiah).
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Pasal 55

Setiap Orang vang dengan sengaja membizat
Informasi Publik yvang tidak benar atau menye-
satkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang
lain dipidana dengan pidana penjara paling lama
| [satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupah).

Pasal 56

Sctiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana
dalam Undang-Undang i dan juga diancam
dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain
vang bersifat khusus, vang berlaku adalah sanksi
pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus
terscbhut.

Paszal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang
ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui
peradilan umum.

BAE XTI
EETENTUAN LAINLAIN
Pasal 58

Hetentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran ganti rugi gleh Badan Publik Negara
diatur dengan Peraturan Pemerintah,
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BAR XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat hars sudah dibentuk
paling lambat 1 [satu) tahun sejak diundangkan-
nya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Komisi Informasi provinst harus sudah diben-
tuk paling {fambat 2 [dua) tahun sejak diundang-
kannya Undang-Undang ini.

Fasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang
ini Badan Publik harus melaksanakan keowa-
jibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan
sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 63

Pada =aat berlakunya Undang-Undang imi
gemua peraturan perundang-undangan yang
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berkaitan dengan perolehan informasi yang telah
ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang

1nl.

Pazsal 64

(1] UndangUndang ini mulai berlaku 2 (dual
tahun sejak tanggal diundanghkan.

(2] Penvusunan dan penetapan Peratiran Peme-
rintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana
dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang
terkait dengan persiapan pelaksanaan
Undang-Undang ini harus rampung paling
lambat 2 [dua) tahun sejak Undang-Undang
ini dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, meme-
rintahkan pengundangen Undang-undang im
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

e,
R, H. SUSILG BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008 _
MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

trel.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 61
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PENJELABAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
disebutlean bahwa sctiap Orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperaleh Informasi untuk
mengembanglan pribadi dan lingkungan =osial-
nya, seria berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, dan menyimpan Informas: dengan
menggunakan segals jenis saluran yang tersedia.
Untuk memberikan jaminan terhadap semua
crang dalam memperoleh Informasi, perlu
dibentuk undangundang yang mengatur tentang
keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal
ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh
Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai
galah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan
bernegara vang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang terbuka adalah
hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai
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dengan peraturan perundangundangan, Hak atas
Informasi menjadi sangal penting karena malan
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi
publik, penyelenggaraan negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang
untuk mempercleh Informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan publik.
Partisipasi atau pelibatan masyvarakat tidak
banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keter-
bukaan Informasi Publik sangal penting sehagai
landasan hukum yang berkaitan dengan (1)
hak setiap Orang untuk memperoleh Informas:;
(2] kewajiban Badan Fublik menyediakan dan
melayani permintaan Informasi secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan
cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat
dan terbatas; (4] kewajiban Badan Publik untuk
membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyail kewajiban
untuk membuka akses atas Informasi Publik yang
berlkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk
masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam
Undang-undang ini meliputi lembaga ekselouatif,
yudikatif, legislatil, serta penyelenggara negara
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lainnya yang mendapatian dana dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) /Angearan
Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) dan men-
cakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang
berbadan hubkum maupun yang tidak berbadan
hukum, seperti lembaga swadayva masyarakal,
perkumpulan, serta organisasi lainnya yang
mengelols atan menggunakan dana yang scbagian
atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD,
sumbangan masyarakat, danfatau luar negeri,
Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip
keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang
baik dan peran serta masyarakat yang transparan
dan akuntsbilitas vang tinggi sebagai salah satu
prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang
hakiki, Dengan membuka akses publik terhadap
Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi
untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada
pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan
demibdan, hal itu dapat mempercepat perwujudan
pemerintahan yvang terbuka yang merupakan
upaya stratepis mencegah praktik kerupsi,
kolusi, dan nepotisme [KKN), dan terciptanya
kepemerintahan yang baik [good governance}.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culkup jelas.
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Pasal 2

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Cukup jelas.

h}rat i3
Yang dimaksud d:ngan “tepat walktu"
adalah pemenuhan atas permintaan Infor-
masi dilakukan sesuai dengan keten-
tuan UndanglUndang ini dan peraturan
pelaksanaannya.
“Cara sederhana” adalah Informasi yang
diminta dapat diakses sccara mudah
dalam hal prosedur dan mudah juga untuk
dipahami. -
“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenga-
kan secara proporsional berdasarkan
standar biaya pada umumnya.

Ayat (4]
Yang dimaksud dengan “konsekuensi
yang timbul® adalah konsekuensi yang
memhbahayakan kepentingan yang dilin-
dungi berdasarkan UndangUndang ini
apabila suatu Informasi dibuka. Suatu
Informasi yang dikategorikan terbuka atau
tertutup harus didasarkan pada kepen-

i ek, o s el S NS | R A e s, 131



" R e . s c*w‘j; A M e

tingan publik. Jika kepentingan publik
yang lebih besar dapat dilindungi denpan
menutup suatu Informasi, Informasi ter-
sebut harus dirahasinkan atau ditutup
dan/atan sebalilnya,

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Fasal b

Aval (1}
Cukup jelas.

. Ayat ()
Cukup jelas.

Avat [3)

Hurufl a
Yang dimaksud dengan “membahaya-
kan negara™ adalah bahaya terhadap
keédaulatan negara, keutuhan wila-
vah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamalan bangsa
dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara. Lebih
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lanjut mengenai Informasi yang mem-

bahayakan mnegara ditetapkan oleh
Komisi Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perssungan
usaha tidak sehat" adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa vang dilakukan
dengan cara tidak jujur, melawan
hukum, atau menghambatl persaingan
usaha. Lebih lanjut mengenai Infor-
masi persaingan usaha tidak sehat
ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rahasia
jabatan” adalah rahasia yang menyang.
kut tugas dalam suatu jabatan Badan
Publik atau tugas negara lainnya yvang
ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Informasi
Publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan” adalah Badan
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Publik secara nyata belum menguasai
dan/atay mendokumentasikan Infor-
masi Publik dimalksud.

Pasal 7
Cultup jelas.

Fasal &
Cukup jelas,

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *berkala® adalah
sccara rufin, feratur, dan dalam jangka
wakiu tertentu.

Ayat (2]

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Informasi
yang berkaitan dengan Badan Publik®
adalah Informasi yang menyanglkut
keberadaan, kepengurusan, maksud
dan tujuan, ruang lingkup kegiatan,
dan Informasi lainnya yang merupakan
Informasi Publik yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

vang dimaksud kinerja Badan Publik
adalah kondisi Badan Publik yang

134 e S



B =t = T e I C**} LR
'hersang_kutan vang meliputi hasil dan
prestasi yang dicapai serta kemampuan
kerjanya.

Huruf e
Cukup jelas,

Huruaf d
Culcup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Ayat (4]
Cukup jelas,

Ayat [5)
Cukup jelas.

Ayat |6}
Cukup jelas.
Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “serta-merta”
adalah spontan, pada saat itu juga.

fyat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukcup jelas.
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Pasal 12

Culeup jelas,
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf c
Culup jelas.
Hurufd
Cukup jelas,
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yanp dimaksued dengan:
“transparansi” adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan
keputusan  dan  keterbukaan  dalam
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mengemukakan Informasi materiil dan
relevan mengenal perusahaan;

“kemandirian” adalah suatu keadaan
di mans perusashasn dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruhftekanan dan pihak mana
pun yvang fidak sesual denpan peraturan
perundangundangan dan prinsip kerporasi
yang sehat;

“aluntabilitag” adalah kejelasan fungsi,
pelaksanaan, dan pertanggungjiawaban
organ perusahaan schingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efekrif;
“pertanggungjawaban” adalah kesesuaian
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan
prinsip korporasi yang schat;

“kewajaran® adalah keadilan dan kesc-
taraan di dalam memenuhi halk-halk
pemangku kepentingan (stakeholder) yang
timbul berdasarkan perjanjian dan per-
aturan perundang-undangan.

Hurufli
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
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Hurufl k
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Huruf m
Culkup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang
vang berkaitan dengan badan wusaha
milik negara/badan usaha milik daerah®
adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milikk Negara,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-
Undang yeng mengatur scktor kegiatan
usaha badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah yang berlaku umum
bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor
kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a
Culup jelas.

Huruf b
Culkup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas,

Huruf e
Culup jelas.

Huruf
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “undangundang
yang herkaitan dengan “partai pelitik”®
adalah Undang-Undang tentang Partai
Politik.

Pasal 16

Yanpg dimaksud dengan “erganisasi non-
pemerintah” adalah organisasi bail berbadan
hukum matpun tidak berbadan hukum yang
meliputi perkumpulan, lembapga swadaya
masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN/APED, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Culkup jelas.
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Hurul ¢

Angka 1
' Yang dimaksud dengan “Informasi yang
terkait dengan sistem pertahanan dan
keamanan negara” adalah Informasi
tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kera-
wanan: sistem komunikasi stra-
tegis pertahanan, sistem pendukung
strategis pertahanan, pusat peman-
du, dan pengendali operasi militer;

2. gelar operasi militer pada peren-
canaan operasi militer, komando dan
kendali operasi militer, kemampuan
operasi satuan militer yang digelar,
misi taktis operasi militer, gelar
taktis operasi militer, tahapan dan
waktu gelar taktis operasi militer,
titik-titik kerawanan gelar militer,
dan kemampuan, kerawanan, lokasi
musuh;

3. sistem persenjataan pada spesi-
fikasi teknis operasional alat per-
senjataan militer, kinerja dan
kapabilitas teknis cperasional alat
persenjataan militer, kerawanan
sistem persenjataan militer, serta
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rancang ba.ngun dan purwarupa
persenjataan militer;

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistem per-
sandian negara" adalah segala sesuatu
yvang berkaitan dengan pengameanan
Informasi rahasia negara yvang meliputi
data dan Informasi tentang material
sandi dan jarng vang digunakan,
metode dan teknik aplikasi persandian,
aktivitas penggunaannya, serta kegiatan
pencarian dan pengupasan Informasi
bersandi pihak lain yang meliputi data
dan Informasi material sandi yang
dipunakan, aktivitas pencarian dan
analisis, sumber Informasi bersandi,
serta hasil analisis dan personil sandi
yang melaksanakan.
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Angka 7

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen
negara” adalah suatu sistem yang
mengatur aktivitas badan intelijen
yang disesuaikan dengan strata
masing-masing agar lebih terarah dan
terkoordinasi secara efektif, efisien,
sinergis, dan profesional dalam meng-
antisipasi berbagai bentuk dan sifat
potensi ancaman ataupun peluang vang
ada sehingga hasil analisisnya sccara
akourat, cepat, objektif, dan relevan vang
dapat mendukung dan menyukseskan
kehijaksanaan dan strategi nasional.

Huruf d

Culmip jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Culup jelas,
Hurufl i

“Memorandum vang direhasiakan” adalah
memorandum atau surat-surat antar
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Badan Publik atau intra-Badan Publik yang

menurul sifatnya tidak disediakan untuk

pihak selain Badan Publik yang sedang
melakukan hubungan dengan Badan

Publik dimaksud dan apabila dibuka

dapat seccara serius merugikan proses

penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian,
dan kejujuran dalam pengajuan usul,
komunikaei, atau pertukaran gagasan
sechubungan dengan proses pengam-
bilan keputusan;

2. menghambat kesuksesan kebijakan
karena adanya pengungkapan secara
prematur;

3. mengganggu keberhasilan dalam suatu
proses negosiasi yang akan atau sedang
dilakukan.

Huruf j
Cubup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Culup jelas.

Pasal 20
Culup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas,

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “mandiri® adalah
independen dalam  menjelankan wewenang
serta tugas dan fungsinva termasuk dalam
memutuskan Sengkets Informast Publik
dengan berdasar pada Undang-Undang ini,
keadilan, kepentingan umum, dan kepen-
tingan Nepara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitipasi®
adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di
luar pengadilan yang putusannya memiliki
kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

144 =



R @2} - i

TRPR g

Ayat (2}

Huruf a
Yang dimaksud dengan “proseduar
pelaksanaan penyelesalan sengketa®
adalah prosedur beracara di bidang
penyelesaian sengketa Informasi yang
dilakukan oleh Komisi Informasi,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “kode etik”
adalah pedoman perilaku yang meng-
ikat setiap anggota Komisi Informasi,
yang penetapannya dilakukan oleh
Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayal (4)

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas,
Pasal 20
Ayat (1)
“Pejabat pelalksana kesekretariatan” adalah
pejabat struktural instansi pemerintah
vang tugas dan fungsinva di bidang
komunikasi dan informatika sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “pemerintah™
adalah menteri yang mempunyai tugas
dan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika.
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat [5)

Cukup jelas.
Ayat (6]

Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Hurul a
Cukup jelas.

Hurufl br
Culkup jelas,

Hurul c
Cukup jelas,

Hurufl d
Cukup jelas,

Hurufl e
Culup jclas.

Hurufl §
Cukup jeclas,

Huruf g b gy
Cukup jelas,
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Huruf h
Cukup jelas.

« Huraf i
"Schat jiwa dan raga® dibuktikan
keterangan tim penguji ditetapkan oleh
pemerintah,
Yang dimaksud dengan “terbuka”
adalah bahwa Informasi sctiap tahapan
proses rekrutmen harus diomumkan
Yang dimaksud dengan "jujur® adalah
bahwa proses relkorutmen berlangsung
adil dan nondiskriminatif berdasarkan
UndangUndang ini. 3
Yang dimaksud dengan “objektif”
adalah bahwa proses rekrutmen harus
mendasarkan pada kriteria yang diatur
aleh UndangUndang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culaup jelas.
Ayat (4)
Culkup jelas. '

Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasal 32
Culcap jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Culkup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “tindakan
tercela” adalah mencemarkan martabat
dan reputasi dan/fatau mengurangi
' kemandirian dan kredibilitas Komisi
Informas:.
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4]

Yang dimaksud dengan “penggantian
antarwaktu anggota Komisi Informasi®
adalah pengangkatan anggota Komisi
Informasi baru untuk menggantikan ang-
gota Komisi Informasi yang telah berhenti
atau diberhentikan sebagaimana dimaksud
Pazal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya
berakhir.

Avat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

is0

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sekuranglkurangnya berisikan
nama dan/atau instansi asal pengguna
Informasi, alasan mengajukan keberatan,
tujuan menggunakan Informasi, dan kasus
posisi permintaan Informasi dimaksud.
Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi”
adalah pejabat vang merupakan atasan
langsung pejabat yang bersangkutan dan/
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atau atasan dari atasan langsung pejabat
yang bersangkutan.

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukurp jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditanggapi®
adalah respons dari Badan Publik
scsual dengan ketentuan pelayanan
yang telah diatur dalam petunjuk teknis
pelayanan Informasi Publik.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Culkup jelas.
Ayat (2)
Cuknup jelas,

Pasal 36
Cukup jclaa.
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Pasal 37

Ayat (1)
Upava penyvelesaian Senpgketa Informasi
Publik melalui Komisi Informasi hanya
dapat diajukan setelah melalui proses
keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,

Ayat (2]
Cukup jelas,

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
© Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4]
Cukup jelas.

Pasal 42
Cuklup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
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Pasal 45
Cukup jelas,

Pasal 46
Cukup jelas,

Pasal 47

Ayat (1) i

Gugatan terhadap Badan Publik necgara
yang terkait dengan kebijakan pejabat
tata usaha negara dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara sesual
dengan kewenangannya berdasarkan
UndangUndang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Avat (2] Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini
meliputi setiap orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan Publik

sebapaimana  dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
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Pasal 52
Yang dapat dikenalcan sanksi pidana terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, persercan, perkumpulan,
atau yayasan; )

b. mereka vang memberi perintah melakukan
tindak pidana atau yang bertindak scbagai
pimpinan  dalam melakukan tindak
pidana; atau

c. kedua-duanya.

Pasal 53
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan
ini meliputi setiap orang persecorangan alau
kelompak orang atau badan hukum atan
Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan
ini meliputi setiap orang perseorangan
atau kelompok orang atau badan hukum
atau Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undanp-Undang ini.
Ayat (2]
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan
ini meliputi setiap orang perscorangan
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atau kelompok orang atan badan hukum
atau Badan Publik sebapaimana dimalesnd
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan
ini meliputl setiap orang perscorangan ataul
kelompok orang atau badan hukum atau
Badan Publik sehagaiiﬁan&_l dimaksud dalam
Undang-Undang 1.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas,

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
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Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMLiALGAN NEGARA
REPUR T INDONESIA
NWOMOR 4846
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PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR B2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN

TRANSAKS] ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menmmbang : bahwa untik melaksanakan leeten-

Mengingat

tuan Pasal 10 ayat (2], Pasal 11
ayat (2}, Pasal 13 ayat (6), Pasal
16 ayat [2), Pasal 17 ayat (3},
Pasal 22 ayat (2, dan Pasal 24
ayat (4] Undang-Undang Nomor
11 Tabhun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, perlu
menctapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik;

1. Pasal 5§ ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

LS b I s T S L DA e e c e ] BT



2. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elekiromk
{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor
484.3);

MEMUTUSEAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TEN-
TANG PENYELENGGARAAN SIS-
TEM DAN TRANSAKSI ELEK-
TRONIK.

EAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang
dimalksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian pe-
rangkat dan prosedur elektronilk yang ber-
fungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, me-
nampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan Informasi Elcktronik,
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Transaksi Elektronik adalah perbuatan
hulum yang dilakukan denpan menggunakan

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau
media elektronik lainnya,

Agen Elektronik adalah perangkat dari
suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk
melakulkan suatu tindakan terhadap suatu
Informasi Elektronik tertentu secara otomatis
yang diselenggarakan oleh Orang.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah
setiap Orang, penyelenggara negara, Badan
Usaha, dan masyarakat yang menvediakan,
mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistern
Elektronik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada Pengguna Sistem
Elektronik untuk keperluan dirinya danfatau
keperluan pihak lain.

Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor
adalah instansi yang bertugas mengawasi
pelaksanaan tugas scktor dan mengeluarkan
pengaturan terhadap sektor tersebut misal-
nya sektor perbankan dan sektor perhu-
bungan.

Informasi Elektronilt adalah satu atau sekum-
pulan data elektronik, termasuk tetapi Hidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange
|EDI), surat elektronik [(electronic mail],
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau-
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perforasi yang telah diclah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik wyang dibuat, diteruskan,
dikinimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dili-
hatr, ditampilkan, dan/atan didengar mela-
lut komputer atau Sistem Elektronik, ter-
masuk fetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atan
sejenisnya, huruf, tenda, anghka, kode skses,
simbol atau perforasi vang memililki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan, me-
nyimpan, memproses, mengumumkan, meng-
analisis, dan/atau menyebarkan informasi.
Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha,
dan masyarakat yang memanfaatkan barang,
jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan
oleh Penyelenggpara Sistem Elektronilke.
Peranplat Keras adalah satu atsu serang-
kaian alat yang terhubung dalam Sistem
Elektronik.
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12.

13.

14

17.
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Perangkat Lunak adalah satu atau sekum-
pulan program komputer, prosedur, dan/
ataun dokumentasi yang terkait dalam
pengoperasian Sistem Elektronik,

Sertifikazi Kelaikan Sistem Elektronik ada-
lah suawmu rangkaian proses pemeriksaan
dan pengujian vang dilakukan oleh institusi
yvang berwenang dan berkompeten untule
memastikan suatu Sistem Elektronik ber-
fungsi sebagaimana mestinya.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi
dengan Sistem Elektronik vang berdiri sendiri
atau dalam jaringan,

Penvelenggaraan Transaksi Elektronik adalah
rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik
yang dilalukan oleh Pengirim dan Penerima
dengan menggunakan Sistem Elektronik.

_ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para

pihalk yang dibuat melalui Sistem Elekironik.

. Penpgirim adalah subjek hukum yang mengi-

rimkan Informasi Elektronik dan/atau Doku-
men Elekironik. .

Penerima adalah subjek hukum yang mene-
rima Informasi Elektronik dan fatau Dokumen
Elektronik dari Pengirim.

. Bertifikat Elektronik adalah sertifikat vang

bergifat elektronik yang memuat Tanda
Tangan Elektronik dan identitas yang menun-
jukkan status subjek hukum para pihak
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20.

21.

22.

a3,

24,
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dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan
vleh penyelenggara sertifikasi elektronilk.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda
tangan yang terdiri atas Informasi Elekironik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lammnya yvang
dipunakan sebagai alat verifikasi dan auten-
Uk-as-l. -1

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik.

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik
adalah badan hultum vang berfungsi seba-
gai pihak terpercaya yvang memilasilitasi
pembuatan Tanda Tangan Elektronik,
Pendukung Layanan Tanda Tangan Elek-
tronik adalah badan hulum yvang berfungsi
schagal pihalk pendulkung terselenggaranya
penggunaan Tanda Tangan Elektronik. :

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
adalah kode pribadi, kode biometrik, kode -
kriptografi, dan/atau kode yang dihasil-
kan dari pengubahan tanda tangan manual
menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk
kode lain yang dihasilkan dari perkembangan
Teknologl Informas:.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lem-
baga independen vang dibentuk oleh pro-
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26.

a7,

28.
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fesional yang diakui, disahkan, dan diawasi
oleh Pemerintah dengan kewenangan meng-
audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan
dalam Transaksi Eleldronilc.

Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang
menyatakan Pelaku Usaha yang menyeleng- £
garakan Transaksi Elektronik telah lulus &
audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Serti-
fikazi Keandalan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perse-
orangan atau badan usaha, baik berbentulk
badan hukum maupun bukan badan hukum,
yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, melaln
perjanjian penyelenggaraan kepgiatan usaha
dalarm berbagai bidang elkonomi.

Data Pribadi adalah data perseorangan ter-
tentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta diindung k:ra}msiaénnya.

Nama Domain adalah alamat internet penye-
lenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/
atau masvarakat, yvang dapat digunakan
dalam berkomunikasi melaln internet, yang
berupa kede atan susunan karakter yang
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3.

32

33.

34.

164

®

bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet.

Registri Nama Domain adalah penveleriggara
vang bertanpgung jawab dalam melakukan
pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliha-
raan Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Nama Domain,

. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan

Uszha, atau masyarakat yvang menyediakan
jasa pendaftaran Nama Domain.

Pengguna Nama Domain adalah Orang, Ins-
tansi Penyelenpgara Nepara, Badan Usaha,
atau masvarakat yang mengajukan pendaftar- |
an untuk penggunaan Nama Domain kepada
Registrar Nama Domain,

Instansi Penyelenggare Negara yvang selanjot-
nya disebut Instansi adalah institusi legislabf,
ekselutif, dan yudikatif di tingkalt pusat
dan dacrah dan instansi lain yang dibentuk
dengan peraturan perundang-undangan,
Orang adalah orang pcrséuremgan, baik
warga negara Indonesia, warga negara asing,
maupun badan hukum.

Badan Usaha ardalah perusahaan perseorang-
an atau perusahaan persekutuan, baik yvang
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berbadan hukum maupun yang tidak ber-
badan hukum.

33. Menten adalah menten vang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang komu-
nikasi dan informatilka,

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai;
Penyelenggaraan Sistem Elekironik;
penyelenggara Agen Elektromik;
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
Tanda Tangan Elektronil;
penyelenggaraan sertifikasi elektronilk;
Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan
pengelolaan Nama Domam.
BAB IT
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEETRONIK

Bagian Eesatu
Umum
Pasal 3

(1} Penvelenggaraan Sistem Elektronik dilaksana-
kan oleh Penvelenggara Sistem Elektronile.

(2] Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaku-
kan untuk:

a. pelayanan publik; dan
b. nonpelayanan publik,

mmepo e
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Kriteria pelayanan publik sebagaimana di-
maksud pada ayat (2] hurul 8 meéngacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
meliputi pengaturan:

FRoAanop

(1)

(2)

166

pendaftaran;

Perangkat Keras;

Perangkat Lunak;

tenaga ahli;

tata kelola;

PENERAMANAN;

Sertifilasi Kelaikan Sistemn Elelktronil; dan
PENgAWASAN.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 5

Penyelenggara Sistem Elcktronik untuk
pelayanan publik wajib melakukan pendaf-
taran.

Penyelenggara Sistem Elcktronik untuk non-
pelayanan publik dapat melakukan pendaf-
taran.
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(3]

(1)
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Kewajiban pendaftaran bag Penyelenggara
Sistem Elektronik untuk pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila-
kukan sebelum Sistem Elektronik mulai
digunakan puhlik. ’

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dan ayat (2) diajulran kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pendaftaran schagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat {2} diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Peranghkat Keras
Pasal 6

Perangleat Keras vang digunakan olch Penye-

lenggara Sistem Elektronik harus:

a. memenuhi aspek interkonektivitas dan
kompatibilitas dengan sistem yvang diguna-
kan; :

b. memperoleh sertifikat kelaikan dari Men-
teri;

c. mempunyai layanan dukungan teknis,
pemeliharaan, dan purnajual dari penjual
atau penyedia;

d. memiliki referensi pendukung dari peng-
guna lainnya bahwa Perangkat Keras
tersebut berfungsi sesuai dengan spesi-
fikkasinya;
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i3)

4

(1)
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e. memiliki jaminan ketersedianan sulku
cadang paling sedikit 3 [tiga) tahun;

f. memiliki jaminan kejelasan tentang
kondisl kebaruan; dan

g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.

Penyelenggara Sistem Elcktronik wajib me-

mastikan netralitas teknologi dan kebebasan

mermilih dalam penggunaan Peranglat Keras.

Menteri menetapkan standar tecknis Perangkat

Keras yang digunakan oleh Penyelenggara
Sigtem Elektronik,

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
teknis Peranglkat Keras scbagaimana di-
maksud pada ayat (3] diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat
Perangkat Lunalk

Pasal 7

FPerangkat Lunak yang digunakan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik wajib:

a, terdaftar pada kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang komunikasi dan informatika;

b. terjamin keamanan dan keandalan operasi
sehagaimana mestinva; dan



{2

(1)

{2

(3}

&)

c. sesual dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] diatur dalam Peraturan Menteri.

Pa=al g

Penyedia yang mengembangkan Perangkat
Lunak yang khusus dibuat untuk suatu
Instansi wajib menyerahkan kode sumber dan
dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada
Instansi vang bersangkutan.

Dalam hal penyerahan kode sumber dan
dokumentasi atas Perangkat Lunak seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1] tidak
mungkin dilaksanakan, penyedia dapat me-
nyerahkan kode sumber dan dokumentasi
atas Perangkat Lunak kepada pihak keliga
terpercaya penyimpan kode sumber,

Penyedia wajib menjamin perolehan dan/
atau akses terhadap kode sumber dan doku-
mentasi atas Perangkat Lunak kepada pihak
ketipa terpercaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2].
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(1)

{2

{1)

{2

(1

(2

170

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
memjamin kerahasaan kode sumber Perang-
kat Lunak yang digunakan.

Terhadap kode sumber sebagaimana dimak-
aud pada ayat (1] dapat dilakukan pernerik-
saan apabila diperlukan untuk kepentingan
penyvidikan,

Bagian Kelima
Tenaga Ahli

Pasal 10
Tenaga ahli yang digunakan oleh Penye-
lenggara Sistem Elektronik harus memiliki
kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau
Teknologi Informasi.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 11

Penyelenggaraan Sistem Elcktronik yang
bersifat strategis harus menggunakan tenaga
ahli berkewarganegaraan Indonesia,

Dalam hal belum terdapat tenaga ahli ber-
kewarganegaraan Indonesia, Penyelenggara



(3]

(4]

(1)

(2)

e

Sistem Elektronils dapat mengpanalkan tenaga
ahli asing.

Ketentuan mengenal jabatan tenaga ahli
dalam Penyclenggaraan Sistem Elektromik
yang bersifat strategis dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengena kompetens
tenaga ahli diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Tata Kelola Sistem Elektronik
Pasal 12

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib men-

jamin:

a. tersedianyva perjanjan tingkat layanan;

b, tersedianya perjanjian keamanan infor-
masi terhadap jasa layanan Teknologi
Informas: yvang digunakan; dan

c. keamanan informasi dan sarana komu-
nikasi internal yang disclenggarakan.

Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1] wajib menjamin
setiap komponen dan keterpaduan seluruh
Sistem Elektronik beroperasi schagaimana
mestinya.
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Pasal 13

Penyelengpara Sistemn Elekironik wajib mene-

rapkan manajemen nsko terhadap kerusakan
atau kerugian yang diimbulkan.

(1)

(2]

(1)

iTa

Pasal 14

Penyelenggara Sistem Elcktronik wajib
memiliki kebijakan tata kelola, presedur
kerja pengoperasian, dan mekanisme audit
yang dilakukan berkala terhadap Sistem
Elektronilk.

Hetentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
tata kelola, prosedur kerjs pengoperasian,
dan mekanisme audit sehagaimans dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri,

Pasal 15

Peniyelengpara Sistem Elektronik wajib:

da.

b.

menjaga rahasia, keutuhan, dan keter-
sediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
menjamin bahwa perolehan, penggunaan,
dan pemanfaasten Data Pribadi berda-
sarkan persetujuan pemilik Data Pribadi,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan; dan

menjamin penggunaan atau peng-
ungkapan data dilakukan berdasarkan
persetujuan dari pemilik Data Pribadi
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(2]

(3)

(1

(2)

tersebut dan sesuai dengan tujuan yang
disampaikan kepada pemilik Data Pribadi
pada saat perolchan data.

Jika terjadi kegapalan dalam perlindungan
rahasia Data Pribadi vang dikelolanya,
Fenyelengpgara Sistem Elekironik wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pemi-
lik Data Pribadi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pedoman
perlindungan Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pela-
yanan publik wajib menerapkan tata kelola
yvang baik dan akuntabel.

Tata kelola sebapaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
didokumentasikan danfatau diuvmumkan
dengan bahasa, informasi, atau simbol
vang dimengerti oleh pihek yang
terkait dengan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;



(3)

(%)

(1)

174 =

e

b. adanya mekanisme yang berkelanjutan
untuk menjaga kebaruan dan kejelasan
prosedur pedoman pelaksanaan;

c. adanya kelembagaan dan kelengkapan
personel pendukung bagi pengoperasian
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;

d. adanya penerapan manajemen kiner-
ja pada Sistem Elektronik yang diseleng-
garakannys untuk memastikan Sistem
Elektronik beroperasi sebagaimana mes-
tinya; dan

e. adanva rencana menjaga keberlangsungan
Penyelengparaan Sistem Elektronik yang
dikelolanya.

Selan persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2], Instansi Pengawas dan Peng-
atur Scktor terkait dapat menentukan per-
syaratan lain yvang ditctapkan dalam per-
aturan perundang-undangan,

Ketentuan lelih lanjut mengenai pedoman
tata kelola Sistem Elektronik untuk pela-
vanan publik diatur dalam Peraturan Menter.

Pasal 17

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik wajib memiliki rencana
keberlangsungan kegiatan untuk menanggu-
lanpi pangpuan atau bencana sesual dengan
risiko dari dampak vang ditimbulkannya:
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(2)
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Penyelenggara Sistem  Elektromik untulk
pelayanan publilc wajib menempatkan pusat
data dan pusat pemulihan bencana di wilavah
Indonesia untuk kepentingan penegakan hu-
kum, perlindungan, dan penegakan kedau-
latan negara terhadap data warga negaranya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
penempatan pusat data dan pusat pemulihan
bencana di wilayah Indonesia sebapaimana
dimaksud pada ayal (2] diatur oleh Instansi
Pengawas dan Pengatur Sektor terkail sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sectelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Bagian Ketujuh

Pengamanan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik

Pasal 18
Penyvelenggara Sistem Elcktronik wajib me-
nyediakan rekam jejak audit terhadap selu-

ruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elek-
tronik.

Eekam jejak audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk keperluan
pengawasan, penegakan hubum, peéenvele-
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salan senpgleeta, verifikasi, pengujian, dan pe-
meriksaan lainnya.

Pasal 19

Penyelengegara Sistem Elektronik wajib mela-

kukan pengamanan terhadap komponen Sistem
Elektronik

(1)

(2)

(3)

176

Pasal 20

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memi-
liki dan memjalankan prosedur dan sarana
untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam
menghindar gangguan, kegagalan, dan keru-
gian,

Penyvelenpeara Sistem Elektronik wajib me-
nyediakan sistem pengameanan Yang men-
cakup prosedur dan sistem pencegahan dan
penanggulangan terhadap ancaman dan se-
rangan yang memnimbulkan gangpuan, kega-
galan, dan kerugian.

Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan
sistern vang berdampak serius sebagai akibat
perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem
Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik
wajib mengamankan data dan segera mela-
porkan dalam kesempatan pertama kepada
aparat penegak hukum atau Instansi
Pengawas dan Pengatur Scktor terkait.

- T T T S R B



x

i

(4] " Ketentuan lebih lanjut mengenal sistem peng-
amanan st.bagalimana dimaksud pada avat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

Penyvelenggara  Sistem  Elektronik wajib
menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai
dengan format dan masa retensi yang ditetaplkan
berdasarkan ketentuan perafuran perundang-
undangan.

Pasal 22

(1} Penyvelenggara Sistem Elektronik wajib
menjaga kerahasiaan, keutuhan, keauten-
tikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat
ditelusurinya suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dolkumen Elelktronik sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik
vang ditujukan untuk Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elelctronik yang dapat
dipindahtangankan, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik harus unik
serta menjelaskan penguasaan dan kepemi-
likannya,
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Pasal 23

Penyelenggara Sistem  Elektronik  harus
memjamin  berfungsinys Sistem  Elektronik
sesual dengan peruntukannya, dengan tetap
memperhatikan interoperabilitas dan kompa-
tihilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya
dan/atau Sistem Elektronik yang terlait,

Pasal 24

(1} Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mela-
kukan ecdukasi kepada Pengguna Sistem
Elektronilk.

(2] Edulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedilkit mengenal hak, kewajiban dan
tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta
prosedur pengajuan komplain.

Pasal 25

Penyelengpgara Sistem Elektronik wajib me-
nyampaikan informasi kepada Pengruna Sistem
Elektronik paling sedikit mengenai:

a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. objek yang ditransaksikan;

. kelaikan atau keamanan Sistemn Elektronik:
d. tata cara penggunaan peranglkat;

e. syarat kontrak;

f.  prosedur mencaped kescpakatan; dan
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g, Jjaminan privas dan/ataw perlindungan Data
Pribadi,

Pasal 26

(1) Penyelenggara Sistem Elekironik waliilla me-
nyediakan fitur sesuai dengan larakteristik
Sistem Elektronik vang digunakannya,

{2) Fitur sebagaimana dimaksued pada ayat (1)

paling sedikit berupa fasilitas untulk:

a, melakukan koreksi;

h. membatallean perintah;

c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;

d. memilih meneruskan atau berhenti melak-
sanakan aktivitas berikutnya;

e. melihat informasi yang disampaikan be-
rupa tawaran kontrak atay iklan;

f. mengecek status berhasil atau pagalnya
transaksi; dan

g. membaca perjanjian sebelum melakulkan
transaksi.

Pasal 27

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melin-
dungi penggunanva dan masyarakat luas dari
kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik
vang diselenggarakannya.
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Pasal 28

(1} Setiap crang yang bekerja di lingkungan

penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib

mengamankan dan melindungl sarana dan

prasarana Sistem Elektronik atau informasi
vang dizsalurkan melalui Sistem Elektronik.

(2] Penyelenggara Sistem Elektromik wajib
menyediakan, mendidik, dan melatih personel
yang bertugas dan bertanggung jawab terha-
dap pengamanan dan perlindungan sarana
dan prasarana Sistem Eleltronik.

Pasal 29

Untulk keperluan proses peradilan pidana,
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mem-
berikan informasi yang terdapat di dalam Sistem
Elcktronik atau informasi yang dihasilkan oleh
Sistermn Elektronik atas permintaan vang sah dar
penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai
dengan kewenangan yvang diamr dalam undang-
undang.

-
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Bagian Hedelapan
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik

Pasal 30

Penyelengpara Sistem Elektronik uwntuk
pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat
Kelaikan Sistem Elckironik.

Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diper-
oleh setelah melaluil proses Sertifikasi
Kelaikan Sistemn Elcktronik.

Kewajiban sebagaimana dimalesud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan terhadap seluruh
komponen atag sebaglan komponen dalam
Sistermn Elektronik sesual dengan karakteristik
kebutuhan perlindungan dan sifar strategis
penyelenggaraan Sistem Elektronik,

Pencrapan ketenfuan sebagaimana dimake-
sud pada ayat (1) dan ayat [2) ditctapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur
Sektor terkait.

Pasal 31

Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan
oleh Menten,
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Standar dan/atau persyaratan teknis yang

digunakan dalam proses Sertifikasi Kelaikan
Sistem Elektronik ditetapkan oleh Menteri.

Instansi pengawas dan pengatur sektor ter-
kait dapat menetaplkan persyaratan teknis
lainnya dalam rangka Sertifikasi Kelaikan
Sigtem Elekironik sesuai denpan kebutuhan
masing-masing seltor.

Pasal 32

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan
pemberian Sertifikat Kelaikan Sistem Elck-
tronik kepada lembaga zertifikasi yang dialeni
oleh Menteri

Pemberian Sertifikat Kelaikan Sistem Elek-
tronik scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memperhatikan standar dan/atan
persvaratan teknis yvang ditetapkan oleh
Menteri dan Instansi Pengawas dan Pengatur
Sektor terkait. (3] Ketentuan lebih lanjut
mengenal tata cara Sertifikasi Kelailcan Sistem
Elektronik dan lembaga sertifikasi diatur
dalam Peraturan Menteri.
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Bagian Kesemhbilan

Pengawasan

Pasal 33

Menteri berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronil.

Pengawasan sebapaimansa dimaksud pada
ayat (1) mencakup pemantauan, pengenda-
lian, pemeriksaan, penelusuran, dan peng-
amanan.

Ketentuan menpenai pengawasan atas pe-
nyelenggaraan Sistem  Elektronik dalam
seltor tertentu wajib dibuat oleh Instansi
Pengawas dan Pengatur Scktor terkait setelah
berkoordinasi dengan Menter.

BAB III
PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Apen Elektronik

Pasal 34

Penyelenggara Jistem Elektronik dapat
menyelenggarakan sendiri Sistem Elektronik-
nya atau melalui Penyelenggara Agen Elek-
tronik.
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{2) Agen Elektronik dapat herbentule

(1)

a.

visual;

b. audio;
C.
d. bentuk lainnya.

data elektronik; dan

Pasal 35

Agen Elcktronik wajib memuat atau menyam-
paikan informasi untuk melindungi hak
pengguna yang paling sedikit mehputi infor-
mAasi mengenai:

a.
b.

C.

d,
£,

identitas penyelenggara Agen Elektronil;
objek yang ditransaksikan;

kelayakan atau keamanan Agen Elek-
tromk;

tata cara penggunaan perangkat; dan
nomaot telepon plusatl pengaduan,

(2] Agen Elektronik wajib memuat atau menye-
diakan fitur dalam rangka melindungl hak
pengguna scsuai dengan karakteristik Agen
Elektronik vang digunakannya.

Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dapat berupa fasilitas untulk:

(3]

184
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melakukan koreksi;

membatalkan perintah;

memberilkcan konfirmasi atau relkkonfirmasi;
memilih meneruskan atau berhenti melak-
sanakan aktivitas berikutnya;
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(1)

(2)

(3)

e. melihat informasi yvang disampaikan be-
rupa tawaran kontrak atau iklan; dan/
atau

. mengecek status berhasil atau gapalnya
transaksi.

Pasal 36

Agen Elektronik dapat diselenpggarakan untuk
lebih dari satu kepentingan Penyelenggara
Sistem Elektronik yang didasarkan pada per-
janjian antara para pihalk,

Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memuat paling sedikit;

a. hak dan kewajiban;

b. tanggung jawab;

c. mekanisme pengaduan dan penyelesaian
sengketa;

d. jangka waltu;

e. hiaya;

f. cakupan layanan; dan

g. pilthan hulum.

Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan

untuk lehih dari satu kepentingan Penyeleng-

gara Sistem Elcktronik, penyelenggara Agen

Elcktronik wajib memberikan perlakuan yang

sama terhadap Penyelenggara Sistemn Elek-

tromik yang menggunakan Agen Elektronik

tersebut,
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Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan
untuk kepentingan lebih darl 1 (satu] Penye-
lenggara Sistem Elektronik, penyelenggara
Agen Elektronik tersebut dianggap schagal
Penyelenggara Sistemn Eleltronik tersendiri.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 37 §

Penyelenggara Agen Elekironik wajib melalon-
kan pendaftaran scbagai penyelenggara Agen
Elektronik kepada Menteri.

Pendafraran penyelenggara Agen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memenuhl persyaratan dimasukkan dalam
daftar penyelenggara Agen Elcktronik oleh
Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan persyaratan pendaftaran schagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayit (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.
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(1)

(2)

" {3)

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 38
Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik,

‘penyelenggara Agen Elektronik wajib memper-

hatikan prinsip:

a. kehati-hatian;

b. pengamanan dan terintegrasinys sistem
Teknologi Informasi;

c. pengendalian pengamanan atas aktivitas
Transaksi Elektronil

d. efektivitas dan efisiensi biava; dan

perlindungan honsumen sesual dengan

ketentuan peraturah perundang-undang-

am,

Penyelenggara Agen Elektronik wajib
memiliki dan menjalankan prosedur standar
pengoperasian yang memenuhi prinsip pe-
ngendalian pengamanan data pengguna dan
Transaksi Elektronik.

Prinsip pengendalian pengamanan data
pengguna dan Transaksi Elektronik sebagai-
mana dimaksud pada avat (2] meliputi:

a. kerahasiaan;

b. integritas;

c. ketersediaan;
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d. keautentikan;
e. otorigasi; dan

. [ kenirsangkalan.

(1)

188

Pasal 3%

Penyelengpara Apen Elekrronik wajib:

a. melakukan pengujian keautentikan iden-
titas dan memeriksa otorisasi Penpeu-
na Sistem Elektronik .vang melakukan
Transaksi Elelktronik;

b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan
prosedur untuk mengambil tindakan jika
terdapat indikasi terjadi pencurlan data;

. memastikan pengendalian terhadap otori-
sasi dan hak akses terhadap sistem, data-
hase, dan aplikasi Transaksi Elcktronik;

d. menyusun dan meclaksanakan metode
dan prosedur untuk melindungi dan/
atau mernhasiakan integritas data, cataf-
an, dan informasi terkait Transaksi Elck-
tronilk;

e. memiliki dan melaksanakan standar
dan pengendalian atas penggunasn dan
perlindungan data jika pihak penyedia
jasa memiliki akses lerhadap data ter-
achut;

f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis
termasuk rencana kontingenst yang efeltif
untuk memastikan tersedianya sistem
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dan jasa Tranzaksi Elektronik secara ber-
kesinambungan; dan
g memiliki prosedur penanganan I{Ejadmn
talk terduga vang cepat dan tepat untuk
mengurangi dampak suatu insiden, peni-
-puan, dan kegagalan Sistem Elektronik.

Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyu.-
sun dan menetapkan prosedur untuk
menjamin Transaksi Elektronik schingga
tilak dapat diingkari olch konsumen.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Lingkup Penyelenggaraan Tranzaksi
Elektronik )

Pasal 40

Penyclenggaraan Transaksl Elektronik dapat
dilakukan dalam lingkup publik atau privat.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam

lingkup publik meliputi:

a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik
oleh Instansi atau oleh pihak lain yang
menyelenggarakan layanan publik sepan-
jang tidak dikecualikan oleh Undang-
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Undang tentang Informasi dan Transalesi
Elektronik; dan

penyelenggaraan Transaksi Elektronik
dalam lingkup publik lainnya sebagai-
mana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam
lingkup prival meliputi Transaksi Elektronik:

)

120

&.

b
e
d.
¢, antara Instansi dengan Pelalku Usaha se-

antar-Pelaku Usaha;

. antara Pelalku Usaha dengan konsuimen;

antarpribadi;
antar-Instansi; dan

sual dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.

Penyelengearaan Transaksi Elcktronik dalam
lingkup publik atau privat sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) dan ayat (3) yang
mengpunakan Sislem Elektronik untuk pela-
yanan puhblik, dilaksanalan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
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Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik °

Pasal 41

Fenvelenggaraan Transaksi Elektronik
dalam lingkup publik atau privat yvang
mengguﬁakan'.Sistam Elektronik wuntuk
kepentingan pelayanan publik wajib meng--
gunakan Sertifikat Keandalan dan/atau
Sertifilkat Elelctronik

Dalam hal menggunskan Sertifilkat Kean-
dalan, penyelengparasn Transaksi Elekironik
dalam lingkup publik wajib disertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan Indpn:sia
yang sudah terdaftar. '
Dalam hal menggunakan Sertifikat Elek-
tronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik
dalam lingkup publik wajib menggunalksin
jasa. penyelenggara sertifikasi elektronik
Indonesia yang sudah tersertifilasi. -

Pazal 42
Penyelenggaraan Transaksi Elcktronik dalam

lingkup privat dapat menggunakan Sertifikat
Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronile.

S S OO T PR e T oo B B



(2] Dalam hal mengpunakan Sertifilkkat Keandal-
an, penyeclenggaraan Transaksi Elektronik
dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan I[ndonesia
yang sudah terdaftar,

(3] Dalam hal menggunakan Sertifikat Elek-
tromik, penyelenggaraan Transakst Elekironile
dalam hnghup privat dapat menggunakan
jasa penyelenggara sertifikasi elekironik
Indonesia yang sudah terdaltar, ;

Paszal 43

(1} Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di
wilayah Negara Republik Indonesia harus:
a.. memperhatikan aspek keamanan, kean-
dalan, dan efisiensi;
b. melalukan penyimpanan dats transales: di
dalam negeri,
¢. memanfaatkan gerbang nasional, jika
‘dalam penyelenggaraannya melibatkan
lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elek-
tronik; dan
d. memanfaatlkan jaringan Sistem Elektronik
dalam negeri.
{2) Dalam hal gerbang nasional dan jaringan
Sistem Elektronik scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) burufl ¢ dan huruf d belum
dapat dilaksanakan, penyvelenggaraan Tran-
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(3]

(1)

{2

(1)

(2]
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saksi Elektronik dapat menggunakan sarana
lain atau fasilitas dar luar negeri sctelah
memperoleh persetujuan darl Instansi Pe-

"ngawas dan Pengatar Sektor terkait,

Dalam pemenuhan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), para pthak dalam Transaksi
Elektronik wajib memperhatikan peraturan
perundang-undangan dari [nstansi Pengawas
dan Pengatur Seltor terkait,

Pasal 44

Pengirim wajib memastikan Informasi Elek-
tronik yang dikirim benar dan tidak bersifat
mengganggy.

Ketentuan lehih lanjut mengenal pengiriman
Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan

Menteri.
Pasal 45
Dalam hal diperluban, institusi tertentu dapat

menvelenggarakan Transaksi Elektronik yang
bersifat khusus.

Ketentuan mengenai Transaksi Elektronik
vang bersifat khusus diatur tersendiri oleh
Instansi Pengawas  dan Pengatur Sektor
terkait.
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Bagian Ketiga
Persyaratan Transaksi Elektronilk

Pasal 46

Transaksi Elektronik yanpg dilaleulean para
pihak memberikan akibat hukum kepada
para pihal,

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang
dilakukan para pihak wajib memperhatilean:
iktikad baik;

prinsip kehati-hatian;

transparansi;

akuntabilitas; dan

kewajaran.

FROOoE

Pasal 47

Transaksi Elektronik dapat dilakukan ber-
dasarkan Kontrak Elcktromik atau bentuk
kontraktual lainnya sebagail bentuk kescpa-
katan yung dilakukan oleh para pihale.

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

a, terdapat kesepakatan para pihak;

b. dilakukan oleh subjek lukum yang cakap
atan yang berwenang mewakili sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan: ' 7

c. terdapat hal tertentu; dan



(1]

(2)

i3)
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d. objek transaksi tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan,
kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 48

Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) yanpg ditujukan kepada pernduduk
Indonesia harus dibuat dalam Bahasa
Indonesia,

Kontrak Elektronik vang dibual dengan klau-
sula baku harus sesuai dengan ketentuan
mengenai kiausula baku sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
data identitas para pihak;
objek dan spesifikasi;
persyaratan Transalkei Elektmmk

_harga dan biaya; - !
prosedur dalam hal terdapat pembatalan
oleh pafa pihak;
ketentuan yang memberikan hak kepada

* pihak vang dirugikan untuk dapat me-
ngembalikédn barang dan/atau meminta
penggantan produk jika terdapat cacat
tersembunyi; dan

g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi

Elelctronile.
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Pasal 49

Felaku Usaha yanp menawarkan produk
melani Sistem Elektronil wajib menyedialkan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syaral kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan.

Pelaku Usaha wajb memberikan kejelasan

informasi tentang penawaran kontrak atau
iklan.

Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu
kepada konsumen untuk mengembalilran
barang vang dikirim apabila tidak sesuas
dengan perjanjian atau terdapal cacat ter-
sembunyi.

Pelaku Usaha wapb menyampaikan mformasi
mengenai barang vang telah dikirim.

Pelalm Usaha tidak dapat membebani konsu-
men mengenai kewajiban membavar barang
yang dikinm tanpa dasar kontrak.

Pazal 50

Transaksi Elektronik terjadi pada saat ter-
capainya kesepakatan para pihak,
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) terjadi pada saat penawaran tran-
saksi yang dikirim oleh Pengirim telah di-
terima dan disetujui oleh Penerima.
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Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

aval (2] dapat dilakukan dengan cara:

a. tndakan penerimaan yang menyatakan
persetujuan: atau

b. tindekan penerimaan dan/atau poma-
kaian objek oleh Pengguna Sistem Elek-
tronik.

FPasal 51
Dalam penyelenggaraan Transeksi Elektronik
para pihal wajib menjamin:
4. pemberian data dan informasi yang benar,
dan
b, ketersedigan sarana dan lsyanan secria
penyvelesaian pcngadl&an.

Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik
para pihak wajib menentukan pilihan hukom
secara setimbang terhadap pelaksanaan:
Transaksi Elekironik,

BAB V
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagad
alat autentikas: dan verifikasi atas:
a, identitas Penanda Tangan; dan
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b. keutuhan dan keautentikan Informasi
Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi
Elekironik merupakan persetujuan Penanda
Tangan atas Informasi Elektronik dan/fatau
Dokumen Elektronik yang ditandatangani
dengan Tanda Tangan Elektronik terscbut.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda
Tangan Elcktronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak
berhalk, tanggung jawab pembuktian pe-
nyalahgunaan Tanda Tangan Elekironik
dibebankan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik.

Pasal 53

Tanda Tangan Elektronik vang digunakan
dalam Transalesi Clektronik dapat dihasilkan
melalui berbagai prosedur pensndatanganan.

Tanda Tangan Elekironik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan
hulam dan aldbat hultum vang sah jka:

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elekironik
terleait hanya kepada Penanda Tangan;

b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elekironik
pada saat proses penandatanganan hanva
berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. aogala perubahan terhadap Tanda Tanpan
Elektronik wvang terjadi setelah waltu
penandatanganan dapat diketahui;
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d. sepala perubahan terhadap Informasi
Elektronilte yang terkait dengan Tanda
Tanpan Elektronik tersebut setelsh wakiu
penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai
untuk mengidentifikasi siapa Penanda
Tangannyva; dan

f. terdapat cara tertentu untok menun-
jukkan bahwa Penanda Tangan telah
memberilean persetujusn terhadap Infor-
masi Elektronik vang terkait.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

[2) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan
Elektronik dipunakan untuk menjamin inte-
gritas Informasi Elektronik.

Bagian Kedua
Jenis Tanda Tangan Elektronik

Pasal 54

Tanda Tangan Elektronik meliputi;

a. Tanda Tangan Elekironik tersertifikasi;
dan

b. Tanda Tangan Elektronik tidak terser-
tifileasi.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi seba-

gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus memenuhi persyaratan:

#. dibual dengan menggunakan jasa prn]r:-
lenggara sertifikasi elektronik; dan
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b. dibuktikan dengan Sertifikat Elelktronil.

Tanda Tangan Elektronik tidal tersertifileasi
sehagaimana dimalksud pada avat (1) haruf
b dibuat tanpa menggunakan jasa penyve-
ienggara sertifikasi elektronik,

Bagian Ketiga
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 55

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
wajib secara unik merujuk hanya kepada
Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk
mengidentifikasi Penanda Tanpgan.

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
sehagaimana dimalesud pada ayat (1) dapat
dibuat pleh Penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda
Tangan Elektronik.

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat |2} harus memenuhi ketentuan:

a. seluruh proses pembuatan Data Pem-
buatan Tanda Tangan Elektronik dijamin
keamanan dan  kerahaziaannya  oleh
Penyelenggara Tanda Tangan Elektrondk
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atau Pendukunp Layanan Tanda Tangan
Elektronile;

. jika menggunakan kede kriptografl, Data

Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
harus tidak dapat dengan mudah diketa-
hui dari data wverifikasi Tanda Tangan
Eleketronik melalui penghitungan tertentu,
dalam kurun waktu tertentu, dan dengan
alal yang wajar;

. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

tersimpan dalam suatu media elektronik
yang berada dalam penguasaan Penanda
Tangan; dan

. data vang terkait dengan Penanda Tangan

wajib tersimpan di tempat atau sarana
penvimpanan data, yang menggunakan
sistem terpcrcaya milik Penyelenpggara
Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung
Layanan Tanda Tangan Elektronik yang
dapat mendetekst adanya perubahan dan

~ memenuhi persyaratan:

1. hanva orang yvang diberi wewenang
vang dapat memasukkan data
bharu,’ mengubah, menukar, atau
mengpanti data;

2. informasi identitas Penands Tangan
dapat diperiksa keautentikannya;
dan :

3. perubahan teknis lainnya vang me-
Jlanggar persyaratan kecamanan .
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dapat dideteksi atau diketahui oleh
penyelenggara,

Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan
dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Keempat
Proses Penandatanganan

Pasal 56

Pada proses penandatanganan wajib dilako-

kan mekanisme untuk memastikan Data

Pembuatan Tanda Tangan Elektronik:

a. masith berlaku, tidak dibatalkan, atau
tidak ditarik;

b. tidak dilaporkan hilang;

¢, tidak dilaporkan berpindah tangan kepada
orang vang tidalk berhals;, dan

d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.

Sebelum dilakukan penandatanganan, [nfor-
masi Elektronik yang akan ditandatangani
wajib diketahui dan dipahami cleh Penanda
Tangan,

Perserujuan Penanda Tangan terhadap Infor-
masi Elektronile yang akan ditandatangani
dengan Tanda Tangan Elektronik wajib
menggunakan mekanisme afirmasi danf
atgu mekanisme lain yang memperlihatkan
maksud dan ujuan Penanda Tangan untuk
terikat dalam suatu Transaksi Elektronik,
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Metode dan teknik yvang digunakan untuk

membual Tanda Tangan Elekironik paling

sedikit harus memuat:

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elek-
tromilk;

b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elek-
tronik; dan

¢, Informasi Elektronik vang akan
ditandatangani.

Pertubahan Tanda Tangan Elcktronik dan/

ataun Informasi Elektronik yvang ditanda-

tangani setelalhh waktu penandatanganan

wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali

dengan metode tertentn atau dengan cara

tertentu,

Pasal 57

Penyelenggara Tanda Tangan Elekironik dan/
atau Pendukung Layanan Tanda Tangan
Elektronik wajib bertangpung jawab atas
penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan
Elektronile.

Penyelenggara Tanda Tangan Elekironik
dan Pendukung Layvanan Tanda Tangan
Elektronik wajib menggunakan alat pembuat
Tanda Tangan Elekironik yang menerapkan
teknile kriptografi dalam preses pengiriman
dan penyvimpanan Tanda Tangan Elektronik,
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Bagian Kelima

Identifilusi, Autentikasi, dan Verifilkkasi Tanda

{1

(2

204

Tangan Elektronik
Pasal 58

Sebelum Tanda Tangan Elektronik diguna-
kan, Penyelenggara Tanda Tangan Elekironik
wajib memastikan identifikasi awal Penanda
Tangan dengan cara:

-1

Penanda Tangan menyampaikan identitas
kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elek-
tronik;

. Penanda Tangan melakukan registrasi

kepada Penyelenppara atau Penduloang
Layanan Tanda Tangan Elektronik; dan

. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara

Tanda Tangan Elektronik dapat melimpah-
kan sccara rahasia data identitas Penan-
da Tangan kepada Penyelenggara Tanda
Tangan Elektronik lainnya atau Pendu-
kung Layanan Tanda Tangan Elektronil
dengan persetujuan Penanda Tangan,

Mekanisme yang digunakan oleh Penyeleng-
gara Tanda Tangan Elektronik untuk
pembuktian identitas Penanda Tangan secara
clektronik wajib menerapkan kombinasi
paling sedikit 2 {dua} faketor aurentikasi.
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Proses verifikasi Informasi Elektronik yang
ditandatangani dapat dilakukan dengan
memeriksa Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik untuk menelusuri setiap perubah-
an data yang ditandatangani.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
ELEKTRONIEK

Bagian Kesatu
Sertifikat Elektronik
Pasal 59

Penyelenpgara Sistem  Elektronik untuk
pelayanan puhblik wajib memiliki Sertifilkat
Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non-
pelayanan publik harus memiliki Sertifikat
Elektronik.

Penvelengeara dan Pengguna Sistem Elektro-
nik selain sebagaimana vang dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memiliki
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
penyelenggara sertifikasi elektronilk.

Untuk memiliki Sertifikat Elektronik, Penye-
lenggara dan Pengpguna Sistem Elektronik

Rl 1! -y Limmm s e ey . 0%



harus mengajukan permohonan kepada
penyelenggare seriifikasi elektronil.

{50 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memiliki Sertifikat Elcktronik diatur dalam
Peraturan Menteri,

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikasi Elektronile

Pasal 60

Penyelenggara sertifikasi elektronik berwenang
melakukan; =
a.  pemeriksaan calon pemilik dan/atau peme-
gang Sertifikat Elelctronik;
br. pencrbitan Sertifikat Elcktronil;
c. perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elek-
tromik;
d. pemblokiran dan pencabutan Sertifikal Elek-
tromik;
validasi Sertifikat Elektronik; dan
pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang
aktil dan vang dibelukan.

Pasal 61

(1} Penyelengpara sertifikasi elektronik wyang
beroperasi di Indonesia wajib memperoleh
pengakuan dari Menteri.

(2} Pengakuan schbagaimana dimaksud pada ayat
[1) terdin atas tingkatan:

&, terdaftar;
b. tersertifikesi; ateu

o
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c. berinduk.

Pasal 62

Pengakuan dengan stams terdaftar sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
huruf a dapat diberikan cleh Menteri setelah
penyelenggara sertifikasi elektronik meme-
nithi persvaratan proses pendaflaran yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri,

Pengakuan dengan status tersertifikasi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(2] huruf b diberikan oleh Menteri sete-
lah penvelengesra  sertifikasi elekironik
memperoleh status terdaftar dan mendapat-
kan sertifikat sebagai penyelengpara sertifi-
kasi eleletronik tersertifilkasi dari lembaga
sertifiltasi penyelengegara sertifikasi elektronik
yang terakreditasi.

Pengakuan dengan status berinduk sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 61 ayat [2)
huruf ¢ diberikan oleh Menteri setelah penye-
lenggara sertifikasi elektronilk memper-
oleh status tersertifikasi dan mendapatkan
sertifikat sebagai penyclenggara sertifikasi
clektronik berindulk,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian pengakuan penyelenggara serti-
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fikasi t:lci:tl_'unik diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 63

Untuk memperoleh pengakuan atas penye-
lengearaan sertifikasi elektronik dikenakan
biaya administrasi. -

Setinp pendapatan atas biaya administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa-
kan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 64

Pengawasan terhadap penyelengparaan serti-
fikasi elektronik dilaksanakan oleh Menteri.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliput: )

a. pengakuan; dan

b pengoperasian -fasilitas penyelenggara
sertifikasi elektronik induk bagi penye-
lenggara sertifikasi elektronik berindulk,



Rl Sih=—n e s RS e B @ T o T - A
i

(L}

(2)

(3

(4)

1

(2)

i
BB e 4 T P

EAE VII
LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN

Pasal 65

Pelaku Usaha yvang menyelenggarakan Tran-
saksi Elektronik dapat disertifikasi oleh
Lembaga Sertifileasi Keandalan.

Lembaga Sertifikasi Keandalan terdiri atas:

2. Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia;
dan :

L. Lembaga Sertifilkasi Keandalan asing,

Lembaga Sertifikasi Keandalan Indenesia
sehapgaimana dimaksud pada ayat (2) huraf a
harus berdomisili di Indonesia.

Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] harus terdaftar dalam
daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang
diterbitkan oleh Menteri,

Pasal 66

Lembags Sertifikasi Keandalan dapat mener-
bitkan Sertifikat Keandalan melalui proses
Sertifikasi Keandalan.

Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimalesud
pada ayat {1) mencakup pemeriksaan Ler-
hadap informasi yang lengkap dan benar dari
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Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya
untuk mendapatkan Sertifikatl Keandalan.

Informasi vang lengkap dan benar sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2] meliputi infor-

masi yang:

a. memuat identitas subjek hukum;

b, memual status dan kompetensi subjek
hulkurm:

c. menjelaskan hal tertentu yang rnen]m:'u
syarat sahnya perjanjian; dan

d. menjelaskan barang dan/atag jasa vang
ditawarkan.

Pasal 67

Sertifikat Keandalan bertujuan melindungt
lkonsumen dalam Transaksi Eleldronile

Sertifikat Keandalan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] merupakan jaminan bahwa
Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria
yang ditentukan oleh Lembapa Sertifikasi
Keandalan

Pelaku Usaha vang telah memenuhi kriteria
achagaimana dimaksud pada avat (2) herhak
menggunakan Sertifikat Keandalan pada
laman dan/atan Sistem Elektronik lainnya.



(1)

(2

(1)

(2)

(3]

Pasal 68

Sertifikat Keandalan wvang diterbitkan oleh

Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi

kategori:

a. pengamanan terhadap identitas;

b. pengamanan terhadap pertukaran data,

c. pengamanan terhadap kerawanan;

d. pemeringkatan konsumen; dan

e, pengamanan terhadap kershasiaan Data
Pribadi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penentuan kategorisasi Sertifikat Keandalan

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Menteri.

Pasal 69

Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh
profcsional.

Profesional vang membentuk Lembaga Serti-

fikagi Keandalan sebagaimana dimaksud

pada ayat | 1) paling sedikit meliputi profesi:

a. konsultan Teknologi Informasi;

b. auditor Teknologi Informasi; dan

. konsultan hukum bidang Teknologt
Informasi.

Profesional lain yvang dapat turut serta dalam
pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan
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schagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput

profesi:

a. akuntamn;

b. konsultan manajemen bidang Teknologi
Informassi;

¢, penilag

d. notaris; dan .

e. profesi dalam lingkup Teknologi Informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Men-
teri.

Profesional scbagaimana dimaksud pada
ayat {2) dan ayat (3] harus memiliki sertifileat
profest dan fatau izin profesi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pendaftaran profesi dalam
lingkup Teknologi Informast sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf ¢ diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 70

Apabila salah satu profesional pembentuk
Lembaga Sertifikasi Keandalan izin profesinya
dicabut sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Lembaga Sertifikasi
Keandalan yvang bersangkutan haris meng-
ganti profesional yang izin profesinya dicabut
dengan profesional lain dalam bidang yang
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sama dalam jangka waktu 90 ([sembilan
puluh) hari.

Dalam hal jangka waktun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} telah terlampaui
dan Lembaga Sertifikasi Keandalan belum
mengganti profesionainya, Menteri menge-
luarkan Lembaga Sertifileasi Keandalan dari
daftar Lembaga Sertifiltasi Keandalan.

Pasal 71

Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Ke-

andalan dilaksanakan oleh Menteri.

(1)

{2)

(1

Pasal 72

Untuk memperoleh pengakuan atas Lembaga
Sertifikasi Kcandala_n dikenakan hmya admi-
nistrasi.

Setiap pendapatan atas Baya administrasi
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) merupa-
kan penerimaan negara bukan pajak.
BAE VIII
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 73

Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan
oleh Pengelola Nama Domain,
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Nama Domain terdini atas:

a. Namea Domain Hngkat tingpi generik;

b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;

c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua;
tan

d. MNama Domain Indonesia tingkat furunan.

Pengelola Nama Domain scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Hegistri Nama [Domain; dan

b, Registrar Nama Domain.

Pasal T4

Pengelola Nama Domain sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 73 ayat (3) dapat diseleng-
garakan olch Pemerintah dan/atau masya-
rakat. ’

Masvarakat s.eljaga.ima.nﬁ. dimalsud pada ayat
(1] harus berbadan hukum Indonesia.

Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 75

Registri . Nama Domain sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 73 ayat (3] huruf a
melaksanakan pengelolaan Nama Domain
tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi
Indonesia.
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Regisrri Nama Domain dapal memberikean
kewenangan pendaftaran Nama Domain
tingkat tinggl generik dan tingkat tinggi
Indonesia kepada Registrar Nama Domain,

Registri Nama Domain berfungsi:

a. memberikan masukan terhadap rencana
pengaturan Nama Domain kepada Men-
ter;

b. melakukan pengawasan terhadap Regis-
trar Nama Domain; dan

©. menyelesaikan perselisihan Nama Domain,

Pasal 76

Registrar Nama Domain sebagaimana dimak-
gud dalam Pasal 73 ayat [3) huruf b melak-
sanakan pengelolaan Nama Domain tingkat
kedua dan tngkat turunan.

Repistrar Nama Domain terdiri atas Registrar

Nama Domain Instansi dan Registrar Nama
Domain selain Instansi,

Registrar Nama Domain Instansi melaksana-
kan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua
dan Nama Domain tingkat turunan untuk
kebutuhan Instansi.

Hegistrar Nama Domain [Instansi sehagaimana
dimaksud ‘pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Menteri.
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Registrar Nama Domain selain Instansi mela-
kukan pendaftaran Nama Domain tinghkat
kedua untuk pengguna komersial dan non-
komersial,

Registrar Nama Domain selain Instansi wajib
terdaltar pada Menteri.

Pasal 77

Pendaftaran Wama Domain dilaksanakan
berdasarkan prinsip pendafiar pertama,

Nama Domain yang didaftarkan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] harus memenuhi
persyaratan:

8. sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan;

b. kepatutan yang berlaku dalam masya-
rakat: dan

o, iktikad baik.

Registri Nama Domain dan Registrar Nama

Domain berwenang:

a. menolak pendaftaran Nama Domain
apahila Nama Domain tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat |2);

b. menonaktifkan sementara penggunaan
Mama Domain, atau



(1)

(2]
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(2]

(1]
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c. menghapus Nama Domain apabila peng-
guna Nama Domain melanggar ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini,

Pazal 78

Registri Nama Domain dan Registrar Nama
Domain wajib menyelenggarakan pengelolaan
MNama Domain secara alkuntabel.

Dalam hal Registn Mama Domain atau
Registrar Nama Domain bermaksud akan
mengakhiri pengelolaannya, Registrni Nama
Domain atau Registrar Nama Domain wajib
menyerahkan seluruh pengelolaan Nama
Domain kepada Menteri paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelumnya,

Pasal 79

Nama Domain yang mengindikasilean Instansi
hanya dapal didaftarkan dan/atau digunakan

oleh Instansi yang bersangkutan.

Instansi wajib menggunakan Nama Domain

'sesugi dengan nama Instansi yvang ber-

sangkutan.

Pasal 80

Registri Nama Domain dan Registrar Nama
Domain menerima pendaftaran Nama Domain
atas permohonan Pengguna Nama Domain.
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(3

Pengguna Nama Domain sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas Nama Domain vang didaftarkannya.

Pasal 81

Registri Nama Domain dan/atau Registrar
Nama Domain berhak memperoleh pendapat-
an dengan memungut biayva pendaftaran
dan /atau penggunaan Nama Domain dari
Pengguna Nama Domain.

Dalam hal Registri Nama Domain dan Regis-
trar Nama Domain sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] merupakan penpgelola Nama
Domain sclain  Instansi, RHepistn Nama
Domain dan Registrar Nama Domain wajib
menyetorkan scbagian pendapatan dari pen-
daftaran dan penggunaan Nama Domain yang
dihitung dari prosentase pendapatan kepada
negara.

Pendapatan sebagamana dimaksud pada
ayat (1) dan pendapatan negara scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] merupakan peneri-
maan negara bukan pajak.

Pasal 82

Pengawasan terhadap pengeluiaan Nama

Domain dilaksanakan oleh Menteri. Pasal ‘83
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
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dan tata cara penctapan pengelola Nama Domain
digtur dalam Peraturan Menteri.

(1)

(2]

13)

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

Pelanggaran terhiadap Pasal 7 ayat (1), Pasal

8 avat (1) dan ayat (3], Pasa:i 12 ayat (1) dan

avat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15

ayat (1), Pasal 16 ayat (1], Pasal 17 ayat (1),

Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1),

Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 37

ayat (1}, Pasal 39 ayat (1), Pasal 58 ayat (1)

dan ayat (2], Pasal 59 ayat (1), dan Pasal T8

ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif schagaimana dimaksud

pada ayat {1} dapat herupa:

a. teguran tertulis;

b. denda adminigtratif;

c. penghentian sementara; dan/atau

d. dikeluarkan dari daftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 37
ayat [2), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 65
avat [4).

Sanksi administratif diberikan oleh Menteri

atau pimpinan Instansi Pengawas dan
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(5)

7

Pengatur Sektor terkait sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi oleh pimpinan Instansi
Pengawas dan Pengaiur Sektor terkait seba-
gaimana dimalksud pada ayat (3] dilakukan
setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3] tidak
menghapuskan tanggung jawab pidana dan
perdata;

Pasal ES

Ketentuan lebth lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif dan pengajuan
keberatan alas pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)

BAR X
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 86

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk pelayanan publik yang telah beroperasi
sebelum berlakbunya Peraturan Pemerintah
ini, wajib mendaftarkan diri kepada
Menteri dalam jangka waktu paling lama .
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I [satu) tahun secjak berlakunya Peraturan
Pemerintah imi. -

12 Penyetenggara Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan
penda.fta.ran dikenai dends adminstratif
untuk setiap tahun keterlambatan,

Pas=al 87

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai
berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang
telah beroperasi schelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Per-
aturan Pemerintah imi dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun gejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulsi
berlaku, penyelenggara sertifikasi elektronik dan
Lembaga Sertifikasi Keandalan yang telah ber-
operasi di Indonesia sebelum berlalunya Peratur-
an Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal B9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai ber-
lakaa:

a. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik yang
diterbitlean aleh lembaga datam negeri sesuai
denpan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tetap berlaku sampal dengan
diundangkannya Peraturan Menteri tentang
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan

b. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
yang diterhitkan oleh lembaga asing yang
memenuhi akreditasi di negara yang ber-
sangluran, tetap berlaku sampai dengan
diundangkannye Peraturan Menteri tentang
Sertifikasi Kelailkan Sistem Elektronilk.

BAR X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ind
dengan penempatannys dalam Lembaran Negara
Eepublik indonesia.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. UMUM

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektromk mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut dalam peraturan pemerintab, yakn
pengaturan mengenal Lembapga Sertifikasi Kean-
dalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat [2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara
sertifikasi elektronik sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat [6], Penyelenggara Sistem
Elekironik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), Penyelenggzaraan Transaksi Elek-
tronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3], penvelenggara Agen Elektronik sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 22 ayal (2), dan
pengelolaan Narma Domain sebagaimana dimak-
suid dalam Pasal 24 syat (4].
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Pengaturan sebagaimans tersebut di atas
merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem
dan transaksi elektronik schingga dapat disusun
dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Penyelengegara Sistem Elektronik menjamin
setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem
Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.
Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat
Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata
kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah
ini mengatur kewajiban Penvelenggara Sistem
Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara
Sistemn  Elektronilkt untuk pelayanan publile
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pela-
vanan publik, antara lain diwajibkan untok
menempatkan pusat data dan pusat pemulihan
bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari
Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian
vang menvelenggarakan urusan pemermtahan di
bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menye-
lenggarakan sendiri Sistem Elcktroniknya atau
mendelegasikan kepada penyelenggara Agen
Elektronik. Agen Elektronik dapat diseleng-
garakan untuk lebih dari satu kepentingan
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Penvelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan
pada perjanjisn antara para pihak, Penvelenggara
Agen Elektronik wajib terdaftar di kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
hidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara
Sistem Elcktronik dan penyelenggara Agen
Elektronik dapatl menyvelengparakan Transalksi
Elektronik. Penyvelenggaraan Transaksi Elektronik
dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pnivat.
Penvelenggaraan Transaksi  Elektronik  vang
dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan
ilettlend haik dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran,
Transaksi Elektronik dapat dilakuken berdasarican
Kontrak Elektronik atau bentuk  kontrakiual
lainnya, Dalam setiap penyvelenzgarnan Transaks:
Flekironik diperhukan Tenda Tangan Elektronile
vang berfungsi sebagai persctujuan Penanda
Tangan atas Informast Elekiromk danfatan
Dokumen Elcktronik vang ditandatangant dengan
Tanda Tangan Elcktronik tersebut. Tanda Tangan
Elekironik yang digunakan dalam Transaksi
Elektronik dapat dihasillkkan melalui berbagai
prosedur penandatanganan. Tanda Tangan
Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi dan Tanda Tangan Eleldtronik tidak
tersertifikasi, Tanda Tangan Elektronik ter-
sertifikasl dihasilkan oleh penyvelenggara sertifilkasi
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elektronik wvang dibuktikan dengan Sertifikat
Elektronik. Untuk penyelenggara sertifikasi
clektronmik yvang beroperasi  di Indonesia wajib
memperoleh pengakuan darn Menteri yvang terdin
atas tingkatan terdaftar, teraertifikazi, atau
berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi,
elelktronik antara lain melaltukan pendaftaran dan
pemeriksaan calen pemilik dan/atau pemegang
Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikeat
Elektronik. Pelaku Usaha vang menyelenggarakan
Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Serti-
fikasi Keandalan menerbitlkan Sertifikat Keandalan
melalui proses sertifikasi keandalan yang men-
cakup pemeriksaan terhadap  informasi vang
lengkap dan benar dari Pelaku Usaha.

Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk
paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi,
auditor Teknologi [nformasi, dan konsultan
hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu,
profesi lain yang dapat terlibat dalam pem-
bentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah
akuntan, konsultan manajemen bidang Teknolog
Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain vang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan
masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama (first
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come first served]. Nama Domain dikelols oleh
Pemerintah dan/atauw masvarakat. Keberadaan
MNama Domain sesungguhnyva lshir pada saat
suatu nama it diajuksn dan diterima pendal-
tarannya oleh sistem pencalatan Nama Domain.
Sistem tersebur merupakan alamat internet global
dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama
Domain mengikut ketentuan vang dikeluarkan
olelh institusi yang berwenang, Baik nasional
maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pagal 4
Culkup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas,
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Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a ;

" Yang dimaksud dengan “interkonek-
tivitas” adalah kemampuan untuk
terhubung satu sama lain sehingga
bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Termasuk dalam pengertian interkonek-
tivitas adalah mencakup kemampuan
interoperabilitas. Yang dimaksud
dengan "kompatibilitas® adalah kese-
suaian Sistem Elektronik yang satu
dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufle
Culup jelas.

. Hurufd .
Cukmup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf {

Yang dimaksud dengan “kejelasan
tentang kondisi kebaruan® adalah ter-
dapat informasi yang menjelaskan
bahwa Perangkat Keras tersebut meru-
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pakan barang baru, diperbaharui
kembali  [refurbished), atau barang
bekas.

Huruf g
Cukup jelas,

Ayat (2)
Culkup jelas.

Ayat (3)
Culup jelas.

Ayat (4
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Pendaftaran dapat dilakukan oleh
penjual atau penyedia ([vendor),
distributor, atau penggunsa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “terjamin ke-
amanan dan keandalan operasi seba-
gaimana mestinya” adalan Penye-
lenggara Sistemn Elektronik menjamin
Perangkat Lunak tidak berisi instruksi
lain daripada yang semestinya atau
instruks: tersembunyi yvang bersifat



melawan hukum [malicious code).
Contohnya instruksi time  bomb, .
Program virus, trojon, waorm, dan back-
door, Pengamanan ini dapal dilakukan
dengan memeriksa kode sumber.

Hurul ¢
Cukup jelas.

Ayat |2}

Cukup jelas.

Pasal 8

L AN

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kode sumber®
adalah suatu rangksian perintah, per-
nyataan, dan/atau deklarasi yvang ditulis
dalam bahasa pemrograman komputer
vang dapat dibaca dan dipahami orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga
terpercaya penyimpan kode sumber {source
code escrow|” adalah profesi atau pihak
independen yang berkompeten menye-
lengparakan jasa penyvimpanan kode sum-
ber program Keomputer atau Peranghkat
Lunak untuk kepentingan dapat diakses,
diperoleh, atau diserahkan kode sumber
oleh pc_nycdia kepada pihak pengguna.
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Ayat {3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Avat (1)

Yanp dimaksud dengan “tenaga ahli”
adalah tenaga yang memiliki pengetahuan
dan keterampilan khusus dalam bidang
Sistem [Elektronik yvang dapat diper-
tanggungjawahkan secara akademis mau-
pun praktis.

Ayat (2)

Culup jelas.

Pasal 11

232

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Elektronilk
vang bersifat strategis® adalah Sistem
Elektronik yang dapsat berdampak serius
terhadap kepentingan umum, pelayanan
publik, kelancaran penyelenggaraan
negara, atau pertahanan dan keamanan
negara. Contoh: Sistem Elekironik pada
selktor kesehatan, perbankan, kcuangan,
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transportasi, perdagangan, telekomunikasi
atau energl.

Ayat (2
Cukup jelas.

Ayat (3]
Yang dimakswud dengan “perzturan per-
undang-undangan™ antara lain peraturan
perundang-undangan di bidang ketenaga-
kerjaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pazal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perjanjian
tingkat layanan [service level agree-
ment}” adalah pernyataan mengenai
tingkalan mutu layanan suatu Sistem
Elektromik.
Huruf b
Culoup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 13
Yang dimaksud dengan “*mencrapkan mana-
jemen ristke” adalah melakukan analisis
risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan
penanggulangan untuk mengatasi ancaman,
gangguan, dan hambatan terhadap Sistem
Elektronik yvang dikelolanya.

Pazal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan tata
kelola® antara lain, termasul kebijakan
mengenal kegigtan membangun struktar
arganisasi, proses bisms |(business process),
manajemen  kmnerja, dan menyediakan
personel pendulkung pengoperasian Sistem
Elektronik untuk memastikan Sistem
Elektronik dapat beroperasi sebagaimana
mestinya.

Avat (2]
Cu I;up jelas,

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16

Ayat (1)
Tata: kelola Sistemn Elektronik vang baik
(T Governance} mencakup proses peren-
canaan, pengimplementasian, pengope-
rasian, pemeliharaan, dan pendokumen-
tasian.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Avat (3]
Cukup jelas.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Pazal 17

Agat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana ke-
berlangsungan kegiatan (business confi-
riuity plan]” adalah suatu rangkaian proses
yang dilalukan untuk memastikan terus
berlangsungnya kegiatan dalam kondisi
mendapatkan gangguan atau bencana.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pusat darta
(data cented™ adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk menempatkan Sistem
Elektronik dan kemponen terkaitnya untuk
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keperluan penempatan, penyimpanan, dan
pengalahan data Yang dimaksud dengan
“pusat pemulihan bencann |disaster reco-
very center]” adalah suatu faszilitas yang
dipunakan untuk memulihkan kembali
data atan mfermasi serta fungsi-fungsi
penting Sistem Elektronik yang terganggu
alau rusak akibat terjadinya bencana vang
disebabkan oleh alam atau manusia,

Ayat (3]

Culkup jelas.

Pasal 18
Ayat (1]

Mekanisme rekam jejak audit (@udit 1rad)
melipull antara lain:

a, memelihara log fransaksi
sesual  lkebijalkan  retensi  data
penyelenggara, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. memberikan notifikasi kepada kon-
sumen apabila suatu transaksi telah
berhasil dilakukan;

e, memastiban lersedianya fungsi jejake
audit untuk dapat mendeteksi usaha
dan/fatau tecjadinva penyusupan
vang harus di-review atau dievahiasi
secara berkala, dan )
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tl. dalam hal sistem pemrosesan dan
jejak audit merupakan tanggung
jawab pihak ketiga, maka proscs
jejak audit tersebut harus sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronile.

Avat (2}
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan
lainnya® antara lain pemeriksaan untulk
keperluan mitigasi atau  penanganan
tanggap darurat (incident response|.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimalesud dengan “gangguan” acdalah
setiap tindekan yang bersifat destruletif
atau berdampak serius terhadap Sistem
Elektronik sechingga Sistem Elektronik
tersebut tidak bekerja sebagaimana mesti-
nya, Yang dimaksud dengan “kegagalan®
gdalah terhentinya sebagian atau seluruh
fungsi Sistem Elektronik vang bersifat
egensial sehingga Sistem Elektronik tidak
berfungsi sebagaimana mestinva. Yang
dimaksud dengan "kerugian” adalah dam-
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pak atas kerusakan Sistem Elektronik };ang
mempunyai akibar hukum bagl pengguna,
penvelenggara, dan pihak ketiga lainnya
bailk materil maupun immateril,

Avat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem pencegahan
dan penanggulangan” antara lain antivirus,
anti spamaing, firewall, inlrusion detection,
prevention system, dan/atau pengelolaan
sistern manajemen keamanan informasi.

Avat {3)

Culkup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas,

Pasal 22

Ayat (1)

Culkup jelas.

Ayat (2]

Yang dimaksud dengan "Informasi Elek-
tronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
dapat dipindahtangankan® adalah surat
berharga atau surat yang berharga dalam
bentuk elektronik. Yanpg dimaksud dengan
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“Informasi Elekironik dan/atau Dokumen
Elektronik harus unik” adalah Informasi
Elektronik dan/atau Dekumen Elektronik
dan/atau pencatatan Informasi dan/atan
Dokumen Elektronik tersebut merupakan
satu-satunys yang merepresentasikan
satu nilai  tertentn. Yang dimaksud
dengan "Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik harus menjelaskan
penguasaan” adalah Informasi Elelktronik
dan/atau Dokumen Elekironik tersebut
harus menjelaskan sifat penguasaan yang
dircpresentasikan dengan sistem kontrol
atan sistem pencataian atas [nformasi
Elektronik dan/fatau Dokumen Elekironik
yang bersanglkutan.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elck-
tronik danfatau Dokumen Elektronik
harus menjelaskan kepemilikan” adalah
Informasi Elektronik danfatau Dokumen
Elektronik tersebut harus menjelaskan
sifat kepemilikan vang direpresentasikan
oleh adanya sarana kontrol teknologi vang
menjamin hanya ada satu salinan yvang
sah |single authoritative copy] dan tidak
berubah.

239



&

F

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas”
adalah kemampuan Sislem Elekironik vang
berbeda uniluk dapat belferja secara terpadu.
Yame dimaksud dengan "kompatibilitas® adalah
kesesuaian Sistem Elektronik vang satu
dengan Sistem Elektronik vang lainnya.

Pasal 24

240

Ayat (1)
Culmp jelas.

fevat (2)
Contoh edukasi yang dapat disampaikan
kepada Pengguna Sistem Elektronik ada-

kah:
a menvampaikan kepada Pengguna
" Sistem Elektronik akan pentingnya
menjaga keamanan Personal ldenti-
fication Number (PIN)/password misal-

ya:

1. merahasiakan dan tidak memberi-
tahukan™ PIN/password kepada
siapapun termasuk kepada petugas
penyelenggara;

2. melakukan perubahan PIN/pass-
iword secara berkala;

3. menpgunakan PIN/password vang
tidak mudah ditebak {penggunaan



identitas pribadi seperti tanggal
lahir};
4. tidak mencatat PIN/ password, dan
5. PIN untuk satu produk hendaknya
berbeda dari PIN produk lainnya.

b. menyampaikan kepada Pengguna Sis-
tem Elektronik mengenai berbagai
modus kejahatan Transaks: Elektronik;
dan

. menyampaikan kepada Pengguna Sis-
tem Elektronik mengenai prosedur dan
tata cara pengajuan klaim.

Pasal 25
Kewajiban menyampaikan informasi kepada
Pengpuna Sistem Elektronik dimaksudkan
untuk melndungi kepentingan Pengguns
Sistem Elektronik.

Fasal 26

Ayat (1)
Penyediaan fitur dimaksudkan untuk
melindungi hak atau kepentingan Peng-
guna Sistem Elektronikc

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paszal 27
Culkup jelas.
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Pasal 28
Culcup jelas,

Pasal 29
Cukmp jelas.

Pasal 20
Cukup jelas:

Pasal 31

Ayat (1)
Culup jelas.

Ayat (2)

Standar dan/atau persyaratan teknis Ser-
tifikasi Kelaikan Sistem Elektronik memuat
antara lain ketentuan mengenal pen-
daftaran, persyaratan audit, dan tata cara

uji coba.
Ayat (3]
Culup jelas.

Paeal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Culoup jelas.

Pasal 34

Avat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2]
Hurufl a
Yang dimaksud dengan: bentuk “visual®
adalah tampilan yang dapat dilihat
atau dibaca, antara lain tampilan grafs
suatu website,

Huruf b
Yang dimaksud dengan bentuk
"audio®™ adalah sepala sesuatu vang
dapat didengar, antara lain layanatn
telemarketing.

Huruf e
Contoh bentuk data elektronik adalah
electronic data capture (EDC), radio
frequency ideniiffication [(RFI), dan
barcode recogrition.

Electronic data capture [EDC) adalah
Agen Elektronik untuk dan atas namsa
Penyelenggara Sistem Elektronik yang
bekerjasama dengan penvelenggara
jaringan. EDC dapat digunakan secara
mandiri oleh lembaga keuangan bank
dan/atan hersama-sama dengan
lembaga keuangan atan nonkeuangan
lainnya.

Dalam hal Transaksi Elektronik dila-
kukan dengan menggunakan kartn
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Bank X pada EDC milik Bank Y, maka
Bank ¥ akan meneruskan transalsi
tersebut kepada Bank X, melalu penye-
lenggara jaringan tersebut,

Hurufd
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Huruf a
Informasi tentang identitas penye-
lenggara Agen Elelctronile paling sedilkit
memuat logo atau nama yang menun-
jukian identitas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3]
Cukup jelas.
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Pasal 36
Ayat (1]
- Culkup jelas,

Ayat (2
Cukup jeclas.

Ayat (3]
Yang dimaksud dengan “perlakuan vang
sama” antara lain pemberlakuan tanf.
fmsilitas, persyaratan, dan prosedur yang
sama,

Avat (4]
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cultup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan”
adalah =sesuai dengan konsep hulkum
tentang kershasinan [confidentiality)
atas informasi dan komunikasi secara
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elektronik. Huruf b Yang dimaksud
dengan  “inlegritas™ adalah  sesual
dengan  konsep hukum tentang
keutuhan (integrity) atas informasi elek-
tronik. Huruf ¢ Yang dimaksud dengan
“ketersediaan” adalah sesual dengan
konzep hukum tentang ketersediasn

 |availability) atas informasi elektronik,

Pasal 39

Huruf d Yang dimaksud dengan
"keautentikan” adalah sesuai dengan
konzep hukum tentang keautentikan
lauthentication| vang mencakup keaslian
(originalitas) atas isi suatu informeasi
elektronik. Huruf ¢ Yang dimaksud
dengan “otorisasi” adalah sesuai dengan
konsep hukum tentang otorisasi (autho-
rization} berdasarkan linglup tugas
dan fungsi pada suatn orgenisasi dan
mangjemen. Hural [ Yang dimaksud
dengan “kenirsangkalan® adalah sesuai
dengan konsep hukum tentang nir-
sanglkal (nonreprdiation).

Axat (1)
Hurufa
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Penggpuna Sistem Elektronilk, perlu

memperhatikan antara lain:

l. kebijakan dan prosedur tertulis
untuk memastikan komampusan
untuk menguji keautenbkan iden-
titas dan memeriksa kKewensngan
Pengguna Sistem Elektronik;

2. metode umuk menguj keautlentikan;
dan

3. kombinasi paling sedikit 2 (dua)
faktor autenbikasi (fwo factor outhern-
tication] adalab "what you Knons”
(PIN{ pussword), “what you hove'
(kartu magnetis dengan chig, foken,
digital signature), “uwhat you are” atau
“bicmetrik” {retina dan sidik jari).

Huruf b

Cukup iclas,
Huruf e

Cukup jelas,
Huruf d

Perlindungan terhadap kerahasiaan

Data Pribadi Pengpuna Sistern Elek-

trondk juga harus dipenuhi dalam hal

penyelengpara mengpunakan jasa pihal
lain [outsourcing).
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf [
Cukup jelas.

Huruf g
Prosedur penanganan tersebut juga
harus dipenuhi dalam hal penyeleng-
gara menggunakan jasa pihak lain
{outsourcing).

Avat (2)

Dalam menyusun dan menetapkan pro-
sedur untuk menjamin transaksi tidak
dapat diingkari oleh Pengpuna Sistem
Elektronik harus memperhatikan:

A.

=

giglem Transaksi Elektronik telah
dirancang untuk mengurangi
kemungkinan dilakukannya
transaksi secara tidak sengaja
(uninfended] oleh para pengpuna
vang berhak;

. seluruh identitas pihak yang mela-

kukan transaksi telah diuji keauten-
tikan atau keasliannya; dan

data transaksi keuangan dilindungi
dari kemungkinan pengubahan dam
setiap pengubahan dapat didetelesi.
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Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “antar-Pelaku
Uszaha” adalah Transaksi Elektronik
dengan model transaksi business fo
business.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “antara Pelaku
Usaha dengan konsumen" adalah Tran-
apksi Elektronik dengan model tran-
saksi business to CONSWMET.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “antarpribadi®
adalah Transaksi Elektronik dengan
model transalksi consumer to consumer.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “antar-Instansi”
adalah Transaksi Elektronik dengan
model transaksi antar-Instansi.
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Huruf e
Cukup jelas

Ayat [4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas. :

Pasal 42
Culoup jelas.

Pasal 43

Ayat (1

Huruf &
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huruf d
Jaringan Sistem Elektronik adalah
terhubungnya dua Sistem Elcktronik
atau lebih, vang bersifat tertutup atau
terbuka,

Ayat (2]
Cukup jelas.
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Ayat [3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melin-
dungi Pengguns Zistem Elektronik dari
pengiriman Infermasi Elektronik yang
bersifat mengsangpu (spam).
Contoh bentuk spam yang umum dikenal
misalnya spam e-mail, spam pesan instan,
spam usenet newsgroup, spam  mesin
pencart informeasi web [web search engine
spam), spam blog, spam berite pada telepon
gengpam, dan spam forom Internet,

Myat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pazal 46

Myat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas,

Huruf ¢ +
Cukup jelas. -
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e i
Yang dimaksud dengan “kewajaran”
adalah mengacu pada unsur kepatutan
yang berlaku sesuai dengan kebiasaan
atau praktile hisnis yang berkembang,

Pasal 47

Ayat (1)
Contoh Transaksi Elektronik dapat men-
cakup beberapa bentuk atau varian antara
lam: I 4 [

g. kesepakaton tidak dilakulan’secara
elelctronik namun pelaksanaan
hubungan kontraktual diselesaikan
secara elektronik;

b. kesepakatan dilakukan secara elek-
tronik dan pelaksanaan hubungan
kontraktual diselesaikan secara
elektronik; dan '

¢, kesepakatan dilakukan seccara
elektronik dan pelaksanaan
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hubungan kontraktual diselesaikan
tidak secara elektronik,
Ayat (2]
Cukup jelas.
Paszal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peraturan perundanp-undangan dimaksud
antara lain Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen,
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Fasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayal (3)

Huruf a

Tindakan penerimaan yvang menvatakan
persetujuan antara lain dengan meng-
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klik persetujuan secars elektronik oleh
Penggpuna Sistermn Elelctronik,

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2]
Yang dimaksud dengan “secara setimbang”
adalah memperhatikan kepentingan kedua
belah mhak secara adil (fir.

Pasal 52

Ayat (1)

Tanda Tangan Elektronik berfungsi seba-
gaimana tanda tangan manual dalam hal
merepresentasikan  identitas  Penanda
Tangan. Dalam hal pembuktian keaslian
(autentikasi) tanda tangan manual dapat
dilakukan melalui verifikasi atau peme-
riksaan terhadap spesimen Tanda Tangan
Elektronik dari Penanda Tangan. Pada
Tanda Tangan Elektronik, Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik berperan sebagai
spesimen Tanda Tangan Elektronik dari
Penanda Tangan.
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Tanda Tangan Elektromik harus dapat
digunakan woleh para ahli yang ber-
kompeten untuk melakukan pemeriksaan
dan pembuktian bahwa Informasi Elek-
tronik vang ditandatangani dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut tidak mengalami
perubahan setelah ditandatangani.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]
Culup jelas.

Pasal 53
Cukuap jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Akibat hukum dari penggunaan Tanda
Tangan Elcktronik tersertifikasi atau yang
tidak tersertifikasi berpengarub terhadap
kekuatan nilai pembuktian. Tanda Tangan
Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap
mempunyai kekuatan nilai pembuktian
meskipun relatif lemah karena masih
dapat ditampik oleh yang bersangkutan
atau relatif dapat dengan mudah diubah
oleh pihak lain. Dalam praktiknya per-
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lu diperhatikan rentang kekuatan nilai
pembuktian dari Tanda Tangan Elek-
tronik vang bernilai pembuktian lemah,
seperti tanda tangan manual vang dipin-
dai (scaonned] menjadi Tanda Tangan
Elekironik sampai dengan Tanda Tangan
Elektronik yang bernilai pembuktian paling
kuat, sepertli Tanda Tangan Digital yang
diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi
elekironik yang tersertifilcasi.

Ayat (2)

Cukup jclas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1]

Yang dimaksud dengan "unik®™ berart
setiap kode apapun yang digunakan atau
difungsikan scbhagai Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik harus merujuk
hanya pada satu subjek hukum atau
satu cntitas yang merepresentasikan sam
identitas.

Ayat (2]

Cukup jelas.
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Ayat (3]

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Dala Pembuatan Tanda Tangan Elek-
tronik yang dihasilkan dengan teknik
kriptografi. pada umumnya memiliki
korelast matematis berbasis probabilitas
dengan data wverifikasi Tanda Tangan
Elektronik. Oleh sebab itu pemilihan
kode kriptografi yang akan digunakan
harus mempertimbangkan keeukupan
tingkal kesulitan yang dihadapi dan
sumber daya yang harus disiapkan eleh
pihak vang mencoba memalsukan Data
Pembuatan Tanda Tangan Elektronilk.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “"media elek-
tronik” adalah fasilitas, sarana, atau
perangkat yang digunakan untuk
mengumpulkan, menyimpan, mem-
proses, danfatau menyebarkan Infor-
masi Elektronik yang digunakan untuk
sementara atau permanen.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "data yang
terkait dengan Penanda Tangan" adalah
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semua data yvang dapat digunakan

untuk mengidentifikasi jati diri Penanda

Tangan seperti nama, alamat, tempat

dan tanggal lahir, serta kode spesimen

tanda tangan manual.

Yang dimaksud dengan ' “sistem

terpercaya” adalah sistem yvang meng-

ikuti prosedur penggunaan Tanda

Tangan Elektronik yang memastikan

autentitas dan integritas [nformasi

Elektronik. Hal tersebut dapat dilihat

dengan memperhatikan beberapa

taktor, antara lain:

1. keuangan dan sumber daya;

2. kualitas Perangkat Keras dan
Perangkat Lunak;

3. prosedur sertifikat dan aplikasi serta
retens data;

4. ketersediaan Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik; dan

5. audit oleh lembaga independen.

Ayat (4]
Cukup jelas.
Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas,
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Ayat [2)
Cukup jelas:

Avat (3]
Cukup jelas.

Ayart (4)
Keharusan adanya 3 (tiga)] unsur yang
menjadi masukan pada saat terjadinya
proses penandatanganan dan memiliki
pengaruh terhadap Tanda Tangan Elek-
tronik yang dihasilkan pada proses
tersebut akan menjamin keautentikan
Tanda Tanda Elektronik, Informasi Elek-
tronik yang ditandatangani serta waktu
penandatanganan,

Ayal (5]
Contoh dari ketentuan ini adalah sebagai
berikut:

a. Perubahan terhadap Tanda
Tangan Elektronik setelah waktu
penandatanganan harus mengakibat-
kan Informasi Elektronik yang dilekati-
nya tidak berfungsi scbagaimana
mestinva, rusak, atau tidak dapat
ditampilkan jika Tanda Tangan Elek-
tronil dilelkeatkan dan/atan terkait pada
Informasi Elektronik yang ditanda-
tangani,
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Teknik melekatkan dan mengaitkan

Tanda Tangan Elektronik pada Infor-

masi Elektronik yang ditandatangani

dapal menimbulkan terjadinya Infor-

masi Elektronik atau Dokumen Elek-

tronilk baru yang:

1. terlihat sebagai satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan; atau

2. tampak terpisah dan Informasi Eleck-
tronik yvang ditandatangani dapat
dibaca oleh orang awam sementara
Tanda Tangan Elektronik berupa
kode dan/atau gambar.

b, Perubahan terhadap Tanda

Tangan Elektronik setelah walk
Penandatanganan harus mengalibat-
kan sebagian atau seluruh Informasi
Elektronik tidak wahd atau tidak
berlaku jika Tanda Tangan Elektronik
terasosiasi logis dengan Informasi
Elektronik yang dilandatanganinya.

Perubahan yang terjadi terhadap Infor-
masi Elektronik yang ditandatangani
harus menyebabkan ketidaksesuaian
antara Tanda Tangan Elektronik dengan
Informasi Elektronik terkail vang dapat
dilihat dengan jelas melalui mekanisme
verifikasi.
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Pasal 57

Ayat {1
Yang dimaksud dengan “bertanggung
jawab atas pengpunaan Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik atau alet
pembuat Tanda Tangan Elcktronik®™ ada-
lah Penyelenggare Tanda Tangan Elek-
tronik atai Pendukung Layanan Tanda
Tangan Elcktronik harus dapat menye-
diakan sistem penelusuran vang dapat
membuktikan ada atau tidaknya penyslah-
gunaan Data Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik dan/atau alat pembuat Tanda
Tangan Elcktronik.

Avat (2]
Keharusan pénerapan teknik kriptografi
untuk mengamanksn prozes pengiriman
dan penyvimpanan Tanda Tangan Elektronik
dimaksudkan untuk menjamin integritas
Tanda Tangan Elektronik. Pemilihan tek-
nik kriptografi yang diterapkan untuk
keperluan tersebut-harus mengacu pada
ketentuan atan standar kriptografi yang
berlaku sesuai dengan ketentuan per-

 aturan perundang-undangan.
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Pasal 58
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Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayal (2]
Faktor autentikasi vang dapat dipilth untuk
dikombinasikan dapat dibedakan dalam 3
(tiga) jenis, yalknu

.

sesuatu yang dimiliki secara individo
[teheal o have) misalnya kartu ATM
atau smart card;

sesuat yang diketahw secara individu
(twhat you know) misalonya PINY/
password atau kunci kriptografi; dan
sesuatu yang merupakan eiri/karak-
teristik seorang individu (what you are
misalnya pola saara (voice patiern),
dinamika tulisan tangan [handwriting
dynamics|, atau sidik jari (fingerprint).

Ayat [3)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat [2)
Cukup jelas.
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Ayat (3]
Fepemilikan Sertifikat Elektronik merupa-
kan salah satu upavea untuk meningkatkan
keamanan penyclenggaraan Sistem Elck-
tronik selain upaya keamanan lainnya.
Kepomilikan Sertifikat Elektronik berfungsi
mcndl.llcl.'mg keamanan penyelenggaraan
Sistem Elektronik yang mencakup antara
lain kershasiaan, keautentikan, integritasg,
dan kenirsanglealan [non-repudiation).

Ayat (4]
Culkup jelas.

Ayat (3]
Peraturan Menteri memuat antara lain
pengaturan mengenal tata cara meng-
ajukan permohonan sertifikasi elektronik
yang dapat disampaikan melalui notaris.

Pasal 60

Huruf a
Yang dimaksud dengan pemeriksaan calon
pemilik danfatau pemegang Sertifikat
Elektronik adalah pemeriksaan keberadaan
fizsik celon pemilik dan/fataun pemegang
Sertifikat Elekiranik.

Huruf b
Cukup jelas,
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufl d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas,

Huruf {

Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)

Culkcup jelas.

Ayat (2

264

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan “penyelenggara
sertifikasi elektronik yang memperoleh
pengakuan status berinduk” adalah
penyelenggara sertifikasi elektronik
yang menerbitkan Sertifikat Elektronik
dengan menggunakan Tanda Tangan
Elcktronik Root Certification Authority
yang dikeluarkan aleh Menteri.
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Paszal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas,

Pasal 65

Awat (1)
Cukup jelas.

Avat [2)
Culkup jelas.

Avat (3)
Culkup jelas,

Aval i4)
Terhadap Sertifikat Keandalan yang di-
keluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kean-
dalan asing yang tdak terdaftar, tidak

memiliki  kekuatan pembuktian vang
SEmMpUrna,

Pasal 66
Ayat [1)
Cukup jelas.
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Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]

Huruf a
Culcup jelas,

Hurufl b
Contoh “status dan kompetenst subjck
hukum™ adalah kedudukan Pelaku
Usaha schagal produsen, pomasok, atau
penyelenggara maupun perantara.

Huruf ¢
Culup jelas,

Huruf d
Cukup jelas,

Paszal 67
Cukup jelas,

Pasal A8
Ayat (1)

Huruf a
Pengamanan terhadap identitas |identity
seal) merupakan Sertifikat Keandalan
yang jaminan keandalannya sebatas
pengamanan bahwa identitas Pelaku
Usaha adalah benar, Validasi vang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
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Keandalan hanya terhadap identitas
Pelaku Usaha yang paling sedikit
memuat nama subjek hukum, status
subjek hukum, alamat atan kedudukan,
nomor telepen, alamal email, izin
usaha, dan Nomar Pololk Wajlb Pajak
[NPWP). Lembaga Sertifikasi Keandalan
yang menerbitkan Sertifikat Keandalan
ini memberikan kepastian penelusuran
bahwa identitas Pelaku Usaha adalah
benar.

Huruf b

Pengamanan lerhadap pertukaran data
(security seal] merupakan Sertifikat
Keandalan yang jaminan keandalannya
memberilkan kepastian bahwa proses
penyampaian atau pertukaran data
melalui website Pelaku Usaha dilin-
dungi keamanannva dengan meng-
gunakan teknologl pengamanan proses
pertukaran data (contoh: protokol
S58L[secure socket leyer]. Sertifikeat
Keandalan ini menjamin bahwa ter-
dapat sistem pengamanan dalam proses
pertukaran data yang telah teruj.

Huruf ¢
Fengamansan terhadap kerawanan
(vuinerability seal] merupaxan Sertifikat
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Keandalan yang jaminan keandalannya
adalah memberiltan kepastian bahwa
terdapat sistem manajemen keamanan
informasi yang diterapkan oleh Pelaku
Usaha dengan mengacu pada stancar
pengamanan Sistem Elektronik tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf d

Pemeringkatan konsumen {consumer
rizftng senl] merupakan Serhifikatl Kean-
dalan yanpg jaminan keandalannya
membérikan pernnglat tertentu bahwa
berdasarkan penilaian subjektif ke-
puasan konsumen terhadap lavan-
an Transaksi Elekironik yang dise-
lenggarakan Pelaku Usaha telah
memberiltan kepuasan kensumen,

Sertifikat ini memberikan jaminan
bahwa Pelaku Usaha telah mendapat-
kan pengakuan kepuasan konsumen
berdasarkan pengalaman yang nyatsa
dari konsumen meliputi proses pra-
transaksi, transaksi, dan pasca tran-
salosi.
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Hurufe
Pengamanan terhadap kerahasiasn
Data Pribadi (privacy seal) merupakan
Sertifikat Keandalan wang jaminan
keandalannya adalah memberikan ke-
pastian bahwa Data Pribadi konsumen
dilindungi kerahasiaannya sebagaimana
mestinya.
Ayat (2)
Cultup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat {2)
Yang dimaksud dengan “profesi’ adalah
keahlian tertentu yang dimiliki oleh
scscorang vang diakui atau disahkan olebh
pemerintah,

Ayat (3]
Culbwp jelas.

Avat (4}
Culkup jelas.

Ayat (5)
Peraturan Menleri memuat antara lain,

pendaftaran dan persyaratan untuk dite-
tapkan sebagai profesi dalam lingleup Telk-
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nologi Informasi yvang dapat turut serta
dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi
Keandalan.

Pasal 70
Culcup jelas.

Pasal 71
Culup jelas.

Pasal 72
Culmup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
" Culmp jelas.

Avat (2) .

Huruf a
Yang dimaksud denpan *Nama Domain
tingkat tinggi generik" adalah Nama
Demain tingkat tnggl yvang terdiri atas
tiga atau lebih karakter dalam hierarki
sistem penamaan domaim selain domain
tingkat tinggi Negara (country code Top
Level Domain). Contoh nusantara atau
Java,
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “Nama Domain
tingkat tinggi Indonesia” adalah domain
tingkat tinggi dalam hierarki sistem
penamaan domain yang menunjukkan
kode TIndonesia [.id) sesuail daftar
kode negara dalam [80 3166-1 yang
dikeluarkan oleh Internet Assigned
Numbers Authority [TANA).

Huruf ¢
Contoh Mama Domain Indonesia tingkat
kedua adslah co.dd, po.d, ac.id, or.id,
atau mil id.

Huruf d :
Contoh Nama Domain Indonesia tingkat
turunan adalah kominfo.go.id,

Ayat [3]

Huruf a
Termasuk dalam lingkup pengertian
Registri Nama Domain ialah fungsi dan
peren ocTLD manager.

Huruf b
Culaup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
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Pasal 75
Culup jelas,

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Paszal 30
Cukup jelas,

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Culkup jelas.
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Pasal B4
Ayat (1) ;
.Pengenaan sanksi d._ﬂj_am ketentuan
ini ‘hanya dilujukan bagi pihak yang
melakukan pelanggaran administratif,
-sedangkan mengengi pelanggaran yang
bersifat moral atau keperdataan fidak dike-
nakan sanksi administratif,
‘Ayat (2]
Hurul &
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jela:i.
Huruf e
Fe.nghentmn scmentara dalam keten-
tuan ini berupa- p-cnght:nll&n aeba-_
gian ‘atau seluruh komponen atau
layanan pada Sistem Elektronik yang
bersangkutan 'untuk ]angka Waktu
terteniu.,

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat {3y
Cukup jelas,
Ayat (%) ;
Cukup jelas,
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Ayat (5) _
_ Cukup jelas,

Pasal 85
Cukup jelas. - _

. Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
. Cukup jelas.

Pasal 88 - £
Cukup jelas.:

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90 ;
Cukup jelas,

" TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA -
REPUBLIK INDONESIA
“NOMOR 5348
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PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PELAHSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008
TENTANG KETERBUHKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang: bahwa vntuk melaksanakan ketens-
tnan Pasal 20 ayat [4) dan Pasal
58 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
infarmasi Publile, perlu menetaplan
Peraturan Pemerintah tentang
Prlaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbulka-
an Informasi Publilk;

Mcnginlgat: 1. Pagal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dagar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undeng MNomor 14 Ta-
hun 2008 tentanpg Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Nega-
ra Republilk Indonesia Tahun

Freoies T T T T swreTE - crrrrewer e Tmers 275



—— @

S w—

2008 Nomor 61, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TEN-

TANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFOR-
MASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimak-

gud dengan:

L,

276

Informasi Publik adalah informasi yang di-
hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/
atau diterima oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penye-
lenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya
sesuai dengan Undang-Undang tentang Keter-
bukasan Informasi Publik serta informasi lain
vang herkaitan dengan kepentingan publike.

Badan Publik adalah lembaga cksckutif,
legislatil, yudikatil, dan badan lain yang




3.

&

ﬁ.mg:gi' dan tugas pokokeaya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah,
‘atau organisasi nonpemerintah sepanjang
scbagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara danfatau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri,

‘Badan Publik Negara adalah lembaga ekse-
kutif, legislatif, yudileatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggarasn negara, vang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anpgparan
Pendapatan dan Belanja Negara danfatau
Angpgaran Pendapatan dari Belanja Daerah.

4. Pejabat Publik adalah orang vang ditunjulk

dan diberi tugas untuk menduduki posisi
atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

5, Pejabat Pengelola Informasi dan Doku-

mentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah
pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendolumentasian, penye-
diaan, dan/atau pelayanan informasi di
Badan Publik.
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Pemohon Informasi Publik adalah warga
negara danfatau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintasn Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik.

[nformasi yang Dikecualikan adalah informasi
yvang tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang t::ntang Keterbukaan
Informasi Publile,

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah
penetapan informasi sebagai Informasi vang
Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publike.

Pengujian Korsekuensi adalah pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila
sualtu informasi diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara saksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungl kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya,

Jangka Waktun Pengecualian adalah rentang
waktu tertentu suatu Informasi vang Dike-
cualikan tidak dapat diakses olech Pemohon
Informasi Publik,




11.

12.

{1}

- 12)

i3)
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Ganti Fupi adalah pembavaran sejumlah
uang kepada orang atau badan hukum per-
data ates beban Badan Publik Negara ber-
dasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Nepgara karens adanya kerugian materiil yang
diderita oleh penggugat.

‘Menteri adalah menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

BAE II

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN
BADAN PUBLIE

Pasal 2

Dalam hal ada permintaahn Ilnformasi Publik
oleh Pemohon' Informasi Publik, Badan
‘Publik wajib membuat pertimbangan tertulis,
atas setiap kebijakan vang diambil untuk -
mementthi hak sctua.p Pemohon Informasi
Publik,

Pﬂhmhangan'tc}nﬂis'uhagajmana dimaksud
padﬂ avat (1) -ditetapkan oleh FPID atas per-
setujuan pimpineao Bcu.iﬂn Fuhhk yang ber-

sanghutan.

Pertimbangan tertulis scbagaunnna dimaksud

pada ayat (1} dapat diakses nln:h SELjap :F'::mu-
‘hon infbnnasl P‘ubhk.
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BAR III
PENGELASIFIKASIAN INFORMASI DAN

JANGEA WAKTTU PENGECUALIAN TERHADAP

g

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Bagian Kesatu
‘Pengklasifikasian Informasi
Pasa] 3 '
Pengklasifikasian Infurmaa::L ditetapkan oleh
PFID di setiap Badan Publilk berdasarkan

* Pengujian Kensekuensi secara saksama dan

2

(1

(2

penuh ketehitizn schelum mcnjfa.lakan Infor-
masi Publile tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap orang.

Penctapan Pengklasifikasian Informasi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-
atas persetiijuan pimpinan Eada_n Pubililk
yang hersanglcutan

Pasal 4

Pengklasifikasian Inforrnasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam
bentul surat penetapan klasifikasi. -

-Burat penctapan klasifikasi - sebagaimana

dimaksud pada awvat (1) pﬂling -sedilkit
memuat:

. a Jems klasifikasi Informasi yang. Dike-
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identitas pejabat PPID yang menetapkan;
Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat
yang merictapkan,

Jangka Waktu Pengecualian;
alasan pengecualian; dan
ternpat dan tanggal penstapan.

=

i

Bagian Hedua

Jangka Waktu Pengecualian terhadap
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 5

i1 .,Tangka Waktu Pengecualian Informasi Publilk
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hulum ditetapkan paling
lama 30-{tiga puluh) talun,

(2] Jengka Waktu Pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika
Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam
sidang pengadilan-yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengectualian Informasi Publik
yang apabila ‘dibuka dan diberikan kepada
. Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu

‘kepeéntingan perlindungan hak atas kcka}raan
intelektual dan perlindungan dari persaingan
. ussha tidak- sehat ditctapkan bfrdﬁ.éa-'ks_n kgar.e,n
‘Haan pcratura;n perundang-—und‘an,gah
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Pasal 7

Jangka Waktu Pengecualian Informasi
Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan
negara ditetapkan selama jangka waktu yvang
dibutuhkan unmk perlindungan pertahanan
dan keamanan negara,

Jangka Waktu Pengecualian® Informasi
Publik yang apahila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapksan kekayaan alam Indonesia
ditetapkan selama jangka waktu yang
dibutuhkan untuk perlindungan kakayaan
alamInduneam

Janglka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apahbila dibuka dan d+behkan lepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhlan untuk
perlindunpan ketahanan ekonomi nasional.

Jangka Walttu Pengecualian Informasi Pubilik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ke pentingan hubungan luar negeri ;:'Lttctapkan 3
selama jangka waldtil yang diituhlcan untuk
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i

(2]

i3)

e £

perlindungan kepentingan hubungan luar
negeri.

Fenentuan jangka waktu tertentu yang dibu-
tuhkan schagaimana dimaksud pada ayat (1],
ayat (2], ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh
pimpinan tertinggi Badan Publik yang ber-
sangkutan.

Pasal 8

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dapat mengungkapkan
isi akta otentik vang bersifat pribadi dan
kemauan' terakhir ataupun wasiat seseorang
ditetaphkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Janglka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi sescorang ditetapkan selama
jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlin-
dungan rahasia pribadi sescorang,

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2] dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap mem-
berikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan-jabatan publik
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sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum

atau surat-surat antar-Badan’ Publik atau intra-
Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi
yang Dikecualikan ditetaplkan berdasarkan:
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

()

(1)

(<]
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Pasal 10

PPID atas persetujuan pimpinan Badan
Publik yvang bersanghkutan dapat mengubah
klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dike-
cualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Konsekuensi

Pasal 11

Informasi vang Dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi
Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pemohon Infurmasi Publik dengan penetapan
dari PPID.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tipa puluh)
hari kerja sebelum berakhirnya Jangka
Walktu Pengecualian.




(3)

(1

i2)

13)

1)
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Dalam hal penetapan sebagaimana dimalsud
pada ayat (2] tidak dilakukan, Informasi
yvang Dikecualikan menjadi Informasi Publik
pada saal berakhirnya Jangka Waktu Penge-
cualian,
" BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Bagian Hesatu
Umum
Pasal 12

Pejabal yang dapat ditunjuk sebagai PPID di
lingkungan Badan Publik Negara vang berada
di pusat dan di dacrah merupakan pejabat
yvang membidangi Informasi Publik.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik
Negata yang bersangkutan.

PPID di lingkungan Badan Publik selain

Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan
Badan Publik yang bersanglutan.

Pasal 13

PPID dijabat oleh sescorang yang memilikd
kompeterisi di bidanpg penpelolaan informasi
dan dokumentasi,
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Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
[1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik

yang bersangkutan,

Bagian Hedua
Tupgas dan Tanggung Jawab

Pasal 14

FPID bertugas dan bertangpung jawab dalam:

a.

b.

penyvediaan, penyimpanan, pendekumen-
tasian, dan pengamanan informasi;
pelavanan informasi sesuai dengan aturan
vang berlalu;

pelayanan Informasi Publik yang cepat,
tepat, dan sedechana;

penetapan prosedur operasional penyebar-
luasan Informasi Publik:

Pengujian Konselkuensi;
Pengklasifikasian Informasi dan/atau
pengubahannya;

-penetapan Informasi yang Dikecualilean -

vang telah habis Janglea Waktfu Penge:
cualiannya scbagai Informasi Publik yang
dapat diakses: dan i
penetapan pertimbangan tertulis atas
geliap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas Informasi
Putlik.
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i2} Selain ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas
dan tangpurng jawabnya sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu
oleh pejabat fungsional di Badan Publik vang
bersanglaatan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH
BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN
PIDANA DENDA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi
oleh Badan Publik Negara

Pasal 16

(1] Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik
Negara yang mengakibatkan adanya keru-
gian materiil yang diderita oleh Penggugat
dilaksanakan berdasarkan tata cara pelak-
sanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha
Negara dengan ganti rugi paling banyal
Ep 5.000.000,00 (lima juta rupiah),
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(1)

(2)

L)

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} ditetapkan melalui putusan Penga-
dilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi
kerugian mhteriil akibat adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Badan
Publik Negara,

Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Nepgara jum-
lahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada
tenggang waktu antara tangeal ditetapkannya
putusan tersebut dengan waktu permbayaran
ganti rugi.
Pasal 17

Ganti Tug yang menjadi tanggung jawab
Badan Publik dibebankan pada keuangan
Badan Publk vang bersangkuitan,

Ketentuan mengenai pembayaran ganti rug
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18
Dalam hal pembayaran ganti magi tidak

dapat dilaksanalkan oleh Badan Publik Negara
dalam tahun anggaran yvang sedang berjelan,
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pembayaran  ganti rupgi  dimasukkan dan
dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnva,

Bagian Kedua
Pembebanan Pidana Denda

Pasal 19

(1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik
dibebankan pada keuangan Badan Publik
yang bersangkutan sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2} Pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Pejahat
Publik dan tidak menjadi beban keuangan
Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan
yvang dilalukannya di luar tugas pokok dan
fungsinya dengan melampaul wewenangnya
yvang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan HBadan
Publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Putusan pengadilan yvang membebankan
pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan
Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara
untuk menjatuhkan sanksi administrabif terhadap
Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAEB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama
1 [satu} tebun terhitung secjak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan. -

(2] Dalam hkal PPID belum ditunjuk, tugas
dan tanggung jawab PPID dapat dilalulkan
oleh unit atau dinas di bidang informasi,
komunikasi, dan/atau kehu-masan.

Paszal 232

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundanglkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010
PREZIDEN REPUBLIK INDONESILA,

ttol.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundanglkan di Jakarta

pada tanpgal 23 Apustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REFUBLIK INDONESIA,

trd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDIONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 99

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

» ted.

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REFUELIK
INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008
TENTANG EETEREUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik merpakan
rezim hukum baru vang mengusung prinsip
transparansi dalam penvelengparaan kehidupan
berbangsa dan bernegara,

Undang-Undang terscbut tidak hanya meng-
atur keterbukaan informasi pada lembaga negara
saja, tetapi juga pads organisasi nonpemerintah
vang schagian atau seluruh dananyva bersumber
dari dana publik, baik Anpggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masvarakat, maupun
sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-
Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
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bukaan Informasi Publik mengamanatkan pem-
bentukan peraturan pemerintah yang mengatur
mengenal Jangka Waktu Pengecualian, terhadap
Informasi yang Dikecualikan dan tala cara
pembavaran Ganti Rupl oleh Badan Publik
Negara. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak
hanya mengatur mengenal kedua hal tersebut,
tetapt mengatur juga mengenal pertimbangan
tertulis kebijakan Badan Publik, Pengklasifikasian
Informasi  yang Dikecualikan, kedudukan
dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukasn Informasi Publik dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang memberikan dasar hukum pendelegasian
kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur
hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara tidak atas permintaan
secara tegas dar suatu undang-undang.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi
Publik, =eluruh jajaran pejabat publik harus
menjadi lebilh transparan, bertangpung jawahb,
dan berorientasi pada pelayvanan ralkyat vang
sebaik-bailknya karena pelaksanaan keterbukaan
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Informas: Publik bukan semata-mata tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
saja, tetapi menjadi tugasBadan Publik beserta
seluruh sumber daya manusianya.

Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan
Informasi Publik diharapkan dapat mendorong
penyelenggaraan  kKehidupan berbangsa dan
bernegara menjadi lebih demaoleratis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pengklasifikasian
Informasi® adalah Informasi Publik vang
Dikecualikan, antara lain yvang terkait
dengan proses penegakan hukum, per-
tahanan dan keamanan negara, dan keta-
hanan ekonomi nasional.
Ayat (2)
Culoup jelas,

Pasal 4
Culup jelas.
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Pasal 5
Avyat [1)

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik

yang apabila dibuka dan diberikan kepa-

da Pemochon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum®
yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi, dan/fatau korban yang
mengetahni adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen krimi-
nal dan rencana-rencana yang berhu-
bungan dengan pencegahan dan pena-
nganan segala bentuk kejahatan
transnasional;

4. memhbahayakan keselamatan dan kehi-
dupan penegak hukum dan/atau kelu-
arganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan,
sarana, dan/atau prasarana pencgak
hukum,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal &
Yanp dimaksud dengan “ketentuan per-
aturan perundang-undangan” antara lain
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peraturan perundang-undangan mengenai
rahasia dagang, peraturan perundang-
undangan mengenai paten, peraturan
perundang-undangan mengenal larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, dan peraturan perundang-
undangan mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 7
Avat (1)

286

Yang dimaksud dengan “Informasi Pablik
vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan
nepara™ adalah:

a. informasi tentang strategi, intelijen,
operasi, taktik dan teknik yang ber-
kaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara,
meliputi tahap perencanaan, pelak-
sanaan dan pengakhiran atan evaluasi
dalam kaitan denpan ancaman dari
dalam dan luar negeri;

br. dokumen vang memuat tentang stra-
tegl, intelijen, operasi, teknik dan
taktik vang berkaitan dengan penve-’
lenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara yvang meliputi tahap |
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perencanaan, pelaksanaan dan peng-
akhiran atau evaluasi;

¢, jumlah, komposisi, disposisi, atau
dislokasi kekuatan dan kemampuan
dalam penvelenggaraan sistem perta-
hanan dan keamanan negara serta ren-
cana pengembangannya;

d. gambar dan dara tentang situasi dan
keadaan pangkalan dan/atau instalasi
militer:

e, data perkirean kemampuan militer
tdan pertahanan negara lain terbatas
pada segala tindakan danfatau
indikasi Necgara tersebul yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
data terkait kerjasama militer dengan
negara lain yang disepakati dalam
perjanjian terschut schagal rahasia atau
sangat rahasia;

[ sistem persandian negara; dan/atau

g. sistem intelijen nepara.

Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik

yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
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merugikan ketahanan elkonomi nasional®
adalah:

L.

rencana awal pembelian dan penjualan
mata Uang nasional atau asing, saham
dan aset vital milik negara;

. rencana awal perubahan nilai tukar,

suku bunga, dan model operasi institusi
keuangan;

. rencana awal perubashan suku bunga

bank, pinjaman pemerintah, perubahan
pajak, tarif, atau pendapatan negaraf
dacrah lamnyva;

. rencana awal penjualan aten pembelian

tanah atau property;
rencana awal investasi asing;

. proses dan hasil pengawasan perbanke-

an, asuransi, atau lembaga keuangan
lainnya; danfatau

. hal-hal yang berkaitan dengan proses

pencetakan uang,

Ayat [4)
Yang dimeksud dengan “Informasi Publik
vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informesi Publik dapat

merugikan kepentingan hubungan luar
negerl” adalah:

1.

posisi, daya tewar dan strategi vang
akan dan telah diambil oleh negara
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dalam hubungannya dengan negosiasi
internasional;

. korespondensi diplomatik antarnegara;
. sistem komunikasi dan persandian

yvang dipergunakan dalam menjalankan
hubungan internasional; dan/atan

. perlindungan dan pengamanan infra-

struktur strategis Indonesia di luar
negert.

Ayat (3]
Cukup jeclas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan per-
aturan perundang-undangan” antara lain
peraturan perundang-undangan mengensai
kearsipan,

Ayat (2]
Yang dimalsud dengan “Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepa-
da Pemohon Informas: Publik dapat meng-
ungkap rahasia pribadi® adalah:

1.
2.

riwayat dan kondisi anggota keluarga,;
riwayat, kondisi dan perawatan, peng-
obatan keschatan fisik, dan psikis sese-
orang;
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kondisi keuangan, aset, pendapatan,
dan rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan reko-
mendasi kemampuan sescorang; dan/
alau

. catatan yang menyangkut pribadi sese-

orang yvang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

Ayat (3]
Huruf a

Culup jelas.

Husuf b

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ketentuan
peraturan perundang-undangan” ants-
ra lain peraturan perundang-undangan
mengenai pemberantasan tindsk pida-
na korupsi dan peraturan perundang-
undangan mengenai komisi pembe-
rantasan tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “ketentuan per-
aturan perundang-undangan® antara lain
peraturan perundang-undangan menge-
nai kearsipan dan peraturan perundang-
undangan mengena dokumen perusahaan.
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Pasal 10

Ayat (1]
Yang dimaksud dengan -“mengubah
klasifikasi informas] yang dikecualikan”
misalnya Informasi Publik yang semuls
diklasifikasikan sebagai Informasi yang
Dilcecualikan berkaitan dengan proses
pencgakan hukum lalu  klasifikasinya
diubah menjadi Informasi yang Dikecua-
likkan1 berkaitan denpan pertahanan dan
keamanan negara.

Ayat {2]
Cukup jelas.

Pasal 11

Avat (1)
Penetapan dalam ketentuan ini dibuat
dalam bentuk daftar informasi vang dapat
diakses berdasarkan permintzan,

Ayat (2]
Cukup jelas.

Avat (3]
Cukup jelas.

Pasal 12
Culoup jelas.
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Paszal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan
peraturan perundang-undangan® antara
lasn peraturan perundang-undangan
mengenal kepegawaian.

Pasgal 13
Culeup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)
Culkup jelas,

Ayat (2
Culkup jelas.

Ayal (3]
Yang dimaksud dengan *jumlahnya
tetap dan tidalk berubah" adalah bahwa
sekalipun terdapat tenggang waltu antara
saat ditetapkannya putusan Pengadilan
Tata Usaha Nepgara dan pelaksanasan pem-
bavaran ganti rugi, hal itu tidak mem-
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pengaruhi jumlah ganti rugi yang telah
diputuskan oleh Haldm Tata Usaha Negara,
Dengan demikian, terhadap jumlah ganti
rugi tersebut tidak dimungkinkan untuk
dimintakan buriga sebagai tambahan atas
nilai gant rugl.

Pasal 17

Ayal [1)
Cukup jelas.

Avat (2]
Yang dimaksud dengan “ketentuan per-
aturan perundang-undangan® antara lain
perafuran perundang-undangan menge-
nal pembayaran ganti rugi dan tata cara
pelaksanaannya pada peradilan tata ussha
negara.

Pasal 18
Apabila memungkinkan bagi Badan Publik
Negara, pembayaran ganti rupgi dilaksanakan
segera setelah diajukan permintaan pelaksa-
naan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
oleh pihak vang bersangkutan.

Pasal 19

Ayat (1)
Yanpg dimaksud dengan *ketentuan per-
aturan perundang-undangan” antara lain
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peraturan perundang-undangan menge-
nai kewangan negars dan peraturan
perundang-undangan mengenai pem-
bayaran ganti rugi dan tata cara pelak-
sanaannys pada peradilan tata usaha
NEgATH,

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “ketentuan per- °
aturan perundang-undangan® antara lain
peraturan perundang-undangan mengenai
kepegawaian.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain peraturan
perundang-undangan mengenai kepegawaian.
Pasal 21
Culeup jelas.

Pasal 22
Culkup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5149
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PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 32/Permentan/OT.140/5/2011
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a.

bahwa sesual amanat Pasal 7 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem  informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien sv:hmgga dapat
diakses dengan mudah;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar
‘dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
plblik dapat berdaya guna dan berhasil puna,
perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Linglungan Kementerian
Pertantan;
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Mengingat

Undang-Undang Neomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Tehun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik |[Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahan 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu I1;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kemen-
terian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Hedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Orga-
nisasi, Tugas, dan Funpgsi Eselon | Keme-
nterian Negara,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/
Permentan/OT. 140/ 10/2010 tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrtani.s_m;

MEMUTUSEAN:

Menetapkan ; PERATURAN MENTER[ PER-

TANIAN TENTANG PENGELOLAAN
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DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMEN-
TERIAN PERTANIAN.,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyatean,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung,
nilai, malkna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya vang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagal kemasan dan format sesual dengan
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non-
elektronilk.

2, Informasi Publik edalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publilk
vang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggarsan nepgard den/atau penye-
lenggara dan penyelenggarasn badan publik
lainnya, serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

3. Informasi Pertanian adalah informasi vang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/
atau diterima olch Kementerian Pertanian
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yvang berkaitan dengan penyeclenggara dan
penyelenggaraan Kementerian Pertanian,

4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dolou-
mentasi selanjutnya disingkat PPID ada-
lah pejabat yang bertanpggung jawab di
bidang penyimpanan, pendolumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
Kementerian Pertanian.

5. Pengguna informasi publik yang sclanjutnya
disebut penppuna adalah warga nepara
Indonesia atay badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informaszi publik,

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan
sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh
dan menggunakan informasi  pertanian, dan
Fejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
[FPID] di lingkungan Kementerian Pertanian
dalarm penyelenggaraan pengelolaan dan pelayan-
an informasi publik dan dokumentasi.

Pasal 3
Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan
untuk mewnjudkan:

¢

1. Komunikasi yang harmonis antara penyedia
informasi dengan pemochon dan pengguna
informasi pertanian; dan
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2, Pengintegrasian antar penyedia informasi
pertanian kepada publik.

Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan
. informasci publik di lingkungan Kementerian Per-
tanian meliputi pengelolaan, pelayanan, kewa=
jiban dan hak penpguna, pembiayaan, dan pela-
poran informasi publik.
Pasal 5
Pelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Pertanian berasaskan terbulka dan

dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
puhblik.

BAB IT
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Pengelola Informasi Publik

Pasal 6

(1} Pengelolaan informasi publik di lingkungan
Kementerian Pertanian dilakukan oleh Peja-
bat Pengelela Informasi dan Dokumentasi
(PPIL.

i2) PPID sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. PPID Utams;
b. PPID Pelaksana;
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(1)

(2)
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¢, PPID Pembantu Pelaksana.

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b dibedakan menjadi PPID
Pelaksana Eselon | dan PPID Pelaksana Unit
Pelaksana Teknis (UPT],

Pasal 7

PPID Utams dan PPID Pelaksans Eselon [
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2)
huruf a dan ayat (3] lebih lanjut ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pertanian oleh
Sckretaris Jenderal atas nama Menteri Per-
tanian.

PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3] dan PPID Pembantu
Pelaksana scbagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (2} huruf e lebih lanjut ditetap-
kan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja
Eselon I masing-masing,

Pasal 8

PPID Utama schagaimana dimaksud dalam

Fasal 6 ayat (2] huruf a, mempunyai tugas :

mengkoordinasikan unit kerja Eselon | dan
Pusat dalam penvediaan, penyimpanan,
pendokumentasian, pengamanan informasi,
dan pelayanan informasi publik secara cepat,
tepat, dan sederhana lingkup Kementerian
Pertanian;
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menerbitkan daftar informasi pablik lingkup
Kementerian Pertamian;

mengkoordinasikan pengujian konsckuensi;
melakukan klasifikasi informasi publik;
memberikan saran/tanggapan atas permo-
honan dan/atau keberatan pelayanan infor-
masi publik;

melaloukan fasilitasi terhadap sengketa infor-
masi; dan

menyusun laperan secara berkala kepada
Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jen-
deral.

Pasal 9

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {2) hwraf b, mempunyai tugas:

.

mengkoordinasikan penyediaan, penyim-
panan, pendokumentasian, pengamanan
informasi, dan pelayanan informasi publik
secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup
unit kerja Eselon I atau UPT;

menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di
unit kerja Eselon [ atau UPT;

menerbitkan daftar informasi publik lingkup
unit kerja Eselon [ atau UPT;

menyiapkan saranfianggapan atas per-
mohonan, keberatan danfatau sengketa
pelayanan informasi publik;

menyiapkan bahan klasifikasi informasi
publik;
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melakukan fasilitasi terhadap sengketa infor-
masi publik; dan

menyusiun laporan secara berkala kepada
Pimpinan Unit Kerja Eselon | yang bersang-
kutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Pasal 10

FPID Pembantu Pelaksana scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2) huruf e,
mempunyai tugas:

a menyiapkan bahan penyediaan pelayanan
informasi publik secara cepat, tepat, dan
gederhana lingkup unit kerja Eselon 1T di
lingkungan Kementerian Pertanian;

b. menyimpan dan mendokumentasikan,
mengamankan bahan mnformasi secara
tepat di lingkup unit kerja Eselon II di
lingkungan Kementerian Pertanian;

¢ menyiapkan bahan saran/tanggapan
atas permohonan, keberatan dan/atau
sengketa pelayanan informasi publik;

d. menyiapkan bahan llasifikasi informasi;

menyusun laporan secara berkala kepada

FFID) Pelaksana Eselon T yang ber-

sangkutan.

FPFID Pembantu Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudulan di unit

kerja Eselon II di lingkungan Kementerian

Pertanian.

"
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Bagian Kedua
Klasifikasi Informasi Publik

Pasal 11

Pengelolaan informasi publik di lingkungan

Kementerian Pertanian diklasifikasikan menjadi 2
fdua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan
informasi yang dikecualikan (tertutup).

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelom-
pokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

E

Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan seccarg berkala (sckali dalam
enam bulan), meliputi informasi berkaitan
dengan:

a. Kementerian Pertanian seperti profil, seja-

rah singkat, struktur organisasi, pro-
pram kerja, produk peraturan perundang-
undangan;

. laporan pelaksanaan kegiatan bulanan,

triwulan, tahunan, dan Laporan Alkun-
tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIPY;

. laporan keuangan paling kurang terdiri

atas realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas dan catatan atas laporan
keuangan vang disusun sesuai dengan
akuntabilitas yvang berlaku, serta daftar
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azet dan inwvestasi lingkup Kementerian
Pertanian.

Informasi yang wajib diumumbkan secara seria

merta, meliputi informasi:

a
b,

bencana alam (kekerinpan, kebanjiran);
bencana non alam seperti pencemaran
lingkungan yang terkait dengan sektor
pertanian;

jenis, cara penyebaran dan daerah mewa-
bah yang menjadi sumber hamaf penyalit
tumbuhan, hewan yang berpotensi menu-
lar.

3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat,
meliputi:

a.

g0

daftar informasi publik vang berada di
bawah penpguasaan Kementerian Per-
tanian;

produk peraturan perundang-undangan
yang telah diundangkan; '
prosedur kerja Kementerian Pertanian;
rencana kerja Kementerian Pertanian;
rencana tahunan Kementerian Pertanian.

Pasal 13

Informasi publik yang bersifat tertutup
sebagammana dimaksud dalam Pasal 11 dikelom-
polkkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal
17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

ala
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tentang Keterbukaan Informasi Publik, meli-
puti informasi apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi publik dapat:

.

k.

m e A

- 2

menghambat proses penegakan hukom;
mengganggy kepentingan perlindungan
hak atas kekavaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidalk
sehat:

membahayakan pertahanan dan keaman-
an Negars;

menpungkapkan kekayaan alam Indonesia;
merugikan ketahanan ekonomi nasional;
merugikan kepentingan luar negeri;
mengungkapkan isi akta otentik vang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;

mengungkap rahasia pribadi;
mengungkap memorandum atau surat-
surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

Informasi vang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-Undang, meliputi :

a.

k.

data dan informasi yang masih dalam
prozes pengolahan dan penyelesaian;
hasil penelitian yvang belum dipublikasi-
kan;

informasi vang bersifat pribadi Pegawal
Negeri Sipil Kementerian Pertanian.

Informasi yang menurut sifatnya harus
dikecualikan sesuai dengan kepatutan
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dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian konsekuensi.

BAB III
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Persyaratan Memperoleh Informasi Publike
Pasal 14

Setiap pengguna informasi publik dapat
mengajulkan permohonan untuk memperoleh
informasi pertanian secara tertulis atau tidak
tertulis.

Permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada avat (1] diajukan kepada
PPID Utama atau PPID Peldksana dengan
menggunakan form 1A untulk perorangan
gtau form 1B untuk badan hukum/badan
publik /kelompok seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.

Dalam hal permohonan disjukan secara
tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatat
permintaan informasi publik.

Permohonan informasi secara tertulis dan

tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dan ayat (3}, wajib melampirkan |
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a. Alta pendirian dan perubahannva (badan
hukumj;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP/Perorangan);

¢, Bural Kuasa atau Sural Tugas (wakil
Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok);

d. Mengisi form permintaan informasi
publik vang disedialkan di deskfcounter
PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di
Website PPID Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pasal 15
PPID Utams atau PPID Pelaksana setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama
10 [sepuluh) hari kerja telah selesal memeriksa
dokumen permohonan dan memberikan jawaban
menunda atal menerima,

Pasal 16

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum
lengkap atau masih ada kelourangan,

{2} Penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diberitahukan kepada pengguna yang
disertal penjelasan penundaan.




(3)

(4)

(1

2)

{3
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Delam jangka waktu 3 (tiga) han kena seak
menerima pemberitahuan penundaan scha-
gaimana dimaksud pada ayat (2], pengguna
harus telah melengkapi kekurangan doku-
men, .

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga] hari
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) pengguna belum dapat melengkapi
kekurangan dokumen, permohonan dianggap
ditarik kembali.

Pasal 17

Permohonan yang telah lengkap dan benar,
kepads pengguna diberikan tanda terima
dengan menggunakan form 2 scperti ter-
canturn pada Lampiran sebagai bagian tidak
terpisahkan denpan Peraturan ini,

Jawaban PPID Utama atau PPID Pelaksana

atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menpggunakan form 3 seperti

tercantum pada Lampiran sebagai bagian

tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa:

x. pemenuhan informasi;

b. penjelasan bahwa informasi masih dalam
proses penyediaan;
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(&)

¢. penoclakan, apabila nformasi vang dimao-
honkan tidak tersedia atau masuk dalam
llasifikasi informasi vang dikecualikan,

Dalam hal PPID Utama atau PPID Pelaksana
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 belum dapat memenuhi
permohonan, dapat memberitahukan kepada
pengguna untuk perpanjangan waktu paling
lama 7 [tujuh] har kerja menggunalkan
form 4 sepertl tercantum pada Lampiran
sebagai bagian tidak terpisahkan dengan
Peraluran ini.

Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] huruf ¢, dalam hal informasi
yang dimohonlean termasulke klasifikasi infor-
masi vang dikecualikan.

Penalakan oleh PPID Utama dan PPID
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5} menpggunakan form 5 seperti lercantum
pada Lampiran sebagal bagian tidak ter-
pisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18
PPID Utama atau PPID Pelaksana wajib melak-

" sanakan pembuluan permohonan dan pelayanan
informasi publik,
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BAB IV

EEWAJIBAN DAN HAK
PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 19

Pengguna informasi publik berkewajiban
untulk:

a

(1)

(2)

EY

320

Menggunakan informasi publik sesuai dengan
alasan pada saat permohonan informasi dan
peruntukkannya, dan;

Mencantumbkan sumber informasi publik,
baik yang digunakan untuk kepentlingan
sendirl maupun unmk keperluan publikasi.

Pasal 20

Pengguna informasi publik mempunyai hak:

a memperoleh informasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

b. mendapat klarifikasi/penjelasan;

¢. mengajukan keberatan.

Klarifikasi/penjelasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila

terjadi perbedaan data dan informasi yang

diberikan oleh FPPID Utama atau PPID

Pelaksana,

Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurof ¢ dapat dilakukan dalam hal
pelayanan informasi publik oleh PPID Utama




(1

(2)

(E)

4

atau PPID Pelsksana tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 disampaikan kepada Atasan
PPID Utama atau PPID Pelaksana secara
tertulis dengan form 6 seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.

Atasan FPID Utama atau PPID Pelaksana
paling lama dalam jangka waktu 30
[tiga puluh) hari kerja sejak menerima
permohonan keberatan harus memberikan
tanggapan atas keberatan pengguna.

Pemohon keberatan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, apabila belum dapat mene-
rima tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa kepada Komisi
Informasi paling lambat dalam janghka waktu
14 [empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan Atasan PPID Utama atau PPID
Pelaksana,

Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] untuk PPID Utama adalah Sekretaris
Jenderal, PPID Pelaksana Eselon 1 adalah
Sekretaris Direktorat Jenderal fSekretaris
Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan
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untuk PPID Pelaksana UPT adalah Pimpinan
UPT yang bersanghutan,

Pasal 22
Keberatan atas pelayanan.informasi publik
sebageimana dimaksud dalam Pasal 21 dicatat
oleh FPID Utama atau PPID Pelaksana dengan
form 7 seperti tercantum pada Lampiran sebagai
bagian tidak terplsahkan dengan Peraturan ini.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 23
Pelavanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Pertanien wvang mengakibatkan
pengeluaran biaya dibebankan kepada pemohon
informasi publik.

BAE VI
PELAPORAN

Pasal 24

{1} PPID Utama dan PPID Pelaksana linglup
Kementerian Pertanian wajib melakukan
monitoring dan evaluasi pelayanan informasi
publik.

(2} PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID
Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian
Pertanian wajibh membuat laporan tahunan
pelayanan informasi publil.
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(3) Laporan tahunan tersebut diserahkan
kepada PPID Utama paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
beralchir,

(4} Monitoring dan evaluasi aerta. laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan diatur melalui keputusan PPID Utama.

Pasal 25
Laporan schagaimana dimaksud dalam Pasal
24 paling kurang memuat:
a. jumlah permintaan pelayanan informasi yang
diterima;
b. jenis informasi yang dimohonkan;
c.  waktu vang diperlukan dalam pemenuhan
pelayanan informasi publik;
d. jumlah pelavanan yang diberiken dan/fatau
ditolak:
c.  Jumlah yvang mengajukan keberatan; dan
. jumlah wang diselesaikan melalui Komisi
Informasi.

EBAB VII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglkat.

Apar setinp orang mengetahuinya, Peraturan
Menteri Pertanian ini diundangkan dengan
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penempatannya dalam Berita Nepgara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011
MENTERI PERTANIAN,

td
SUSWONO
Diundanghkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REFPUBLIK INDONESIA,

trd
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 369

a3z4 U



Lam i n e r e - @ N s LA F RN C S Lw . T

Furm 14, Farmuls Permahenan Inkeemadi

FOBM L4
MEMEWTERLAHN PERA TANLAN
= PEMBAT PEMNGELOLA INFORMAS] DAN DOKLIMENTAS]
PPID UTAMA ! FPID FELAKSANA | .. ..
Mamal c .. Z Teip
\Wahike Fa
FORMULIR PERKSOHOMAN INFORMAS! PUBLIK
FERCRAMGAN
Mo, Pendaflami') e
Hama Lengikan
Pramnaan
Alamml Lengknp
Mamar TelsgersHP
E-ttisd
s Mlarissictah O allhaiimambicabaandiogenan
Infarmas™) oW sabnan ;
00 Werdapaiisn ealiiin ik Jscfcapry
s Mands 0 Maceamil Liesieig
Spfinas Infommani™) EI:I!I‘IITMIIM-
Intarman Pulik yang
diminia i *
e W Trdersml Pl [T T T a—
1
3
=5
FET
. A I
Pelugas Peiryanan informasi Pemohon informas
| S— § i
Fisrma dan Tacels Tangen Hama dis Tardw Tangan
ﬂm.luhﬁ:.z:n
| Corat yang ]
yang aigith

325



B s =

@ .

Form 18, Formilis Parmohonas informmes)

EORM LB

o
o
o
Cara b S 1}
a
a

‘abaar Pargaran wrrs

Pabuges Pelyanas i mas

L |
Bewmrn dan Tarcts Tasgan

“) Ik mheh Preagas
=% Goret yang Biwk prrhaooniang
yang diph

himme dan Tavads Tonges




- T T— T @ S NI R

Farm 2. Tanda Buich Penerimaan Permingann Inlomasi

FOEh 2

% HEMENTERIAN PERTARAN
+ PESABAT PENGELGLA TNFORMAE! DAN DOKUMENTASL
PFRID UTAMA [ PPID PELAKSANA

L[ | - Taky
Wisbsils Fax

TANDA BUKTI
PERMEITAAN INFORMAS! PLELIK
Mo Fendaftamn' ...

¥asegon Pemahon o Pererangas | Badae Howm [ Kefompok ™)
Hama Lengkap Pemahan
mama Badan

Alamad Lerguag

Kamar Talapan/HP
E-mail

Irtlpimasi yang Tibuiubaan O —————
5
3
A,
"

2} Dk oleh Patiian
==} Pilih sxlsh wabin pang seuai

- e s 32T



m @R - L @ e ¢ S

Furm 3, Fusirisli Pembsritatiuan Tedlulis

PO 3

MEMENTERIAN FERTAKAN
FESBAT PENGELOLA INFORMAS] Doy DORUWMENTASL
PRIDUTAMA M PPID PELAKEAMA . . ...

, MIM | e, Teip
Wiehzhe . Fai.

FCRAULIE PEMBERITAHLIAM TERTLILIS
HomoT H

B fan P L larh S — T
deages nomor pendefamn . .. Besams Blodsemealine kepads
Saudara’t
M
Alararl
Momar Tekpon
Ewrrmil
Pl bigpnl b
A |rformani| dagat iitenion
alal inrcan infimmasi ]
L] Pubkle Feleangan
1 | Pamg Inf oT di PPID
I Baczan Publk lain,
| L T— =

7 | emuk tak g imieds | O Sonecey

=]

Hynicary
3 | Dimya yang diarubkan L Peryafinan Bp... k... Jemish Lewmbar

B informani fistak dupal Snarfian earens
O irvlarmarst yang dirsista belomn dicuasal
[0 it pronanil yang disisin Balum delokumeniasdan




e @ —_ S
Faumi 4. Famvule Paipaciangan Wk

n EEMENTERISN PERTANIAN
- FPID UTARS | PPD PELAKSANA ...
lwmat . ek
Welsie Fax

FORMULIR PERPANIANEAN WAKTU PEUYAMPAIAN INFESAAS PUBLIK
Homar

Berfssarkan Permotoran Informasi pada . . (tenggalndanitatun)
dangan nomor pendaflanan bemamn i Saampakan kepada
Soudara’
| Hama Lenghag : =— =. _—
f —
!:rwr Telepon
Informas Fang | P
Dimahankan L
[
4,
5 .
mﬂmmmmm yamp aiae: informasl gai yig
hingga
1wmm:wnwnmmw.
a
N
o
— {tempat },
. {Targgal/BulaniTanun)
P'.lhﬂF'umhll brtrmas dan
{FEIE)

£ . h]
HWama dar Tarmin Tangan




B = T A S @ T ————

Mama Lengksg 1
st Lenghap
Perisan

Mnmer Tetmpan

E-iril

Fireian Indannasi LB [grevrien
Yang Dkutunian

PRIl UM ARLA (PO
Al 0 i Trip
‘iokridtn Fax

BLIRAT £EPLITUSAN FPID TENTANG FENOLAKAN FERMOHDMNAN
e

330




RS, AL

Farm &, Fammulr Kebarates Lyanan ik

PEABAT PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKLIMENTAS!
HEANA .

. FPID UTAMA § FFID FELA
Almmill = g Telp
Veohsile Fiax.

PERMYATAAN KEBERATAMN ATAS FERMOHOMAMN (HFORMAE
A, INFORMASI FENGAJ KESERATAN
Farnor Wekeratan
Moemar pardafiamn Pamahon
Infermasi
Thijsan panggunaan infanmasl

L FONAM &
@ KEMENTERIAM FERTANIAN

ek inl saya samg atas perhatisrya d i ieima
kawk.
[rastpa] NlanggabuiEnian)
Wengetahin.
Pt Informasi Prignajs kabeealas
| 3 i |
teamna dan Tanda Tangan T T




e R @ B L — et T Pr e

R
[RELU
S [ elala]ily

Pitiln
Tigasr
e -

Form 7.
o

33T TR



TS e e W Sl i

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUELIK INDONESIA
NOMOR 41/Permentan/OT.140/6/2012
TENTANG
PEDOMAN UJI KONSEEUENSI INFORMASI
PUBLIK DI LINGEUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

.

bhahwa herdasarkan ketenfuan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di setiap Badan Publik wajib melalukan
pengujian  tentang konsekuensi dengan
seksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan informasi publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang,;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan
apar dalam penetapan terhadap informasi
publik yang dikecualikan dapat berdaya
guna dan berhasil puna, perlu menetapkan
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Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertamian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbuksan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {(L.embaran Nepara Repubhlk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51449);

3. EKeputusan Presiden Nomor 84,/ Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu i;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara jis Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomaor 141);

Peraturan Presiden Nomer 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara  serta Susunan
Crganisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |

4]
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Kementerian Negara juncio Peraturan
Presiden Momor 92 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142};

6. Peraturan Menteri Pertanign Nomor 61/
Permentan/ OT,140/10/2010 tentanpg
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

¥. Peraturan Menteri Pertanian Nomeor 32/
Permentan/ OT.140/5/2011 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI
PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
UJI KONSERKUENSI INFORMAS]
PUBLIK D1 LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti
tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini,

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 sehagal acuan bagi Pejabat Pengelela Informasi
dan Dokumentasi dalam melaksanaskan pengujian
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atas konsckucnsl mmformasi publik sebelum
dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses.

Pazal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaleun pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan penpundanpan Peraturan Menteri ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2012
MENTER] FERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,
ted,
SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSBUDIN
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR  : 41/Permentan/OT.140/6/2012
TENTANG PERDOMAN UJl KONSEKUENS]
INFORMAS! PUBLIK DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TANGGAL :6 Juni 2012

PEDOMAN UJI KONSEEKUENSI INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN

BAEB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 7 ayat (3] Undanpg-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik mengamanatkan kepada Badan Pubhk
membangun dan mengembangksn sisiem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publile secara baik dan efisien, dapat
diakses dengan mudsh. Berdasarkan amanat
Pasal 7 ayat [3) dimaksud, Kementerian Pertanian
telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomeor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Momor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 dimaksud
untuk Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan
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Kementerian Pertanian dilakukan olch Pejabat
Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi
(PPID) yang terdiri atas PPID Utama secara ex-
officio dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum
dan 'Informasi Publik (tingkat Kantor Pusat
Kementerian Pertanian|, PPID Pelaksana (tingkat
Unit Kerja Eselon | di lingkungan Kementerian
Pertanian dan tingkat Unit Pelaksana Teknis
Pusat), dan PPID Pembantu Pelaksana [di tingkat
Unit Kerja Eselon II di masing-masing Unit Kerja
Ezelon I).

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyataken bahwa
Penetapan Penglelasifikasian Informasi ditetapkan
oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian Konselkuensi secara scksama dan
penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualilan
untuk diakses olch sectiap orang. Penclapan
Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas
persetujuan  pimpinan Badan Publik, dan
ditetapkan dalam bentuk surat penetapan
klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas,
disusun Pedoman Uji Honsekuensi Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
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B. Tujuan

Pedoman inmi bertujuan untuk memberikan
kescragaman dan kepastian tugas PPID dalam
pelaksanaan pengujian  konsekuensi atas
informasi vang dikecualilkkan,

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan
ptngujian konsckucnsi, penyusunan dokumen
informasi  publik  diusulkan dikecualikan,
pelaksanaan pengujian konsekuensi, penelapan
jangka waktu pengecualian informasi, dan
pengubahan klasifikasi dan jangka waktu
pengecualian informasi.

D. Pengertian
Dalam pedoman ini vang dimaksud dengan:

1. Eementerian Pertanian adalah badan
publik nepara yang mempunyal tugas
menvelenggarakan wurusan di  bidang
pertanian  dalam  pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan
ptmerintahan negara,

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan, dan tandatanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, faktla
maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca, vang disajikan dalam
herbaga: kemasan dan formatl  sesus
dengan perkembangan teknologi informasi
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dan komunikasi secara elektronik atau
nonelektromlk.

Informast Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atay diterima oleh suatu Badan Puhblik
yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelengegaraan negara danfatau
penyelenggara dan penyelengparaan badan
publik lainnya, serta informasi lain yvang
berkaitan dengan kepentingan publik.,

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi
yang tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Keterbulcaan
Informeasi Publik.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah
penetapan informasi schagai Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara scksama
bahwa menump Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebalilkknya.

Jangks Waktu Pengecualian adalah rentang
waktu berlaku suatu Informasi yang
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Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh
Pemohon [nformast Publik.

&, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
vang selanjutnya disingkat PPID adalah
pejabal  yang bertanggung jawab di
bidanpg penyimpanan, pendoelkumentasian,
penyediaan, danfatau pelayanan informasi di
Kementerian Pertanian.

9. Tim Pengujian Konsekuensl adalah petugas
yang ditunjule PPID Utama untuk menguji
bahan Informasi Publilk.

10, Orang adalah orang perseorangan, kelompak
orang, badan hukum, atau badan publik
sebhagaimana dimaksid dalam Undang-
Undang tentang Keterbukasn Informasi
Publik.

EBAE II

PROSEDUR PENGUJIAN EONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK

. Penpujian Konsekuensi Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan
oleh Tim Pengujinn Kensekuensi yang dibentuk
olehh PPID Utama, dengan susunan keangpotaan
terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon L

Tim Pengujian Konsekuensi dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat
secara ex-officio berada di Bagian Pengelolaan
Informasi Publik, pada Bire Hukum dan Informasi

*
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Publik, Sckretariat Jenderal, HKementerian
Pertanian.

Dokumen Informasi Publik Untuk Dilakukan
Pengujian Konsekuensi Dapat Diusulkan Oleh
Ppid Pelaksana Eselon [ Dan/fAtau Unit Pelaksana
Teknis Dan/Atau PPID Pembantu Pelaksana
Melalui PPID Pelaksana Eselon | Kepada FPPID
Utama.

A. Persiapan Pengujian Konsekuensi.

1. PPID Pelaksana Eselon | danfatau Unit
Pelaksana Teknis dan/atau PFID Pembantu
Pelaksana melalui PPID Pelaksana Esclon
I mengajukan fsulan permohonan kepada
PPID Utama atas dokumen informasi pubhk
vang akan dilakukan wuj konsekuensi
menggunakan seperti tercantum pada
Format 1;

2. PPID Utama menginventarisasi usulan PPID
Pelaksana Eszelon [ dan/atau Unit Pelaksana
Teknis dan/atau PPID Pembantu Pelaksana
melalui PPID Pelaksana Eselon L

B. Penyusunan Dokumen Informasi Publik
diusulkan Dikecualikan.

PPID Pelaksana Eselon | dan/atau Unit
Pelaksana Teknis melakukan inventarisasi dan
mengklasifikasi dokumen informasi publik yang
berada di bawnh kewenangannva.

b -3 R s T R e
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Klasifikasi informasi atas dokumen informasi
publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan menggunakan prosedur sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian
seaual dengan Pasal 17 Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(konsckuensi mutlak] terdin atas:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat:

E g = bt iy

1] Menghambat proses penegakan

hukum, vaitu informasi vang dapat:

a)

bj

dj

menghambat proses penyelidikan
dan penyidikan suatu tindak pidana;
mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi, danfatau korban
vang mengetahui adanya tindak
pidana;

mengungkapkan data Intelijen
kriminal dan rencanarencana yang
berhubungan dengan pencegahan
dan penanganan segala bentuk
kejahatan transnasional;
membahayakan keselamatan dan
kehidupan penegak hukuam dan/
atan keluarganya; dan/fatau




2

3)

4

5)

b}

AT,

¢| membahayakan kecamanan per-
alatan, sarana, dan/atau prasarang
penegakan hukum,

Mengganggu kepentingan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual dan

perlindunpan dari persaingan usaha

tidak schat,

Mengungkapkan kekavaan alam

Indonesia;

Merugikan lketahanan ekonomi

nasional:

Merugikan kepentingan hubungan luar

negeri, informasi mengenai:

gl posisi, daya tawar dan strategi
vang akan dan telah diambil oleh
negara dalam hubungannya dengan
negosiasi internasional;

bl korespondensi diplomatik
antarnegara; k
¢} sistem komunikasi  dan

peresandian  yang dipergunakan
dalam menjalankan hubungan
internasional; dan/atau
d} perlindungan dan pengamanan
infrastruktur strategis Indonesia di
luar negeri.
Mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasial scseorang;
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7] Mengungkap rahasia pribadi, wyaitu
informasi mengenai:

a)

k]

cl

d]

el

riwayat dan kondisi anggota
keluarga;

riwayat, kondisi dan perawatan,
pengobatan kesehatan fisik, dan
psikis seseorang;

kondisi Keuangan, aset, pendapatan,
dan rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan
dengan kapabilitas, intelekmalitas,
dan rekomendasi kemampuan
seseorang; danfatau

catatan vang menvanghkut pribadi
segeorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal
dan satuan pendidikan nonformal.

b. Memorandum atau surat-surat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik,
yvang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan.

e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

Mengidentifikasi dazar hukum pengecualian

dari peraturan perundang-undangan terkait
{konsekuensi tertimbang). Pengecualian
informasi  publik  diskomodzasi dengan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

N & D
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terleait dan sinkronisasi dilakukan dengan

menggunakan kaidah umum (general

prireciple of law).

Mengidentifikasi akibal dari informasi publil.

Menelusuri konsekuensi yvang ditimbulkan

dan mengidentifikasi ketentuan legal

yvang mengatur pengecualian atas dasar
konsckuensi terscbut, melalud:

a. mengurai kerahasiaan bahwa suatu
informasi dikecualikan dengan lebih
dari satu alasan konsekuensi [multiple
secrecy).

b. ketentusn berdasarkan undang-undang

lain.
Selain  berdasarkan Undang-Undang
tentang Keterbukasn Informasi Publilk,
ketentuan untuk melakukan  uji
konselkuensi informasi juga berdasarkan
peraluran perundang-undangan lain.

. memanfaatkan pendapat ahli,

Untuk pengecualian  berdasarkan
peraturan perundang-undangan lain,
ketika sulit diperoleh risalah pembahasan
peraturan perundang-undangan tersebut,
dapat dilakukan diskusi ahli dalam
mengidentifikasi  konsekuensi  yang
timbul jika informasi tersebut dibuka.
Pendapat ahli adalah salah satu sumber
hukum. Melalui pendapat ahli dapat
diketahui alasan mendasar pengecualian

RS TR M e M
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informasi berdasarkan peraturan
perundangundangan, schingga dapat
dirtumuskan dugaan atas konsckuensi
vanp diperkirakan askan timbul jika
informasi dibuka kepada publik,

PPID Utama setelah menerima usulan
dokumen informasi dari PPID Pelaksana
Eselon | danfatan Unit Pelaksana Teknis
menyampaikan kepada Tim Pengujian
Kongekuensi,

C. Pelaksanaan pengujian konsekuensi
Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim

Pengujian Konsckuensi dengan cara:

1, mengidentifikasi dasar hukum pengecualian
sesual dengan Pasal 17 undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Pubhk
(konsekuensi mutlak);

2. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian
dari peraturan perundang-undangan lainnyva
{konsekuensi tertimbang);

3. mengidentifikasi akibat dari informasi
publik, dengan mempertimbangkan menutup
informasi dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar atau sebaliknya;

4. menandatangani berita acara hasil uji

konsekuensi informasi publik eleh Tim
Pengujian Konseluensi; dan

ALTT PO PUTETTTTT RO, Y swcmns 24T
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5.

menilai dan merekomendasikan atas
dokumen informasi publik yvang dikecualikan
kepada PPID Utama untuk diusualkan
ditctapkan schagai Informasi yang
dikecualikan kepada atasan PPID Utama atas

nama pimpinan Kementerian Pertanian,

Untuk melakukan pengujian konsckuensi

butir 1 dan butir 2 di atas menggunakan seperti
tercantum pada Format 2.

Di

Penetapan Jangka Waktu Pengecualian
Informasi
Jangka Waktu Pengecualian terhadap

Informasi yang Dikecualikan,

348

dibedakan menjadi:
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapst menghambat
proses penegakan hukum ditetapkan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun.

Janpka Wakt Pengecualian Informasi Publik
yvang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelekiual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jangka Waktu Penpecualian Informasi
Publik yvang apabila dibuka dan diberikan

o =
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kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
ditetapkan sclama jangka waktu yang
dibutuhkan untuk perlindungan kekavaan
alam Indonesia,

4. Jangka Walktu Pengecualian Informasi Publik
yvang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ckonomi nasional ditetapkan
selama jangka waktu vang dibutuhkan untuk
perlindungan ketahanan ekonomi nasional,

5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon [nformasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar neger ditetapkan
selama jangka waktu negeri.

6. Jangka Waktu Pengecualian
Informasi Publik yang apahila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
vang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama
jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia pribadl seseorang.

B g = T T '3“9
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E. Pengubahan Hlasifikasi dan Jangka Waktu
‘Pengecualian Informasi

. Pengubahan klasifikaszi Informasi Publik yang
Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Konsekuensi dan ditetapkan
dengan keputusan oleh pejabat atasan
langsung PPID Utama.

2. Informesi yvang Dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi
Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan
dengan keputusan oleh pejabal atasan
langsung PPID Utama.

BAB III

PENUTUP

Pedoman [Hi Konsekuensi Informasi Pubhk
Kementerian Pertanian merupakan implementasi
Undang Urndang tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Olch karena itu agar digunakan dan
dimanfaatkan selurubh PPID di lingkungan
Kementerian Pertanian dalam melakukan usulan
dan pelaksanaan wji kongekuensi atas informasi
publik yang akan dikecualikan.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONG
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FORMAT |, LEMBAR FORMAT USULAN DAFTAR
INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis:

Mesterif Pasal 17 = pahila Waldu
leifi + Unslung- Feralaran ;Inl'l:u.i Inloemasi

Wo | " cing Undang tealang | Periodacy- | tersebat yney
Dikerwalilcan tertmikaan | undangns Dikeenal-

Infermasi lairny s d-:'::P h:,_

Publik
1 2 A 4 3 [}
Mengetahui,
PPID Peluksana Eselon I/
PPID Pelaksana Unit Pelaksana Telnis/PPID
Pembantu Pelaksana
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FORMAT 2. DAFTAR PERTANYAAN PENGUITAN

RONSEKUENSL

No,

A, Konsekuensi Mutlak

Penilatan

Apakah informasi yang diungkaplan
merupaikan informasi vang tidak da-
pat dipublikasikan menurut Undang-
Undang tentang Keterbuleaan Infor-
masi Publik Pasal 17 huruf 8 angka 1
imenghambat proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana)

YA /
TIDAK

Apakah mformas yvang diungkaplkan
merupalan informagi vang tidak da-
pat dipublikasikan menurut Undang-
Undang tentang Keterbulcaan Infor-
masi Publik Pasal 17 hurif a angka 2
(mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi, danfatau korban yang
mengetahui adanya tindak pidanaj

Apakah informasi vang diungkapkan
merupakan infotmasi yang tidak
dapat dipublilcasikan menurut
Undang-Undang tentang Kelerbukazn
Informasi Publik Pasal 17 huruf

a angks. 3 {menpunplkapkan data
intelijen kriminal dan rencena-
rencana vang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganen segala
hentuk kejahbatan transnasional)

YA/
TIDAK

YA /
TIDAK

Apakah mformasi vang diunghkaplan
merupakan informasi vang tidak
dapat dipublikasilkan menunit
Undang-Undang tentang Keterbukaan

YA/
TIDAK

A S a1 AT
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Informasi Publik Pasal 17 huruf a
angka 4 [membahayakan kesclamatan
dan kehidupan penegak hukum dan/
atau keluarganya)

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi vang tidak
dopat dipublikasikan menwrut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf a
angka 5 (membahayakan keamanan
perelatan, sarana, danatau
prasarana penegak hukum)

YA/
TIDAK

Apakah informasi yang diungkaplan
merupakan informasi vang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hurul b
(Informasi Publik yang apabila dibula
dan diberikan keparda Pemohon
Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tdak sehat)

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak
dapat dipublikasikan menurul
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Infarmasi Publik Pasal 17 huruf

d (Infarmasi Publilc vang apahila
dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publile dapat
mengungkapkan kekayaan alam
Indonesial

YA /
TIDAK

YA
TIDAK

T
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Apaleah informasi yang diungleaplaan
merupakan informasi yang tidak
dapat dipublikasilan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf e
[Informasi Publik yang apahbila dibuka
dan diberilcan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional)

YA/
TIDAK

Apakah informasi vang diungkapkan
merupakan informasi vang tidak
dapal dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informast Publik Pasal 17 huruf

T angka ! [posisi, daya tawar dan
gtrategi yang akan dan teinh dismbil
oleh negara dalam hubungannya
dengan negosiag nternasional)

YA /
TIDAK

10,

Apakah informasi yang diungikapien
merupakan informasi yang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
+ Informasi Publik Pasal 17 hurf{
angka 2 |korespondensi ciplomatile
antar negaral

YA/
TIDAK

11.

Apakah informasi yung diungkapkan
merupakan Informasl yang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf [
angka 3 [sistem komunikasi, dan
peraandian yang dipergunakan dalam
menfalankan hubungan infemasional|

YA /
TIDAK

354




S @ el = T T

12,

Apakah informasi vang diungkaplan
merupakan informesi yang tidal
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi

Ya )/
TIDAK

Publik Pasal 17 huruf f angka 4
(perlindungan dan prngamanan
infrastrulctur stralegis Indonesia di

luer negerd)

Apakah informasi vang diungkapican
merupakan informasi yeng tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbulcaan
Informasi Pubhk Pasal 17 hurul g
(informas publik yang apabila dibuka
dapat mengungkaplan falita otentik
yang bersifal pribadi dan kemauvan
ferakhir atoupun wasial sesearang

YA/
TIDAK

14.

Apakah informasi vang diungkapkan
merupakan informas: vang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 hural b
angka 1 (riwayatl dan kondisi anggota
keluarga)

YA J
TIDAK

15,

Apakah informasi yvang diunghkapkan
meripakan informas: vang Ldak
dapal dipublikasikan menurat
Undang-Undang tentang Keterbuleaan
Informasi Publik Pasal 17 hurual

h angka 2 (riwayat, kendisi dan
perawatan, pengobatan keschatan
figile, dan pailds seseorang)

YA |
TIDARK
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16.

Apakah imformasi yang diungkapkan
merupakan informasi vang tdak
dapat dipublikasiltan menurat
Undang-Undang tentang Keterbulezan
Informas: Publik Pasal 17 hurul b
anghka 3 (kondisi keuangan, aset,
pendapatan, dan rekening bank
Sescorang)

YA/
TIDAK

17.

Apakah informasi vang diungkaplkar
merupakan informas vang tidak
dapat dipublikazikan menurut 17, 1
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informas: Publik Pasal 17 hurul

h angka 4 [hasil-hasil evaluasi
sehubunpan denpan kapabifitas,
intelektualitas, dan rexomendasi
kemampuan seseorang)

YA/
TIDAK

18.

Apaleah informasi yang diongkaplkan
merupakan informasl vang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17 huruf b
anghka 5 (catatan yang menyanghkut
pribadi seseorang vang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan non

| formal|

YA/
TIDAK

| Apakah informasl yang divngkapkan

merupakan informast vang tidak
dapat dipubbkasikan menur
Undang-Undang tentang Keterbubaan
Informasi Publik Pasal 17 hurufi
{memorandum atau SUrat-surat antar
Badan Publik atau intra Badan

YA /
TIDAK
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Publik, yang menurut sifatnya fn
dirahasiakan kecuali atas putusan
Homisi Informasi atau pengadilan)

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang. tidak
dapat dipublikasilkan menurut
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal & ayat (3] huruf
d (informasi yang berkaitan depgan
rdhasia jabatan)

YA/
TIDAK

rﬂl_

Apalkah mfurmaa.l Yang dtungh:npk.ln
merupakan informasi yang tdak | .
_dapat dipublikasilkkan menurut |
(ndang-Undang tentang I{:;r.ﬂ'laulmin"
Publik Pasal 6 ayat (3

.5hir1.|fe [informast publik yang *

dimfnta belum dikuasai ptau

didojumenthsikany - 'y @ "..';

22,

‘| Apakah infortnasi vang diuagkapian - | -

merupekan informast yang tidak
dapat dipublfleasilan menurut

peraturan peérundang-undangan
lainnya, Jika Ya, sebutkan

Jika ada satu atau lebih jawaban Ya,
maka tdak perlu untuk melanjutkan
uji konsekuens: terimbang dan
seterusnya, Dengan demikian
informast dimaksud merupalkan
informasi yang TIDAK dapat

dipublikasikan.




A e TR @ e i — B o

B. Konsekuensi Tertimbang

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan mformasi yang tidak
dapat dipublikasikan menurut
Peraturan Pemerintah vang ada, Jika YA/
¥a, sebutkan Peraturan Pemerintah TIDAK
dimalksud

Apekah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak
dapat dipublibbasikan menurul

Perauran Presiden vang ade; Jika ya, YA/
2. | sebutkan Peraltiran Presiden vang TIDAK
dirnaksud,

Apalkah informasi yang diungknpkan
merupakan informasi vang tidak
dapat dipublikasikan menurat
Keputnzan Presiden yvang ada, Jika

3. | va, sebutken Surat Keputusan TE;K
Presiden yang dimaksud
Apakah informasi yang diungkapkan
4 merupakan informasi yang tidak YA/
" | dapal dipublikasikan menurit TIDAK

Peraturan Menteri Pertanian yang ada.

BEE = e e L SR e B Y e



— @ -

Jikea va, sebutlkan Peraturan Menteri
Pertanian dimaksad

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak dapat
dipublikasikan menurut Keputusan
Menteri Pertanian yang ada. Jika ya,

sebutkan Surat Keputusan Menten T‘;r; ;K
Pertanian yang dimaksud

Apalah informasi yang dinngkaplan
merupakan informasi yang tidalk

dapat dipuhlikasikan. menurut Surat

Edaran Menteri Pertanian yang ada, YA /
Jika ya, sebutkan Surat Edaran TIOAK
Menteri Pertanian vang dimaksud

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak dapat
dipublikasikan menurut Peraturan YA S
Pejabat Eselon I di lingkungan TIDAK

Kementerian Pertanian yang ada. Jika.
Ya, sebutkan Peraturan Kasatker

s L A
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di lingkungan Kementerian Pertanian
dimaléud

Apakah informasi vang divngkaphkan
merupakan informaesi yang tidak
dapat dipublikasilkan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang
g, |lannya? Jika Ya, sebutkan Peraturan YA/
Perundang-undangan yvang lainnva TIDAK
yang dimaksud

Apakah infermasi vang diungkaplkan
merupakan informasi vang tidak
dapat dipublikasilkan menurit
Kebijakan Internal Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Pertanian.
Jika ¥a, sebutkan Kebijakan

Internal Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Pertanian dimaksad dan
alasan terbitnyva kebdjakan Lersehut,

[dalam membenkan alasan dapal
merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-
Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang berbunyd;
“informasi publik yang dikecualikan
bersifat rahasia sesual dengan

L <undang, leepatutan, dan
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kepentingan umum didasarkan
pada pengujian tentang konsekuensi
wvang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masvarakat

/| merta setelah dipertimbangkan

dengan seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada
membiikanya ataul sebalikaya)

10.

Apakah informasi yang diungkapkan
merupakan informasi vang tdak
dapat dipubhikasikan menurut
Kebijakan Internal Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Pertanian.
Jika ¥Ya, sebutkan Kebijakan

Internal Satuan Kerja di hngkungan
Kementerian Pertanian dimaksud dan
alasan terbitnya kebijakan tersebut.

(dalam memberikan alasan dapat
merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-
Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang berbunyi:
“Informasi Publik vang tidak dapat
diberikan oleh Badan Publik,
schagaimana dimalksud pads ayal
(1] adalah: a, informeasi yang dapat
membahayakan negara; b, informasi
vang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha darn persaingan
usaha tidak sehat; . informasi

YA}
TIDAK
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yang herkailan dengan hak-hak

pribadi; d, informasl yang berkaitan
dengan rahasia jabatan; dan/ atau e.
Informasi Publik yang diminta belum
dilcuasm atau didokumentasikan”.|

Kesimpulan Uji Konsekuensi;

Dapat Diaksss Oleh Publik/ atay Tidak

Dapat Diakses Oleh Publile *
*| Coret yang tidak perlu

T - [ T P
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KEFUTUSAN
KEPALA BIRO HUKUM
DAN INFORMASI PUBLIK
SELAKU PEJABAT FENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR: 116/Kpts/RC.200fA.3/11/2012

TENTANG

PANDUAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN UNTUK PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN

PERTANIAN,

Menimbang:

a.

RS o ey

bahwa sesual Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik telah mengatur Badan
Publik wajib mengumumkan lavanan infor-
TmAST;

bahwa untuk mengelola dan melayani
informasi publik telah ditetapkan Peraturan

Tses T AaAsEn 363
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Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/
OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Pertanian pada Pasal 24 Ayat (1)
PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup
Kementerian Pertanian wajib melakukan
monitoring dan evaluasi pelayanan infor-
masi publik, dan Ayat (4} monitoring dan
evaluasi serta laporan tahunan diatur melalui
Keputusan PPID Utama;,

bahwa berdasarkan pertimbangen scbagai-
mana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Panduan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik pada Kemen-
terian Pertanian;

Mengingat :

L

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten-
tang Keterbulkaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulkaan
Informast Publik (Lembaran Negara Tahun
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2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan [nformasi
Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun
2010 tentang Prosedur Penyelesaian Senglketa
Informasi;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Per-
mentan/OT. 140/ 10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 232/ Per-
mentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelo-
laan dan Pelayanan Informasi Publik di Ling-
kungan Kementerian Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/
Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dolumentasi
[PPID] Utama dan PPID Pelaksanan Eselon |
Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSHAN:
Menetapkan |

KESATU : Menerbitkan Panduan Maonitoring,
Evalusasi, dan Pelaporan untuk Penge-
lolaan dan Pelayvanan Informasi Publik
pada Kementerian Pertanian scba-
paimana lercanium dalam Lampiran
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vang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dengan Keputusan ini.

Panduan Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan untuk Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik pada
Kementerian Pertanian bertujuan
untuk memberikan petunjuk bagi
PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID
Pembantu Pelaksana dalam membuat
laporan tahunan pelayanan informasi
publik seria momtoring dan evaluasi
oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.

o Keputusan i mulal berlaku pada

tangeal ditetapkan

Ditctapkan di Jakarta

pada tanggal | Pebruar 2012

KEPALA BIRO HUKUM DAN INFORMAS]
PUBLIK SELAKU FPID UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

tid.

SUHARYANTO
NIP.19550804.198303. 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Ketua Komizi Informasi;

2. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID
Utama:

366 =~
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Sekretaris  Direktorat Jenderal/Badan/
Inspektorat Jenderal linglup Kementerian
Fertanian;
PPID Pelaksana Eselon | lingkup Kementerian
Pertanian,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM

A.

368

DAN INFORMASI PUBLIK SELAKU PE-
JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERI-
AN PERTANIAN NOMOR: 116/KPTS/
RC.200/A.3/11/2012 TENTANG PAN-
DUAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN UNTUK PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR  : 116/Kpts/RC.200/A3/
;2012
TANGGAL : 1 Pebruari 2012

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perwijudan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bertanggung jawah fgood governance|
merupakan tuntutan negara demokrasi seper-
ti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan supre- |
masi hukum serta melibatkan partisipasi
masvarakat dalam setiap proses kehbijakan
publik. Sebagal pijakan dalam mewujudkannya
adalah implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informas Publile (KIP) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksomaan UL KIP.

e — T P
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Kementerian Pertanian telah menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 ten-
tang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Prlaksanaan pengelolaan dan pelayanan infor-
masi publik dilakukan oleh Pejabat Penge-
lola Informasi dan Dokumentasi (FPID).
PPID Kementerian Pertanian  terdiri dari
PPID} Utama, PPID Pelaksana Eselon |, FFID
Pelaksana UPT, dan PFFID Pembantu Pelak-
sana. Lebih lanjut, FPID Utama dan PPID
Pelaksana wajib melakukan monitoring dan
evaluasi pelayanan informasi publil.

Pengelolaan dan pelayanan informasi
publik vang dilaksanakan oleh FPPID harus
senantiasa dimeonitor dan  hasil monito-
ring schagai bahan evaiuasi untuk menyvermn-
purnakan hal-lal yvang telah dilaksanalkan
dalam pengelolaan dan pelayanan infermasi
publikk. Acuan penilsian layanan informasi
publik yang menjadi salah satu indikator
keberhasilan pelayanan publik di Kementerian
Pertanian menjadi penting.

Sehubungan hal tersebut, maka periu
disusun Panduan Monitoring, Ewvaluasi,
dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pela-
yanan Informasi Publik pada Lingkungan
Kementerian Pertanian.
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Maksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan
bagi PPID di Lingkungan Kementerian Perta-
nian dalam melasksanakan monitoring dan
evaluas: sertn pelaporannya di unit kerja/anit
pelaksana tekius masing-masing.

Tujuan ditctapkan panduan ini agar PPID
di Lingkungan Kemenlernan Pertanian memiliki
pola dan . o1 kesamaan pandang
dalum L monitoring dan evaluasi
serta pelaporan.

Ruang Lingkup

Fuang lingkup Panduan Monitoring, Eva-
luasi, dan PFelaporan untuk Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik pada Ling-
kungan Kementerian Pertanian in adalah:
1} Monitoring Pengelolaan dan _Pelayanan
Informasi Publik, 2] Evaluasi Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik dan 3) Laporan
Pengelelaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Pengertian

1. Informasi adalah keterangan, pernyatasan,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengan-
dung nilai, makna, dan pesan, baik
data, fakin maupun R:njclaua.nn]ra' VAN
dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesual dengan perkembangan

L =
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teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik atau non-elektronilc,

Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penye-
lenggara danfatau penyelenggaraan
negara danfatau penyelenpgara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya,
serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.,

Monitoring disebut juga pemantauan
adalah kegiatan mengamati perkem-
bangan pelaksanaan rencana, mengidenti-
fikka=i serta mengantisipasi permasalahan
vang timbul dan/atau akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini munglkin,
Evaluasi adalah suatu penilaian dalam
kurun waktu tertentu yang mencoba
untuk menilai relevansi secara sistematis
dan chjektif, efisiensi, efcktifitas pelak-
sanaan, dan dampak/keberhasilan dar
program dan kegiatan yang sedang ber-
jalan maupun yang telah selesai.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
ratghaian kegiatan dalam rangka peme-
nuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan atau pelayanan

st 371



administrasi vang disediakan olch penyve-
lenggara pelayanan publik.

6. Pengelolaan Informasi Publik adalah
proses identifikasi, klasifikasi, dokumen-
tasi, penyimpanan, dan pelayanan infor-
masi publik.

7. Pelaporan adalah bentuk penyvampaian
informasi mengenai hasil pelaksanaan
program /kegiatan yvang dituangkan ke
dalam formulir yang telah ditentukan
secara berkala dan sesual dengan petun-
juk pengisiannyva schagal  bentuk per-
tangpungjawaban dan merupakan bukti
dar sectiap komponen kegiatan yang
menggunakan anggaran dari pemerintah,

& PPID adalah Pgjabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi yang bertanggung jawab
di hidang penyimpanan, pendokumen-
tasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Kementerian Perfanian,

BAB IT
MONITORING PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Prinsip Dasar Monitoring

Menitoring atau pemantauan diperhukan
sehagai bahan pengambilan keputusan untiik
penyempurnaan kKebhijakan maupun umpan
balik terhadap pelaksanaan keglatan vang
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sedang berjalan, Monitoring lebih memper-
hatikan input kegiatan, periode pelaksanaan
lebih pendek dan target lebih terfokus, Data
yang dipunakan berupa data internal kegiatan
itu sendiri, seperti laporan keuangan dan
input yang digunakan, Pemantauan terbatas
pada tahapan pelaksanaan, operasional, dan
pemeliharaan saat kegiatan berlangsung.
Monitoring dilakukan selama kurun walktn
kegiatan berlangsung dan memperbaiki kesa-
lahan apar pada akhir penyelesaian kegiatan
diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar.
Masalah ataupun potensi masalah dapat
terdeteksi sejak dini dan memberikan dasar
usaha perbaikan substansi maupun opera-
sional. Agar monitoring dapat efektif, diper-
lukan data awal, indikator kinerja vang jelas,
mekanisme atay prosedur pelaksanasn, dan
perencanaan scbaik mungkin,
Prinsip kegiatan monitoring adalah -

1. mencatat kegiatan secara lerus menerus
selama pelaksanaan;

2. mencatat hasil setiap periode disesuaikan
dengan  yang dircncanakan dalam
doloumen kegiatan;

3. mencocokkan antara biaya yang dikeluar-
kan dengan sasaran fisik yang dicapai;

4. membuat laporan kemajuan;

5, mengambil tindakan apabia pembiayasn
dan sasaran tidak sesuai, dan;
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6. mengidentifikasi masalah yang timbul dan
mencar solusinya.

Tujuan kegiatan monitoring secara umum
adalah:

1. memantau proscs dan kemajuan kinerja
kegiatan yang dicapai;

2. melaksanakan penilaian dan perbaikan
agar pelaksanaan kegiatan berjalan efisien
sesual dengan tujuan yang ditetaplkan;

3. menpgantisipasl secara dini terhadap
permasalahan dan kendala yang dihadapi
schingga dapat sepera dicari solusinya,
dan;

4. mendapatkan masukan informasi bagi
perumusan perencanasn berkutnya.

Pelaksanaan Monitoring di Kementerian
Pertanian

Pelaksanaan monitoring pengelolaan dan
pelayanan informasi di Kementerian Per-
tanian dilakulkan aleh PPID secara berjenjang.
PPID Utama memonitor PPID Pelaksana
Esclon | dan PFID Pi:ls_l}{sana UPT i Ling-
kungan Kementerian Pertanian. PPID Pelak-
sana Eselon | memonitor PPID Pelaksana UPT
dan PPID Pembantu Pelaksana di Eselon I
yang menjadi kewenangannya.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang
tahun anggaran dan minimal dilaksanakan
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gekali dalam satu semester atau dua kali
dalam setahun. Hasil monitoring digunakan
sehagai bahan identifikasi masalah yang
timbul dan bahan pengambilan keputusan
pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan
dan pelayanan informasi di unit kerja masing-
masing. Di samping itu, hasil monitoring juga
digunakan sebagai bahan laperan tahunan
pelayanan informasi,

Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mckanisme pclaksanaan monitoring dapat

dilakukan dengan 3 (tiga] cara sebagai beri-

ket

1. Kunjungan lanpgsung fon-sile} ke lokasi
pengelolaan dan pelayanan  informasi
publik di unit kerja,funit pelaksana teknis;

Z. Cnling melalul mitus web resmi unil kerja,
atan;

3. Menggunakan dokumen danjatau lapor-
an yvang disampaikan ke PPID yang mela-
kukan monitoring:

Monitoring Pengelolaan Informasi
Monitoring atau pemantauan yvang perlu
dilakukan dalam pengelolaan informasi pada
Kementerian Pertanian mencakup hal sebagai
berikat:

R T R R T e T e L 3T
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Penetapan peraturan mengenai Standard
COperational Procedure (S0P layanan
informasi publik,

Penunjukan dan pengangkatan PPID
{Pejabat Pengelola Informasi dan Doku-
mentasi) untuk melaksanakan tupas dan
tangpung jawab serta wewenangnya,
Fengembangan sistem informasi dan
dokumentasi yang dilakukan di masing-
masing PPID.

Form yang digunakan adalah Form 1A,

Form 1A. Monitoring S0P, PPID dan Sistem

Informasi dan Dokumentasi

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ...

276

Perargkat e a Yamg T Aencina
Mo Mater| Yarsg g Menetag- Tindak
Cilig | MosTanggal | TECURT | batan | CU |
1. |{soe :.
2 |PrD
3, | Sisterm
Infarmas
dan
Dokurmeniasi
4, Penganggaran dana pengelolaan informasi

dan layanan informasi publik di masing-
masing PPID.

Dengan mengpunakan Form 1B.

IRl RS s i LD T
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Form 1B. Monitoring Anggaran Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ...

Anggaran

Jurlsh (Bila Tersedia) | Rumusan Tindak
Tersecka | Tidak Tersedia l

5. Penvediaan sarana dan prasarana layanan
informasi publik (desk layanan informasi
publik, s=situs reami yang disediakan,
peralatan elektronik yang disediakan, dll).
Dengan menggunakan Form 1C

Form 1C. Monitoring Sarana dan Prasarana
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publilk

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ...

o Sarara dan Prasarans Jurnlah (Bila Tersedial HumuL;:nrjluT:!ﬂak
Tersedia | Tidak Tersedia

!

F

1

6. Peclaksanaan pengelolaan informasi
yang meliputi identifikasi bahan infor-
masi, klasifikasi informasi publik,

ST WAREEET TN T S T - 3”
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pendokumentasian dan  penyimpanan
informasi publik, penetapan Daftar
Informasi Publik yang dikuasai, pelayanan
informas1 publik, serta penanganan
sengheta informasi publik,

Menggunakan Form 1D

Form 1D. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ...

Walkidu Hambatan

Tahap Pelak- Pelak- Jurnlah Pelnk- Rencana

SAnaan o, Infmrmiass ety Tindak Lasjt

1| Identifiasi
Eshan Inforrnansi

7 | Klasifikasi
Infarmasi Publik

4 | Pendokumen-
taskas dan

Femyimpanan
Informas Publik

& | Daftar nformasi
Publik

Feleyanan
Inlarimasi Publik

& | Pemanganan
Senghets
Informas Publiy

T

Dukungan sumber daya manusia yang
dilibatkan dalam pengelolaan informasi
publil.

Mengpunakan Form 1E.
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Farm 1E. Monitoring SDM Pelaksanaan Penge-
lolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ...

No| Togashokok | Jabatan | PR | pendidikan

1. | Identrfikasi
Bahan Infiormasé

2, | Klasifikas
Imbarmas Publik

3. | Pendoky-
rmentasian dan
Penyirmpansn
Informasi Publik
4. | Pelayanan
informasi Publie

5 | Penanganah
Senghets
Informas Publik

8. ldentifikasi masalah yang timbul dan
saran tndak lanjut dalam pelaksanaan
pengelolaan informasi.

E. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Muonitoring atau pemantauan yvang perlu

dilakukan dalam pelayanan informasi publik

pada Kementerian Pertanian menggunakan

Furm 2 yang memuat hal sebagai berikut :
Jumlah pemohon informasi;

2, Jumlah informasi publik yang diminta
pemohon;

3. Jumlah informasi publik yang diberikan;
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4.
o

6.

Jumlah informasi publik yang ditolak;
Alasan umum penolakan informasi publil;
Jumlah sengketa informasi publik sampai
mediasi dan/atan ajudikasi di Komisi
Informasi, sengketa informasi publik yang
masuk ke peradilan,

Durasi pemenuhan permintaan informasi
publik.

Identifikasi masalah yang timbul dan
saran tindal lanjut dalam pelaksanaan
pelayanan informasi publik.

Menggunakan Form 2.

ST S e T
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Form 2. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Unit Kerja/Unit Palaksana Teknis ...

Perorangan/ Wakiu Pemrosesan IP
M Krlompok! Ko,
Mo, Penda- iy ey KTP P Fermber-
Mo | MG ot | Pemohanan | pagan dlnﬁ:ﬂ itahuan | Femank- | Peaye | Pene-
tnformasi Haskummy/ Surat Cvierima Brrags angan | rahan | kakan
Tugds s Waktu IF IP=}
fristans| fhia
1
2
3
*) Pilihan Jawazban:
A, IP yang dikecualikan menurut Pasal 17 UU KiP
3] 1P yanig dikecualikan menwrut Pasal UU lain
Z I yang dikecualikan menurut Hasil Uji Konsekuensi

't
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BARB II1

EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIE

A. Prinsip Dasar Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan setelah program
atau kegiatan berakhir guna menilai
capaian program/kegiatan, manfaal dan
kontribusinya dalam keseluruhan perkem-
bangan. Evaluasi dapat dilakukan secara
lebih selektif dengan pertimbangan dan
kriteria yanpg disepakati. DI samping itu,
evaluasi harus direncanakan dengan baik dan
indikator hasilnya hars dinyatakan dengan
jelas,

Kematan evaluasi berperan penting anta-
ra lain: (1} memberikan informasi dan
gambaran keberhasilan/kegagalan dan
kinerja program dari institusi; (2] bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan lkeegatan; (3) bahan ryjukan perencanaan
(alokasi anggaran dana dan kegiatan) serta
penyusunan kebijakan [4) sebagai bahan
referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegi-
atan, dan; (5] sebapai referensi pelaksanaan
kegiatan sejenis di tempat vang lain (analogi),
Dengan evaluasi dapat diketahui (1) pen-
capaian kinerja; (2] keberhasilan program
dan kegiatan; (3} gambaran potensi pengem-




@

bangan; dan (4] permasalahan vang dihadapi,
solusi yang dilakukan dan rekomendasi
perbaikan di masa mendatang.

B. Mekanisme Evaluasi Kinerja

Metode evaluasi dapat dilakukan melalui
berbagai cara antara lain: kunjungan lapang-
an, wawancara, serta melakukan peng-
kajian terhadap laporan hasil pelaksanaan,
Kajian dan analisis dilakukan terhadap
perkembangan realisasi kegiatan, capaian
pemanfaatan dana dan fsik kegiatan, manfat
dan dampale, permasahan serts kendala yang
dihadapi.

Secara umum pelaksanaan evaluasi dila-
kukan secara berjenjang, dimulan  dari level
pemerintahan yang lebih tinggi mengevaluasi
pelaksanaan di level bawshannya. Dalam
hal pengelolaan dan pelayanan informasi
publik Kementerian Pertaman, PPID Utama
mengevaluasi PPID Pelaksana, baik PPID
Pelaksana Eselon 1 maupun PPID Pelaksana
UPT. PPID Pelaksana Eselon | mengevaluasi
PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu
Pelaksana vang menjadi kewenangannya.

Evaluasi pengelolasn dan pelayanan infor-
masi publik di lngkungan Kementerian
Pertanian pada tingkat PPID Utama dan PPID
Eselon | dilakikan sekurang-kurangnya
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satu kali dalam setahun. Materi cvaluasi
dapat ditentukan sesual permasalahan
vang berkembang di lingkungan Eselon |
masing-masing atau minimal menyangkut
kelburangan fhambatan yvang dialami dalam
pengelolaan dan pelayananan informasi
publik di unit kerja masing-masing. Sedang-
kan fokus pelaksanazan evaluasi diatur
sebagai berikoat:

I. I tingkat Kementerian Pertanian
(PPID Utama) berfokus paoda capaian
kinerja benefit dan impact pada tinglkat
Kementerian dan oufcome pada tingkat
Eselon I. Uji petik pengumpulan data
dapat dilakukan di PPID Pelaksana Eselon
1 dan PPID Pelaksana UPT,

2. DM tingkat Eselon T (PPID Pelaksana
Eselon I) berfolkus pada capaian kinerja
outcome dan oulput pelaksanaan penge-
lolaan dan pelayanan informasi publik
Eselon 1 yang bersangkutan, Uji petik
pengumpulan data dapat dilalulkan di
PPID Pembantu Pelaksana Eselon | dan
PPID Pelaksona UPT yang menjadi kewe-
MLaT EAnTiya.

C. Ewvaluasi Pengelolaan Informasi

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam
pengeiolaan informasi pada Lingkungan
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Kementerian Pertamian, sekurang-kurangnya

adalah sebagai beriloat:

1. Pelaksanaan Standard Operational Proce-
dure (SOP) layanan informas: publile.

2. F'l:ran aktif PPID dalam melaksanakan tu-
ga.s dan tanggung _lawab scrta wmurna:‘tg—

nya.

8, Km:rja mstem informasi dan dokumenta-

81 yang dilalaukan di masing-masing PPID
Pelaksana.

4. Output dan outeome dari penganggaran

dana pembiayaan pengelolaan Lr:.t'ﬂrmagj

dan layanan informasi pubilk di mamng,

- masing PPID Pelaksana.

5. Peran sarana den p:asarana layanan in-
formasi pubiik yang tersedia dalam mem-
bantu kelancaran layanan kepada ma-
syarakat tentang informasi publik.

f. Hambaran atau pendorong pelaksanaan
pengelolaan informasi yang menvanghut
sarana dan SDM vang dilibatkan.

Evaluasi Pelayanan Informasi Publilk

Evaluasi pelayvanan informas1 publik im
merupakan kuneci dari pelaksanaan penge-
lolaan dan pelayanan informasi publik pada
Kementerian Pertanian karena hasil evaluasi
vang dilakukan akan menggambarkan nilai
layanan informasi publik dan menjadi salah

BT - L ol 2 e 1 . - r 3BE
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satu indikator utama keberhasilan pelayanan
publik di Kementerian Pertanian.

Nilai layanan informasi pubhik menggam-
barkan kecepatan waktu yang diperoleh
bagi masyarakat (pemchon informasi] untuk
mendapatlkan informasi publik yang diminta,
Semakin singkat waktu yang diperoleh
menggambarkan semakin bailnya pelayanan
publike.

Penilaian layanan informasi publik meng-
gunakan skala dengan kriteria Thasil
penilaian adalah: (1) sanpat burul, (2] buruk,
(3] cukup, (4] baik, dan |5} sangat baik. Hasil
penilaian dapat dihitung setiap saat maupun
setelah melakukan pelayanan informasi
publik selama satu tahun. Sebagai simulasi
penilaian layanan informasi publik, berilkout
disampaikan contoh data layanan informasi
yang disajikan pada Tabel 1 s.d. Tabel 4 di
bawah ini,

AR, Al e b A s 6 s L % iy e T,
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Tabel 1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

JUBALAH

FROGES LATANAN [T [INFOREAS] PLIELIK)

wo | unnr | e | PrPeNub | oustkan | oo ALAEAN PENDLAKAN

s PAEAL 1T | LULAIN | ctrms | 8 | DiRuASAl
1| sanuan ' o ) v o 0 ] F
3 PEERLMRN L} & t & 4] a o 1 3
3 AARET H!) 10 H B () a ] L i
i AR 14 16 s} ] [ =] 1] (] 3
5 MIE] i 13 ¥ ] 1] a o i i
(] BNl il 15 1 ] g Q o a a
r lmu 7] 15 M P P a ) 3 1
B AGLUSTUS 4 18 L a [ 1] o a 1]}
5 | SEPTEMBER T} 1 B o o [ r 1
b [ DOETOBER n 15 12 L [ [&] 1] 4 o
i1} MOVEMRER ] 20 1 K 1 [+ ] @ 5]
12 DESEMBER ] L] a ] U (] a (n] o
ToTAL 230 147 w PP [ o ] Py "

i,
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WWAKTU PEMENUMAN INFORMASE PUBLIK

ums amens GEE

e

e L

o

Mo | unwn | RE [ amam | aseam | croman | mezean | e
[AAIK SERALL ARAIK] (CUKLE) (BURLFK] |BLARLIE SEXALL

1 JAMLUAR 5 4] o ¥ 5 o)

2 PERRLIAA] B D o & 0 o

3 MARET o D B & 4 D

4 APRIL 16 b o 10 & 1]

5 MEI 13 o o 1n 3 o

B | JLME 15 o o & L] 1

7| 15 o 0 12 3 o

# AGLISTUS 16 o o 13 3 o

o SEFTEMBER 16 o o L 3 3

10 | OETO8ER 15 L] o 5 3 3

11 | NOVEMBER 20 0 18 3 o o

13 | DESEMBER a L 15 o g o
TOTAL 47 Q2 33 87 i3 7

sl e
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o
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Tabel 3. SKOR PENILAIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMILALAN
JMIL HARI RATA-RATA
PERSEN KRITERIA
1 100 SANGAT BATK
95,00
? a0 SANGAT Bass
3 a0 BAIK
A a5 BAIK /1,67
5 80 BAIK
] 75 CUKLP
7 7 CUKLP
B £5 CUKLP W0
9 &0 CUKLP
10 55 BLISLIK.
11 50 BUHRLE
12 45 BLIRLIK 45,00
| 13 40 BURLIK
14 £ BLIRLIK
15 El] SANGAT BLAUE
18 25 SANGAT BLIAUK
¥l 20 SANGAT BLIRUK o
18 5 SANGAT BURUK
15 ] SANGAT BLRUK
Eli] 5 SANGAT BURUK

BT ¥ PR S =T * 389
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Tabel 4, PENILAIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

WAKTU PEEMLIAAN IPORMAS] PLIBLEE

o WRALAM ﬁTP:T:i 1-2 Hael e B8 ThAT }:.I..I:I
v 30| | | Sl

BURLE|

1| anuam 3 b o [] 5 8

P T £ 0 0 o 0

3 | MASET L] ] o & '] Q

+ APRIL L1 o u mw & a

s |me 1 0 ] 10 3 0

] Lt 15 i} 1] ¥ 5 1

e 13 i U i : [

B ACAFETLUS ia H 1] gk L] n

o [someneen [ 16 ] B w0 | 3 |

10 | ORTOEER 15 1] ] g 2 ]

i1 | NOVEMEER 20 ] {1 1 a 1

72 | DESEMBER [ o 15 o [} 0

TOTAL 147 L] 33 &7 a5 7

SHOR AATASHATA sso0 | miE7 | evso | ase0 | 17s0

e 1= TOTAL | g0 | ases11 | 587350 | 15v7sea | 12250

JUMLAH HILAL PIMENOHAN 1P| 10288,17

HILA LAYANAN 1P =

JUMLAH MILAI PEMENUHAMIP | 6983

1 TOTAL
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BAB IV

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

A. Prinsip Dasar Laporan

Laporan merupakan bentuk pertanggung-

jawaban dan merupakan bukti dari setiap

komponen kegiatan yang menggunakan
anggaran dar pemerntah. Laporan penge-
lolaan dan pelayanan informasi publik pada

Kementerian Pertanian disajikan dalam

bentuk laporan monitoring dan evaluasi.

Sementara laporan monitoring dan evaluasi

pengelolaan dan pelayanan informasi publik

selirang-kurarsnya berisi tentang:

1. Gambaran umum kebijakan pengelolaan
dan pelayanan informasi.

2, Gambaran umum pelaksanaan penge-
lolaan dan pelayanan informasi, antara
lain:

a. sarana dan prasarana pelayanan dan
pendokumentasian informasi publik;

b. kondisi sumber daya manusia vang
dimiliki untuk pengelolaan informasi
dan pelayanan informasi publik;

c. angparan dana dan laporan pengguna-
annya dalam ranpka pengelolaan infor-
masi dan pelayanan informasi publik.
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Rincian materi laporan pengelolaan
informasi dan pelavanan informasi publik.
yang meliputi;

a.

b,

G

d.

Jumlah permintaan informasi;

Waktu rata-rata vang diperlukan
dalam memenuhi setiap permintaan
informasi;

Jumlah pemberian dan penolakan
permintaan informasi publik;

Alasan penolakan informasi publile.

. Rincian tentang penyelesaian sengketa

informasi yang meliputi:

a.
k.

£,

f.

Jumlah keberatan yang ditcrima;
Tanggapan atas keberatan yang diberi-
kan dan pelaksanaannysa;

Jumlah sengketa informasi berwenang
yang masuk ke Komisi Informasi,

. Hasil keputusan Komisi Informasi

menvangkut mediasi atau adjudikas
dalam penyelesaian sengketa informasi
yang berwenang;

Jumlah gugatan vang diajukan ke
pengadilan;

Hasil putusan pengadilan dan pelak-
SAnAANDYA.

Kekurangan dan hambatan yvang dialami
dalam menjalanlkan pengelolaan informasi
dan pelayanan informasi publik.

Saran yang diusulkan dan rekomendasi
yang dihasilkan,
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B. Laporan Tahunan PPID

PPID Utama, PPID Pelaksana, dan FPID
Pembantu Pelaksana Lingkup Kementerian
Pertanian wajib membuat laporan tahunan
sﬁhagai pertanggunﬁjnwabnn pengelolaan
informasi dan pelayanan informasi publik

di

unit kerja masing-masing. Mekanisme

penyampaian' laporan dilakukan secara
berenjang dan diatur sebagai berikut

Laporan tahunan PPID Pelaksana UPT dan
FPID Pembantu Pelaksana disampaikan

ke PPID Pelaksana Eselon | sesuai kewe-

nangannya, sclambat-lambatnya satu
bulan setelah tabhun pelaksataan ang-
garan beralchir,

PFID Pelaksana Eselon | menyerahkan
kepada PPID} Utama paling lambat 2
[dua) bulan setelah tahun pelaksanaan
anggaran berakhir.

PPID Utama melaporkan kepada Menter
Pertanian melalui atasan PPID Utama
paling lambat 3 (tiga] bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran berakhir
dan salinannya disampaikan ke Komisi
Informasi.

. Semua Laporan Tahunan PPID tentang

pengelolaan informasi dan pelavanan
informasi publik juga diumumkan ke
publik melalui situs web resmi masing-
masing unit kerja.

R T N T i M s RS
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PENUTUP
Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada
Kementerian Pertanian merupakan salah satu
implementasi Permentan Nomor 32/Permentan/
0OT.140/ 5/2011 yang merupakan amanah
Undang-Undang tentang Keterbukasn Informasi
Publik. Panduan ini akan memudahkan PFPID
pada Kementerian Pertanian dalam pelaporan
pengelolaan informasi dan pelayanan informasi
publike.
Kriteria pelayanan informasi publik bidang per-
tanian dapat dipertangegungawabkan dan dapat
dinilai denpan mudah.
FPID Pelaksana Eselon | melakuokan bimbingan
teknis kepada PFID UPT dan PPID Pembantu
Pelaksana yang menjadi kewenangannya untuk
melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi
pulbilile.
Setiap Unit Kerja Eselon [ dapat mengalokasikan
anggaran dana guna pelaksanaan pengelolaan
dan pelayvanan informasi.
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Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Eeterbuksan Informasi Publik
1. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu?
Jawab [J) : UU KIP adalah undang-undang

vang memberikan jaminan terhadap
warga negara Hl untuk memperaleh

- Informasi Publik dalam rangka

mewujudkan serta meningkatkan
peran serta aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan negara, baik pada
tingkat pengawasan pélaksanaan
penyelenggaraan negara maupun
pada tingkat pelibatan masyarakal
dalam proses pengambilan kepu-
tusan publik.

Selain ita, UU KIP adalah undang-
undang yang memberikan kewajiban
kepada Badan Puhblik untuk mem-
buka akses atas Informasi Publil
yvang terkail dengan Badan Publik
tersebut untuk masvarakat luas,
balk secara aktil (tanpa didahului
permohonan) maupun secara pasif
(dengan permohonan oleh pemohon
[nformasi Publik).
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Kapan UU KIP disahkan dan mulai ber-
laku?

: UU KIP disahkan pada 30 april 2008
dan mulai berlaku 2 tahun setelah
diundangkan, vaitu pada 30 April 2010,

: Prinsip-prinsip apa yang dianut UU
KIP?

©e © 8

: Prinsip-prinsip dalam UU KIP, yainu

l. Moximouum Access Limited Exermgpation
(MALE], yaitu: akses scluas-luasnya
terhadap Informas: Publik dengan
pengecualian wvang ketat dan
terbatas;

2. Akses yang murah, cepat tepat
wakiu, utuh, akurat, dan dengan
cara yvang sederhana;

2, Informasi Proakuf, artinya Badan
Publik mengumumkan Informasi
Publik tanpa harus dengan
pemohon;

4. Penvelesaian sengketa yvang cepat,
kompeten, dan independen, arti-
nya sengketa Informasi Publik dise-
lesaikan dengan cepat oleh komisi
yang independen [Komisi Informasi);
dan

5. Pengenaan sanksi bagl penghambat
akses Informasi Publik.
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4. (T): Apa tujuan UU KIP?
(1) : UU KIP bertujuan untuk:

1:

Menjamin hak warga negara untuk
mengetahul rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan pub-
lik:

. Mendorong partisipasi masyarakat

dalam proscs pengambilan kebijakan
publik;

Meningkatkan peran aktif masya-
rakat dalam pengambilan kebijalkan
publik dan pengelolaan Badan
Publik vang haik;

Mewujudkan penyelenggaraan nega-
ra yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggung jawabkan;

. Mengembangkan ilmu pengetahuan

dan mencerdaskan kehidupan bang-
sa; danfatau

. Meningkatkan pengelolaan dan

pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.

5. @ ¢ Apa yang dijamin dalam UU KIP?
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Secara garis besar, terdapat empat hal
utama yang dijamin dalam UL KIP,

1, Hak setiap orang untuk memperoleh
Informasi Publik sesum aturan UU
KIF;

2. Kewajiban Badan FPublik menye-
digkan dan melayani permohonan
Informasi Publik secara cepat, tepat
wakiu, biayva ringan/proposional,
dan cara sederhana;

3. Pengecualian I[nformasi Publik
bersifat ketat dan terbatas;

4, Kewajiban Badan Publik untuk
membenahi sistem dolumentasi dan
pelayanan Informasi Publik.

: Sejauh mana UU KIP mengatur dan

menjamin  keterbukaan  Informasi
Publik ?

Pada prinsipnya, UU KIP tidak hanya
mengatur mengenai hak publik untuk
Lembapa tersebut melaksanakan
satu atau lebih fungsi negara sebagai
badan Memperoleh Informasi Publik
dan kewsajiban Badan Publik uniuk
menyediakan dan  mengumumban
informasi  Publik, tetapi  juga
mengatur jaminan bagl publik untuk
mengajukan keberatan dan gugatan
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apabila mendapat hambatan dalam
memperoleh Informasi Publik.

Informasi dan Informasi Publik

1, @:
@ :

Apakah yang dimaksud dengan Infor-
masi?

Informasi adalah keterangan, per-
nyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yvang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun pen-
jelasannya yang dapat dilihat, didengar,
dan dibaca wyang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi infor-
masi dan komunikasi secara elektromic
ataupun non elektronik.

: Apa yang dimaksud dengan Informasi

Publik?

. Informasi Publik adalah informasi

yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, Dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publile yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyvelenggaraan
negara danfatau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lain-
nya vang secsual dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik serta

e s T A LA i, AR 39
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informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan Publik.

3. ; Apakah seluruh Informasi Publik
adalah informasi vang dapat diakses
aleh Publik 7
@: Ya. Selurubh Informasi Publik dapat
diakses oleh masyarakat, kecuali vang
dikecualikan /rahasia,
Badan Publik

1.

400
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Apakah yang dimalsud dengan Badan
Publik dalam UU KIP ?

Badan Puhlik adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatil, dan
badan lainnya vang Dberfungsi dan
tugas pokoknva berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau scluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah, atau organisasi
non pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan
dann belanja daerah, sumbangan ma-
gyarakat, dan/atau luar negeri.
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Definisi Badan Publik dalam UU KIP
tidak mencakup partai politik dan
BUMN/BUMD. Apakah partai politik,
BUMN /BUMD termasuk sebagai Badan
Publik vang dibebani kewajiban melak-
sanakan UL KIP ?

¢ ¥a. Meskipun dalam definisi Badan

Publik tidak menyebutkan partai
politik dan BUMN/BUMD, tetapi dalam
Batang Tubuh UU KIP disebutkan
bahwa partai (Pasal 15 UU KIF} dan
BUMN/BUMD [Pasal 14 UU KIP
memilikd kewajiban menvediakan Infor-
masi Publik sesual yvang disebutkan
dalam pasal tersebut.

: Apa saja ruang linglup Badan Publik?

Ruang lingkup Badan  Publik
mencakup:

Lembaga ekseloatif;

Lembaga legisiatil;

Lembaga yudikatif;

Badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penve-
lenggaraan negara, yang sebagaian
atau secluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

B b
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Organisasi non pemerintah sepan-
jang sebagian atau seluruh dana-
nya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara
dan/atay anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sumbangan masya-
rakat, dan/atau luar negeri;

Partai politik; dan

Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah.

: Apa kriteria untuk menentukan ruang
lingkup Badan Publik?

: Kriteria untuk menentukan mang
lingkup Badan Publik vang dibebani
kewjiban Melaksanakan UU KIP dapat
dilihat pada Pasal 1 angka UU KIP,
yaitu;

L.

Badan publik vang fungsi dan
tugasnya berkaitan denpgan pe-
nyelenggaraan negara, baik ckse-
koatif, legislatif dan yudikatif mau-
pun badan lainnya, yang menerima
dana dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja nasional (APBN] maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD] baik sebagian
maupun seluruhnya;

Badan non penyelenggara negara
atau organisaszi non pemeérintah
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yvang schagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN/APRD,
sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

Selain kriteria di atas, untuk mencn-
tukan soatu badan hukum menjadi
Badan Publik yang dibebani tanggung
jawab melaksanakan UL KEIP atau tdak,
maka dapat’ dilakukan melalui pen-
dekatan fungsi. Terdapat empat fungsi
yang dipemn]mn oleh Badan Publik:

1. F‘ungs; rggulast pengaturan, per-
izinan, dan penvelenggaraan peme-
rintahan negara;

2. Fungsi #]n_kaxi untuk mengelola
dan mendayagunakan sumber daya
alam;

3. Fungsi djstribusi untuk memenuhi
pelayanan kebutuhan publik dan
pemefataan pembangunan;

4. Fungsi stabilisasi untuk kepentingan
pm‘tsdmnai] dan kcumanan moneter,
dan fiskal,

Dengan !pendekatanfungsi di atas,
secara ideal, penentuhn rsaatu lembaga
menjadi Badan  Publike yang dibebani
kewajiban! mélaksanalean UU KIP atau
tidalk dapat’ ditelodeamdengan mem-
perhatikan kriteria berilait:

KR e P 403




l. lembaga tersebut memiliki kewe-
nangan untuk mengeluarkan
kebijakan publik yang memaksa.
Termasuk dalam kriteria ini ada-
lah membuat suatu kebijakan
berupa regulasi yang menyanghkut
penyelenggaraan negara yang
mengikat dan memaksa publik.
Misalnya, membuat peraturan per-
undang-undangan atau petunjuk
atau pedoman yang berlaku dan
memaksa publik untuk menaati dan
menjalankannya;

2. lembaga tersebut melaksanakan
satu atau lebih fungsi negara seba-
gal badan hulcum publik;

3. lembaga tersebut memperoleh kewe-
nangan secara atributif, delegatif,
mandat atau konsesi yang ditujukan
untuk menjalankan kepentingan
umum /pelayanan kepentingan
umum. Kewenangan demildan dapat
berasal dari peraturan perundang-
undangan, dari penugasan oleh
keputusan pejabat yang berwenang
atau kewenangan yang timbul akibat
adanya kerjasama antara peme-
rintah dan badan publik untuk
menjalankan fungsi penyelenggara
negara.
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Dengan pendekatan fungsi tersebut,
lembaga-lembaga vang menjalankan
fungsi-fungsi negara/penyelenggara
negara dibebani kewajiban melaksa-
nakan UU KIP dan peraturan pelaksa-
NAAnnya.

Apakah Komisi Informasi dapat
menetapkan suatu lembaga menjadi
Badan Publik suatu lembaga menjadi
Badan Publik szebagaimana diatur
dalam UU KIP?

: ¥Ya. Dalam proses pemeriksaan dan

penyelesaian Sengketa Informasi
Publik, Komisi Informasi dapat ter-
lebih dahuly memeriksa dan menetap-
kan kualifikasi suatu lembaga apakah
termasuk Badan Publik atau tidak
berdasarkan UU KIP sebelum meme-
riksa materi sengketanya.

Apa kewajiban Badan Publik ?
Kewajiban-kewajiban Badan Publik
antara lain:

1. menyediakan dan memberikan
Informasi Publik, bailk secara alctif
{tanpa melalui permohonan) mau-
pun secara pasifi (dengan per-
mohonan|;
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membangun dan mengembangkan
sistern informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik
secars baik dan efisien;
menetapkan peraturan mengenai
standar prosedur operasional layan-
an Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang herlaku.
menetapkan dan memutakhirkan
secara berkala Daftar Informasi
Publik ataz seluruh Informasi
Publik yang disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima Badan
Publik:

menunjuk dan mengangkat PPID
untuk melaksanskan tupgas dan
tanggung jawab serta wewenang;
menyedialkan sarana dan prasarana
layanan Informast Publik, termasuk
papan pengumuman dan meja
informasi di setiap kantor Badan
Publil, serta situs resmi bagi Badan
Publik Negara;

menetapkan standar bhiaya per-
olehan salinan Informasi Publik;
mengangegarkan pembiavaan secara
memadal bagi lavanan Informasi
Publik sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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memberikan tanggapan atas kebe-
ralan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

Membuat dan mengumumkan lapor-
an tentang layanan Informasi Publik
sesuai dengan Peraturan ini serta
menyampaikan salinan laporan
kepada Komisi informasi; dan

. Melakukan evaluasi dan peng-

awasan terhadap pelaksanaan la-
vanan Informasi Publik pada ins-
tansinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

1. (T): Siapakah PPID?

{.D : PPID adalah pejabat vang bertangpung
jawab di bidang penyvimpanan, pen-
dokumentasian, penyediaan, dan/fatan
pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggung jawah langsung
kepada atasan PPID.

©e

di

: Apa tugas dan tanggung jawab PPID?
: Secara ummm, PPID bertanggung jawab

bidang layanan Informasi Publik

vang meliputi proses penyimpanan,

L
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pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik.

Tanggung jawab PPID dalam rangka
penyimpanan dan pendokumentasian
Informasi Publik;

1. PPID bertanggung jawab mengkoor-
dinasikan penyimpanan dan pen-
dokumentasian seluruh Tnformasi
Publik yang berada di Badan Publik,

2. Dalam rangka tanggung jawab pe-
nyimpanan dan pendokumentasian,
PPID bertugas mengkoordinasikan
penpumpulan secluruh Informasi
Publik secara fisik dari setiap unit/
satuan kerja yang meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia
sctiap saal;

¢, Informasi terbuka lainnya yang
diminta Pemohon Informasi
puhlibe.

Dalam rangka tanggung jawab pe-
nyimpanan dan pendokumentasian,
PPID bertugas mengkordinasilean pen-
dataan Informasi Publik vang dikuasai
pleh setiap unit/satuan kerja di Badan
Publik dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik
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setelah dimuta];hirk;an oleh pimpinan
masing-masing unit/satuan kerja
sekurang-kurangnya 1 {sam) kali dalam
sebulan.

Tanggung jawab. PPID dalam rangka
penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik:

1.

PPID hertanggung jawab mengkoor-
dinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik di bawah
penguasaan  Badan Publik yang
dapat diakses oleh publil.

Dalam rangka tanggung jawab
penyediaan dan pelayanan scluruh
Informas=s1 Publik, PPID bertugas
mengkoordinasikan penyediaan
dan pelayanan Informasi Publik
melalui pengumuman danfatau
permohonarn.

Dalam hal kewajiban mengumumkan
Informasi Publik, PPID bertugas untulk
mengkoordinasikan:

a, Pengumumean Informasi Publik mela-

lui media yang secara efektif dapat
menjangkau  seluruh pemangku
kepentingan ; dan

Penyampaian Informasi Publik
dalam bahasa Indonesia vang seder-

b AT L R T . B LW AR 0D
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hana dan mudah dipahami serta
mempertimbangkan penggunaan
bahasa lokal yang dipakai olch pen-
duduk setempat.

Dalam hal aﬁa.nya permohonan Infor-

masi Publik, PPID hertugas:

a,

mengkoordinasikan pemberian Infor-
masi Publik yang dapat diakses oleh
Publik dengan petugas informasi di
berbagal unit pelayanan informasi
untuk memenuhi  permohonan
Informasi Publik;

. melakukan pengujian tentang konse-

kuensi yvang timbul sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 UU KIP sebe-
lum menvatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan;

menyertalan alasan tertulis penge-
cualian Informesi Publik secara jelas
dan tegas, dalam hal permohonan
Informasi Publik ditolak;

. Menghitamkan atau mengaburkan

Informasi Publik vang dikecualikan
beserta alasannya ; dan
Mengembanglkan kapasitas pejabat
fungsional dan/atau petugas infor-
masi dalam rangka peningkatan
kualitas layanan Informasi Publik.
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Tanggung jawab PPID dalam rangka
pengelolaan keberatan:

Dalam hal terdapat keberatan atas
penyediaan dan  pelayanan  Infor-
masi Publik, PPID bertugas meng-
koordinasikan dan memastikan apar
pengajuan keberatan diproses berdasar-
kan prosedur penyelesaian keberatan
apabila permohonan Informasi Publik
ditolak,

Apa wewenang PPID?
PPID berwenang:

1. Mengkoordinasikan setiap unitf
saluan kerja di badan publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi
publik;

2, Memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak
melalui pengujian tentang kon-
sckuensl schagaimana dimaksud
Pasal 17 UU KIP dengan seksama
dan penuh ketelitian;

3, Menolak permohonanan Informasi
Publik seeara tertulis apabila Infor-
masi yang dimeohon termasuk infor-
masi yang dikecualikanfraha-
sia dengan disertal alasan serta
pembernitahuan tentang hak dan tara

w411



cara bagi pemchon untuk meng-
ajukan keberatan atas penolakan
teraebut; dan

4. Menugaskan pejabat fungsional
danfatan petugas informasi di
bawah wewenang dan koordinasinya
untuk membuat, memelihara, dan/
atau memutakhirkan Daftar Infor-
masi Publik secara berkala se-
kurang-kurangnya 1 (satu] kali
dalam sebulan (dalam hal Badan
Publik memiliki pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi).

4, (T): Kepada siapa PPID mempertanggung

5

413

@ :

@ :

@ :

jawablkan pelaksanaan tugas, tangpung
jawab, dan wewenangnya?

PPID bertanggung jawahb kepada atazsan
PPID dalam melaksanalkan tugas, Tang-
pung jawab, dan wewenangnya.

Apakah UU KIP mengamanatikan jabat-
an PPID sebagai jabatan struktural
baru yvang terpisah dari jabatan struk-
tural lain yang telah ada?

Tidak, Fungsi PPID dapat dilakukan
aleh pejabat yang telah ada. Mamun
demikian, baik’ UU KIP maupun Per-
aturan Komisi [Informasi tentang
Standar Layanan Informasi Publik
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(PERKI) tidak membatasi Badan Publik
untuk membangun dan mengem-
bangkan organisasi pelayanan Infor-
masi Publik pada masing-masing
Badan Publik. Hal ini karena tujuan
utama dari UU KIP dan PERK] adalah
memberi jaminan dan kepastian agar
masyarakat mendapatkan Informasi
Publik vang mereka butuhlean.

Apakah FPID harus merupakan jabatan
struktural baru yang terpisah dari
jabatan struktural lainnya ?

: Tidak, Namun demikian, dalam hal

Badan Publik menilai bahwa mereka
perlu Untuk membentuk organizasi
pelayanan Informasi Publik yang ter-
pizah dengan jabatan strukturalf
organisasi lain vang telah ada, maka
Badan Publik dapat membangun dan
mengembangkan organisasi tersebut,
Tetapi wajib diingat bahwa yang ditun-
tut dalam pelayanan Informasi Publik
adalah efektivitas dan efisiensi pela-
yanan Informasi Publik.

: Bagaimana Badan Publik menunjuk

atau menempatkan PPID ?

: Berikut ini beberapa hal yvang harus

diperhatikan Badan publik terkait
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dengan penunjukan dan penectapan
PPID;

1. Penunjukkan dan penetapan PPID
diserahkan kepada masing-masing
Badan publik.

2. Fungsi PPID dapat dilakukan oleh
pejabat yang telah ada. Dengarni kata
lain, fungsi PPID dapat dilekatkan
pada tugas pokok dan fungsi
[tupoksi] pejabat yvang telah ada,

3, Penunjukkan dan penectapan FPID
dilakukan berdasarkan analisa
tugas, tanggung jawab, dan kewe-
nangan PPID sehagaimana diatur
dalam UU KIF dan MPERKI. Sehinpga
berdasarkan beban tugas, tanggung
jawab, dan kewenangan tersebut,
Badan Publik dapat menentukan
kualifikasi pejabat mana yang dapat
ditunjuk dan ditetapkan sebagai
PPID.

4. Penunjukan dan penctapan PPID
harus dilakukan dengan memper-
timbangkan rentang kendali/le-
wenangan yang dimiliki pejabat
tersebut untulk melakukan koor-
dinasi antar bidartgfunit atau divisi
pada Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan pelayanan Informasi
Publik.

414 =
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5, Pejabat yang ditunjuk dan ditetap-

kan sebagai PPID harus memiliki
kompetensi tidak hanya terbatas
pada bidang informasi dan doku-
mentasi tetapi juga substansi terkait
dengan informasi yang dikelola
Badan Publik.

¢ Apakah Badan Publik dapat menunjulk

lebih dari satu PPID ?

2.

: Ya, tetapi Badan Publik harus:
1.

Menetapkan PPID Kepala dan PPID
Pelaksana

Menetaplean tugas, tangeung jawabh,
dan wewenang masing-masing FFID
Kepala dan PPID pelaksana;
Menectapkan garis rentang koordi-
nasi antara PPID Kepala dan Pelal-
sana.

Bagaimana contoh struktur bagan PPID
dalam hal Badan Publik menunjuk
lebih dari satu PPID dan melckatkan
fungsi PPID pada jabatan yvang telah
ada?

(1) : A. Badan Publik dengan banyak Unit/

Satuan Kerja

1. PPID melimpahkan seluruh
wewenangnya kepada PPID
Pelaksana -

Y- — = 418
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Keterangan:
1. Tanggung jawab PPID Utama:

a. Mengkoordinasikan penyim-
panan, pendokumentasian,
penyedigan, dan pelayanan
Informas: Publik yang dihasil-
kan, disimpan, dikclola, diki-
rim, dan/fatau diterima oleh
Badan Publik;

b, Mengkoordinasikan PPID pe-
laksana dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik;

e, Mendelegasikan scbagian ke-
wenangan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik
kepada PPID Pelaksana, ter-
masuk kewenangan pengujian
tentang konsekuensi; dan

d. Mengkoordinasikan pelayanan
Informasi Publilc

2. Tanggung jawab FPID Pelaksana:

a. PPID Pelaksana bertugas

melaksanakan peonyimpanan,

pendokumentasian, penye-

diaan, dan pelayanan Informasi

Publik yang dihasilkan, disim-

pan, dikelola, dikirim, dan/

atau diterims oleh Badan

Publik sesual dengan kewe-
Nangannya;
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b, Melaksanakan kewenangan

PRI} Kepala yang didelega-
sikan kepadanya, termasuk
kewenangan pengujian tentang
konsekuensi sesual dengan
sesuai dengan kewenangannya;
dan

Melaksanakan pelayanan Infor-
masi Publilk.

. Tanggung jawab PPID Pelaksana:
a

FPID Pelaksana bertugas me-
laksanakan penyimpanan,
pendokumentasian, penye-
diaan, dan pelayanan Informasi
Publik wyang dihasilkan, di-
simpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterimea oleh Badan
Publik sesuai dengan kewe-
nangannys;

Melaksanakan kewenangan
PPID Kepala yang didelegasi-
kan kepadanya, termasuk
kewenangan pengujian tentang
konsekuensi sesuai dengan
sesnai dengan kewenangannya,
dan

Melaksanakan pelayanan Infor-
masi Publik.

PPID melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada PPID
Pelaksana

T T L e e 417
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Keterangan:

1. Tanggung jawab PPID Kepala:

a. Mengkoordinasikan penyim-
panan, FPendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan In-
formasi Publik yang dihasillean,
disimpan, dikelela, dikirim,
dan/atau diterima oleh badan
publik;

b, Mengkoordinasikan  FPID
Pelaksana dalam melaksana-
kan pelayvanan informasi
Publik,

¢ Mendelegasikan sebagian ke-
wenangan Pengelolaan dan
pelayanan Informasi publik
kepada PP pelaksans, selnin
kewenangan pengujian tentang
konsekuensi; dan

d. Mengkoordinasikan pelayanan
Informasi Publik,

B. Badan Publik dengan sedikit atau

satu unit/satuan kerja
Keterangan: -

PPID dalam skema ini sekalipus
merangkap sehagai Petugas Informasi
yang  hertugas melaksanakan
penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik vang dihasilkan, disimpan,
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dikelola, dilirim, dan/atau diterima
oleh Badan Publik. Selain itu, PPID
dalam skema ini bertugas mela-
kukan pengujian konsekuensi untuk
memutuskan suatu informasi dike-
cuahkan atau terbuka uniuk diakses
Publik.

Apa saja kelengkapan personcl PFID
dalam melaksanakan lugas, tanggung
jawab, dan wewenangnya ?

PPID dapat dibantu pejabatl lungsio-
nal danfatan petugas informasi
dalam Meclaksanakan tupas, tang-
gung jawab, dan wewenangnya.
MNamun demikian, Badan Publik haris
mempertimbanglkan unfuk mendayva-
gunakan dan meningkatkan kapsa-
gitazs Sumber Daya Manusia vang
telah ada. Selain itn perlu diper-
timbangkan pula ketersediaan sumber
daya seperti anggaran dan [asilitas
untuk memberikan dukungan bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi PPID
gerta bagi kepentingan layanan Infor-
masi Publik,

Dalam hal PPID memiliki personel, apa
tugas dan tanggung jawab masing-
maszing personel PPID rersebut?
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Tugas dan tanggung jawab personel
PPID adalak membantu PPID dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan dalam menyeleng-
garakan lavanan Informasi Publik,

Hlasifikasi Informasi Publik

12. (T) :
@ :

13. (T) :

890 s U L " AP o

Klasifikasi Informasi Publik apa saja
vang diatur dalam UU KIP?

Klasifikasi Informasi Publik dalam UU
KIF:

l. Informasi Publik yang Wajib Dise-
diakan dan Diumumkan Secara Ber-
kala;

2. Informasi Publik wvang Wajibh Di-
umumlkan Secara Serta Merta;

3. Informasi Publik vang Wajib tersedia
Setiap Saat;

4. Informasi Publik vang Dikecualikan.

Bagaimana UU KIPF mengatur Klasi-
fikasi Informasi Publik berdasarkan
cara perolehannya?
1. Informasi Publik wyang terbuka
[dapat diakses)

a. Informasi Publik yvang wajib dise-

diakan dan diumumkan secara
berkala;
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b. Informasi Publik wvang wajib
diuvmumbkan secara serta merla;

¢. Informasi Publik yang wajib
tersedia sctiap saat; serta

1. Informasi Publik yvang tertutup/dike-
cualikan (tidal dapat diakses)

Untuk mformasi pada angka 1
huruf (a) dan (b) bersifat aktf, di
mana Hadan Publik wajib meng-
nmumkannya. Sedangkan untuk
katepori angka | huruf (c] bersifat
pasif, dimana Badan Publik dapat
memberikan berdasarkan per-
mohonan. Sedangkan informasi pada
angka 2 harus disimpan dan bdak
dibocorkan oleh Badan Publik.

Perlu diingat bahwa informasi
pada angka 1 huruf (a) dan (b juga
dapat diakses meclalui permohonan
informasi meskipun telah
divmumban. Selain itu, permohonan
informesi juga dapat dilakukan
pada informasi lainnya [sepanjang
tidak termasuk yang dikecualikan/
dirahasiakan] dalam hal memang
dikuasai oleh Badan Publik tersebut
namun belum dikategorikan dalam
ketiga katcgori tersebut. Jadi untuk
memudahkan pelaksanaan layanan
Informasi Publik, Badan Publik perlu
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secara proaktil mengidentifikasi dan
mengelola semua informasi yang
dikuasainya dan mengkategorikannya
ke dalam kategord di atas.

Informasi Publik yanpg Wajib Disediakan dan
Dinmumkan Secara Berkala

. (T): Informasi Publik apa yang wajib
disediakan dan diumumkan sccara
herkala?

@: Informasi TPublik vang wajib  di-
umumkan sccara berkala sekurang-
kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Badan

FPublik yang meliputi;

1. informasi tentang kedudukan
atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi Badan Publik beserta
kantor unit-unit i bawahnya.

2. struktur crganisasi, gambaran
umum seliap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural;

b, Ringkasan informasi tentang
program danfatau kegiatan yang
sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas:
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. Nama program dan kegiatan
. Penanggung jawab, pelaksana

program dan kegiatan serta
nomor telepon danfatau alamat
yang dapat dihubungi

. target dan/atau capaian program

dan kegiatan

. jadwal pelaksanaan program dan

kegiatan

angegaran program dan kegiatan
vang meliputi sumber dan
jumlah

agenda penting terlait pelak-
sanaan tugas Badan Publilc
informasi khusus lainnya yang
berkaitan langsung dengan hak-
hak masyarakat

informasi tentang penerimaan
calon pegawal dan/atau pejabat
Badan Publik Negara

informasi tentang penerimaan
calon peserta didik pada Badan
Publik yang menyelenggarakan
kegiatan pendidikan untuk
umum;

c. Ringkasan informasi tentang kiner-
ja dalam hngkup Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi kegi-
atan yang telah maupun sedang
dijalanian beserta capaiannya;
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d. Rinpkasan laporan keuangan yang
. sekurang-kurangnya terdiri atas:
1, rencana dan laporan realisasi
anggaran
2. neraca
3. laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku
4. daftar aset dan investasi;

e. Ringkasan laporan akses Informasi
Publik yang sekurang-kurangnva
terdiri atas:

1. jumlah permohonan Informasi
Pubhk yang diterima. '

2. waktu yang diperlukan dalam
memenuhi seliap permohonan
Informasi Fublik

3. jumlah permohonan Informasi
Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan
permohonan Informasi Publik
yang ditolak

4, alasan penolakan permohonan
Infarmasi Publik

[. Informasi tentang peraturan,
keputusan dan/atau kebijakan yg
mengikat dan/atau berdampak hag
publik yang dikeluarkan oleh badab
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Publik vang sckurang-kurangnya

terdin atas;

I. daitar rancangan dan tahap pem-
bentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atan
Kebijakan vang sedang dalam
proses pembuatan.

2. daftar Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau
Kebijakan yang telah disahkan
atau ditetaplkan;

g- Informasi tentang hak dan tata
cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan
serta proses penvelesalan scngketa
Informasi Publik berikut pihak-pihak
yang bertangpung jawab yang dapat
dihubungi;

h. Informasi tentang tala cars pe-
ngaduan penyalahpunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan
baik oleh pejabat Badan Publik
maupun pilak yang mendapatkan
izin atau perjanjian kerja dari Badan
Publik yang bersanghkutan;

i, Informasi tentang pengumuman
pengadaan barang dan jasa scsuai

dengan peraturan perundang-
undangan terkait;

T R T
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j. Informasi tentang prosedur peringat-
an dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor
Badan Publik.

Berapa jangka waktu penyvediaan dan
pengumuman Informasi Publik yang
wajib disediakan dan diumumkan
secara herkala?

Penyediaan dan pengpumuman secara
berkala

Informasi Publik yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala
dilakukan selkurang-kurangnyva setiap &
[emam) bulan sekali.

Bagaimana Badan Publik menyediakan
dan mengumumkan Informasi Publik
vang wajib disediokan dan divmumlkan
secara berkala?

: Badan Publik negara wajib meng-

umumkan informasi yang wajib di-
sediakan dan diumumkan secara ber-
kala sekurang-kurangnya:

a. melalui situs resmi dan papan peng-
umuman dengan cara yang mudah
diakses oleh masyaralkat;

b. melalui papan pengumuman dengan
cara vanpg mudah diakses oleh
masvarakat;
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R il @ | L S T T e

c. mempergunakan Bahasa Indonesia
yang scderhana dan mudah di-
pahami sérta dapat mempertim-
bhangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat; dan

d. harus memperhatikan bentuk yang
memudahkan bagi masyarakat
dengan kemampuan berbeda untuk
memperoleh informasi,

Informasi Publik yang Wajib Diumumlan
Secara Serta Merta

1. @:
@:

Informasi Publik apa yang wajib
diumumkan secara serta merta?
Informasi Publik yang wajib diuvmum-
kan secara serta merta adalah suatu
informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban
umum antara lain;

1. informasi tentang bencana alam
seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyaldit
tanaman, epidemik, wabah, kajadian
luar biasa, kejadian antariksa atau
benda-benda angkasa;

2, informasi tentang keadaan bencana
non-alam seperti kegagalan industri
atau teknologi, dampak industri,
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ledakan nuklir, pencemaran ling-
kungan dan kegiatan keantariksaan;

3. bencana sosial seperti kerusuhan
sosial, konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakal
dan teror;

4, informasi tentang jenis, persebaran
dan daerah vang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

5. informasi tentang racun pada bahan
makanan yang dikensumsi oleh
masyarakat; atau

f. informasi lenfang rencana gangguan
terhadap utilitas publik.

Kapan Informasi Publik yang wajib di-

umumban secara serta merta wajb

divmumkan?

Informasi Publik yang wajib diumum-
kan gecara serta merta wajib diumum-
kan tanpa penundaan.

Bagaimana Badan Publik mengumum-
kan Informasi Publik yang waijib di-
umumkan sccara serta merta?

Badan Publik sesuai dengan kewe-
nangannya wajib mengumumbkan
Informasi Publik vang wajib diuvmum-
kan secara serta merta dengan
menggunakan bahasa yang mudah
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dipahami, media yang tepat, dan di-
sampaikan tanpa adanya penundaan.

Kenapa Informasi Publik yang wajib
diumumban secara serta merta harus
diumumkan tanpa penundaan dan
dengan bahasa yang mudah dipahami,
serta menggunakan media yang tepat?

Agar masyarakat dapat mengantisipasi
keadean darurat tersebut sehingga
dapat meminimalisir akibat/dampak
buruk yang ditimbulkan,

: Apa yang wajib dimiliki Badan Publik

terkalt dengan kewajiban mengumum-
kan Informasi Publik yang sifatnya
serta merta?

Setiap Badan Publik serta pihak yang
menerima izin atau perjanjian kerja
dari Badan Publik wang kegiatannya
berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum
wajib memiliki standar pengumilman
informasi serta merta,

: Apayang harus terdapat dalam standar

pengumuman informasi serta merta?

Standar pengumuman informasi
sehurang-kurangnya meliputi:
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1. potensi bahaya danjatau besaran
dampak yang dapat ditimbulkan;

2. pihak-pihak vang berpotensi terkena
dampak baik masyvarakal umum
menpun pegawai Badan Publik yang
menerima izin atayu perjanjian kerja
dari Badan Publik tersebut;

3. prosedur dan tempat evakuasi
apabila keadaan darurat terjadi;

4, tata cara pengumuman informasi
apabila keadaan darural;

5. cara menghindari bahaya danfatau
dampak vang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak

vang berwenang,

. upaya-upaya yang dilakukan eleh Badan

Publik danfatau pihak-pihak vang ber-
wenang dalam menanggulangl bahaya
dan /atau dampak yang ditimbulkan,

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap
Baat

I

@:
@y

Informasi Publik apa yang wajib ter-

sedia setiap saat?

Informasi Publik yang wajib tersedia

setiap saat yang selourang-kurangnya

terdiri atas;

1. Daftar Informasi Publik yang
sekufanp-kurangnya memuat:




Nomor

ringkasan isi informasi

pejabat atau unit/satuan kerja

yang menguasai informasi

penanggung jawab pembuatan

atau penerbitan informasi

e. waktu dan tempat pembuatan
informasi

. bhentuk informasi yang tersedia

g. jangka waktu penyimpanan atau

retensi arsip;

nEe

B

1. Informasi tentang peraturan, kepu-
tusan dan/atau atau kebijakan
Badan Publik wang sekurang-
kurangnya terdiri atas:

a, dokumen pendukung scpert
naskah akademis, kajian atau
pertimbngan yang mendasari
terbitnya peraturan, Keputusan
atau kehijakan tersebut,

b. masukan-masukan dari berbagai
pihak atas peraturan, keputusan
atau kehijakan tersebut.

c. risalah rapat dari proses pem-
bentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan tersehut.

d. rancangan peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut.
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¢. tahap perumusan peraturan,
keputusan atau kebijakan ter-
sebut.

[. peraturan, keputusan dan/atay
kébijakan vang telah diterbitlcan;

2. Seluruh informasi lengkap yang
wajib disediakan dan divmumkan
secara Dberkala sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 11;

1. informasi tentang organisasi,
administrasi, kepegawaian, dan
keuangan antara lain:

a, pedoman pengelolaan orga-
nisasi, administrasi, personil
dan keuangan

b. profil lengkap pimpinan dan
pegawal vang meliputi nama,
sejarah karir atau posisi,
sgjarah  pendidikan, peng-
hargaan dan sanksi berat yang
pernah diterima

c. anggaran Hadan  Publik
SeCATd UMUM Mmaupun ang-
garan seccara khusus unit
pelaksanaan teknis serta
laporan keuangannya.

d. data statistik yang dibuat dan
dikelola oleh Badan Publik,
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e. surat-surat perjanjian dengan
pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau
pejabat Badan Publik dala
rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya;

2. Syarat-syarat perizinan, izin
vang diterbitkan dan/atau dike-
luarkan berileut dekumen pen-
dukungnya, dan laporan pena-
taan izin yang diberilkan;

3. Data perbendaharaan atau mven-
taris;

4, Rencana stratepiz dan rencana
kerja Badan Publil;

5. Agenda kerja pimpinan satuan
kerja;

Informasi mengenai kegiatan pela-

yanan Informasi Publik vang dilalk-

sanakan, sarana dan prasarana
layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber
daya manusia yang menangeni
layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinys, anggaran layanan

Informasi Publik serta laporan

PERgEUNAaNIYa;

1. jumlah, jenis, dan gambaran
umum pelanggaran yang ditemu-

FURRARE TR S PRI AT T 3]



- ® .

kan dalam pengawasan inernal
serta laporan penindakannya;

2. jumlah, jenis, dan gambaran
umum pelanggaran yang dilapor-
kan oleh masyarakat serta lapor-
an penindakannya;

3. daftar serta hasil-hasil penelitian
vang dilakulan;

4, Informasi Publik lain yang
telah dinvatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan meka-
nisme kecberatan dan/atau pe-
nyelesaian sengketa sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 11
Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Informasi tentang standar peng-
umuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 bagi
penerima izn danfatau pencrima
perjanjian kerja;

6. Informasi dan kebijakan yang di-
sampaikan pejabat publik dalam
pertemuan vang terbuka untuk
umuim.

: Apa makna Informasi Publik yvang wajib

tersedia sebiap saat?

¢ Informasi Publik yang harus disediakan

oleh Badan Publik dan siap tersedia




T —— @ A,

untuk diberikan ketika terdapat

permohonan terhadap Informasi Publik
tertentu.

Bageimana Badan Publik menyediakan
Informasi Publik yvang wajib tersedia
setiap saat kepada publik?

@: Badan Publik menyediakan Informasi

Publikk wyang wajib tersedia setiap
saat melalui mekanisme permohenan
Informasi

Publik. Dengan kata lain, Informasi
Publik yang wajib tersedia setiap saat
adalah Informasi Publik yvang bersifat
pasif, Badan Publik hanya wajib
menyediakan Informasi Publik tersebut
dan memberikannya ketika terdapat
permohonan Informasi Publik. Namun
tidak menutupi kemungkinan bagi
Badan Publik untuk lebih proaktif
mengumumkan beberapa informasi
yang Wajib Tersedia Setiap kepada
publil.

: Dalam daftar Informasi Publik yang

wajib tersedia sctiap saat terdapat
Daftar Informasi Publik, Apa yang
dikmaksud dengan Daftar Informasi
Publik?
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@ :

Daftar Informasi Publik adalah catat-
an yvang bensi keterangan secara
sistermnatis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah pengua-
saan Badan Publhk tidek termasuk
informasi yang dikecualikan,

: Apa pentingnya Dafltar informasi Publik

dalam kaitannya dengan pelayanan
Informasi Publik?

Pertama, Daftar Informasi Publik ada-
lah daftar wajib tersedia setiap saat
di Badan Publik. Kedua, Daftar Infor-
masi Publik daps! mempermudah
petugds Informasi dalam melayani
permohonan Informasi Publik. Sclam
itu, Daftar Informasi Publik dapat
digunakan untuk membantu penyu-
sunan database Informasi Publik dan
mengetahui Informasi Publik apa saja
vang dilkuasainya serta keberadaan
Informasi Publik tersebut berada
di unit/satuan kerja mana, kerana
sering kali masing-masing unit/
satuan kerja di dalam Badan Publik
tdak mengetahui informasi apa vang
berada di unit/satuan kerja lainnya.
Ketiga, memudahkan masyarakat
saat mencari informasi. Selain itu
juga menginformasikan kepada publik

436 SRy s Fam S LS L=F )



e S @ [

6.

@) :

mengenal informasi apa saja vang
berada di Badan Publik.

Apakah Daftar [nformasi Publik hanya
berisi daftar seluruh Informasi Publik
yang terbuka?

@ : Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan

bahwa Badan Publik membuat Daftar
Informasi Publik yvang memuat daftar
Informasi Publik yang dikecualikan.
Hal ini dilakukan guna mempermudah
petugas informasi dalam melayani
permohonan Informasi Publik, sehingea
petugas infarmasi dengan mudah
mengetahui status Informasi Publk,
apakah terbuka atau dikecualilkan.

Informasi Publik yang Dikecualikan

1.

2

e
@ :

@ :

Apa vang dimaksud dengan Informasi
Publik yang dikecualilan?

Informasi Publik yang sifatnya rahasia
dan tidak dapaat diakses oleh publik
sesuai dengan kriteria yang diatur
dalam Pasal 17 UU KIP,

Kapan suatu Informasi Publik dike-
cualikan?

Informasi Publik dikecualikan apabila

dipertimbangkan bahwa membuka
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Informasi Publik tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi scbagai-
mana diatur dalam Pasal 17 UU KIP
serta setelah dipertimbangkan sccara
seksama bahwa dengan menutup
informasi dapat melindungi kepen-
tingan vang lebih besar daripada mem-
bukanya,

¢ Apa vang dimaksud dengan Informasi

Publik yang dikecualilan?

: Informasi Publik yang sifatnya rahasia

dan tidak dapat diakses oleh publik
sesuai dengan kriteria yvang diatur
dalam Pasal 17 UU KIP.

: Kapan suatu Informasi Publik -

dikecualikan?

+ Informasi Publik dikecualikan apa-

bila dipertimbangkan bahwa mem-
buka Informasi Publik tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi scbagai-
mana diatur dalam Pasal 17 UU KIP
serta setelah dipertimbangkan secara
seksama bahwa dengan menutup
informasi dapat melindungi kepen-
tingan vang lebih besar daripada
membukanya.
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5. @.‘
@:
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Apa alasan tentang konsekuensi yang
timbul sehingga suat Informast Publik
dikecualikan?

Informast Publik dikecualikan secara
limitatil berdasarkan pada Pasal 17 UU
KIP, vaitu apabila dibuka dapat:

a. menghambat proses penegakan

b.

h.

hukum;

mengganggu kepentingan perlin-
dungan hak atas kekayaan inte-
lektual dan periindungan dari per-
saingan usaha tidak sehat;
memhbahavakan pertahanan dan ke-
amanan Negara;

. mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

merugikan ketahanan eckonomi
nasiotial,

merlgikan kepentingan hubungan
luar negeri;

. mengungkapkan isi akta otéentil

vang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
mengungkap rahasia;

Selain itu, yvang termasuk Informasi
Publik vang dikecualikan adalah:

1.

memorandum atau surat-surat
antar Badan Puoblik atau intra
Badan Publik yang menurut sifatnya

r caser Q3G
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dirghasiakan, kecuali ataas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan,

2. Informasi Publik vang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

Bagaimana suatu Informasi Publik
dikecualikan?

: Pengecualikan [nformasi Publik dilaku-

kan dengan melakukan pengujian ten-
tang konsekuensi vang timbul apabila
suatu informasi diberikan serta setelah
dipertimbangkan dengan seksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lehih
besar daripada membukanya atau
sebaliknva.

Belain itu, dalam melakukan peng-
ujian tentang konsekuensi harus mem-
perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian tentang konsekuensi
didasarkan alasan dalam Pasal 17
Uy KIP.

2. Dalam hal pengujian tentang kon-
sekuensi berdasarkan alasan pada
Psal 17 huruf j UU KIP, maka wajib
menyebutkan ketentuan yang secara
jelas dan legas pada undang-undang
yang diacu yang menyatakan suatu
informasi wajib dirahasiakan.
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3. Alasan pengecualian Informasi
Publik harus dinyatakan secara ter-
tulis dan disertakan dalam surat
pemberitahuan tertulis atas peno-
lakan permohonan Informasi Publik
tersebut.

: Apakah yang dikecualikan dokumennya

atau materi Informasi Publiknya?

Pada prinsipnya, yang dikecualikan
adalah materi Informasi Publiknya,
bukan dokumennya. Namun dalam
suam hal dolumen berisi maten Infor-
masi Publik yang seluruhnya dike-
cualikan, maka dokumen tersebut
dapat dikecualikan untuk diakses oleh
publil.

; Apa yang dilakukan Badan Publik

apabila suatu dokumen mengandung
sebagian materi Informasi Publik yang
dikecualikan?

Dalam hal suatu dokumen mengan-

‘dung sebagian materi Informasi Publik

yvang dikecualikan, maka materi Infor-
masi Publik yang dikecualikan ter-
sebut dapat dihitamkan atau dika-
burkan, sechingga [nformasi Publik
dalam dokumen wvang sifatnya tidalk
dikecunlikan tetap dapat diakses oleh
publik.
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9.

.

Bagaimana Badan Publik menghitam-
kan atau mengaburkan —materi
Informasi Publik yang dikecualikan?

oA

: Badan Publik menghitamkan atau

mengaburkan materi Informasi Publik
yvang dikecualikan, sedangkan materi
Informasi Publik vang boleh diakses
oleh publik tidak dihitamkan atau
dikaburka. Selain itu, terhadap materi
Informasi Publik yang dikecualikan ter-
sebut harus diberikan alasan tertulis.

Contoh | {penghitaman nama);
Berdasarkan hasil pemeriksaan labora-
torium, XXXX dinvatakan telah
mengindap penyakit HIV / AIDS.

Contoh Il (pengaburan namayj:

Berdasarkan hasil pemeriksaan labo-
ratorium, PASIEN dinvatakan telah
mengindap penyakit HIV / AIDS.

: Apakah pengecualian terhadap seba-

gian Informasi Publik dapat dijadikan
alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap keseluruhan Informasi
Publik?

: Tidak. Pengecualian sebapgai materi

Informasi Publik dalam suatu dokumen
Informasi Publik tidak dapat dijadikan
sebapai alasan untuk mengecualikan
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akses publik terhadap keseluruhan
dokumen Informasi Publik tersebut.

Standar Layanan Informasi Publik

1. @ : Bagaimana masyarakat dapat memper-
oleh Informasi Publik?

@.‘ Masyarakat dapat memperolch Infor-
masi Publik dengan:

a. meclihat dan mengetahui Informasi

Publik;

b. menghindari pertemuan publik
_yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;
mendapatkan salinan Informasi
Publik melalui permohonan,

2. (I): Bagaimana Badan Publik memenuhi
helk publik terhadap Informasi Publik?
Badan Publik memenuhi hak publik
terhadap Informasi Publik melalui:
a. pengumuman Informasi Publik; dan
h. penvediaan Informasi Publik ber-
dasarkan permohonan.

o

A. Standar Layvanan Informasi Publik Melalui
Fengumuman
1. {:'I:':l ¢ Apa sa_iaj.rang periu diperhatikan dalam
pengumuman Informasi Publik?
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@ : Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pengumuman Informasi Publik
adalah:

al

b}

Informasi yang wajib diumumkan.
Kategori informasi wyang wajib
dinmumkan adalah informasi yang
wajib discdiakan dan diumumlkan
secara berkala serta informasi yang
wajib diumumkan serta merta.

Media apa yang digunakan, Dalam
hal pengumuman informasi yang
wajib disediakan dan divmumian
secara berkala, media yang digu-
nakan oleh Badan Publik scku-
rang-kurangnya adalah papan
pengumuman. Namun demikian,
untuk Badan Publik negara, selain
mengpunakan papan pengumuman
juga harus menggunakan situs
resmi sebagai media pegumuman.
Hal ini di karenakan Badan Publik
negara memiliki kepentingan yang
paling besar dalam hal keterbukaan
dan umumnya memiliki sumber
daya yang Ilehih dibandingkan
Badan Publik non ncgara sepert
organisasi non pemerintah atau
partai. Sedangkan untuk informas:
yvang wajib didmumkan secara serta
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merta diakikan dengan media vang
paaling efektil dalam menjangkau
masyarakat sehingga informasi
dapat disampaikan secara tepat dan
alurat.

Bahasa. Bahasa yang dipunakan
dalam pengumuman adalah Bahasa
Indonesia vang scderhana dan
mudah dipahami. Badan Publik juga
dapal memperfimbangkan peng-
gunasn bahass setempat dalam hal
pengumumikan informasi.

Sarana dan prasarana. Dalam
menyampaikan informasi seccara
utuh, cepat, dan akurat, diperiukan
sarana dan prasarana yang
memadai. Untuk itu, sarana dan
prasarana bapi penpgelolaan dan
layanan informassi perlu diperhati-
kan oleh Badan Publik. Selain i,
dalam mengumumkan informasi,
Badan Publik harus menyampaikan
informasi dalam bentuk yang
memudahkan masyarakat yang
memiliki kemampuan berbeda dalam
memperoleh informasi.
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B. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Per-
mohonan

1. {'D:
@ :

Bagaimana Permohonan [nformasi
Publik dilakukan?

Permohonan Informasi Publike dapat
dilakukan secara tertulis maupun tidalk
tertulis.

1. Dalam hal permchonan diajukan
gecara lertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan;
dan

b. membayar biaya salinan dan,
atau pengiriman informasi apa-
bila dibutuhkan.

2. Dalam hal permohonan diajukan
secara tidak tertulis, PPID memasti-
kan permohonan Informasi Publik
tercatat dalam formulir permohonan.

¢ Apa wvang harus dilakukan Badan

Publik dalam menanggapi permohonan

Informasi Publilc?

Dalam hal terdapat permohonan Infor-

masi Pablilt, Badan Publik (dalam hal

ini PPID) wajib:

a) memastikan pemohon Informas:
Pubhik mcngisi formiuilir permo-
honan;
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b)
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meregister permohonan Informasi
Publik dalam buku register per-
mohonan;

menyvampaikan formulir permao-
honan setelah memberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti
pada saat permchonan diterima,
dalam hal pengajuan sccara lang-
sung atau melalul surat elektronik.
Dalam hal permohonan Informasi
Publile dilakukan melalui surat
atau faksimili jatau cara lain vang
tidak memungkinkan bagi Badan
Publilk atau memberikan nomor
pendaftaran secara langsung,
FPID wajib memasstikan nomor
pendaftaran  dikirimkan kepada
Femohon Informasi Publik ber-
samaan dengan pengiriman Infor-
masi Publik.

Menyimpan salinan formulir per-
mohonan yang telah diberikan
nomor pendaitaran sebagai tanda
bukti permohionan Informasi Publik;
memberikan pemberitahuan tertulis
atas permohonan [nformasi Publik
gelambat-lambatnya 10 [sepuluh)
hari kerja secjak diterimanya
permohonan. Dalam hal Informasi
Publik vang di mohon diberikan baik
sebagian atau seluruhnya pada saat
permohonan dilakukan, PPID wajib
memberikan pemberitahuan tertulis
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pada =aat itu juga bersamaan
dengan Informasi Publik.

e] melakukan pengujian tentang konse-
kuensi terhadap Informasi Publik
yang dimohon,

f} memberikan/menyampaikan Infor-
masi Publik yang diminta dalam
hal Informasi Publik tersebut ada-
lah Informasi Publik yvang telah
dinyatakan dan ditetapkan scbagai
Informasi Publik vang terbuka untuk
diakses oleh publil;

g dalam hal Informas: Pubhk vang
dimohon adalah [nformasi Publik
yvang dikecualikan, maka PPID dapat
menolak permohonan Informasi
Puhlik tersebut, kemudian meng-
informasikan bahwa permohonan
Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan atas penolakan permo-
honan tersebut, serta tata cara
mengajukan keberatan,

2. @ ! Berapa lama pemohon Informasi Publilke
mendapal pemberitahuan tertulis atau
permohonan yvang digjukan?

@: Tanggapan lertulis atas permohonan
Informasi Publik zelambat-lambatnya
10 [zepuluh) hari kerja sejak ditenmaea-
nya permehonan. Dalam hal Informasi
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Publik yang dimohon diberikan baik
sebagian atau seluruhnya pada saat
permohonan  dilakukan, PPID wajib
memberikan pemberitahuan  tertulis
pada saat itu juga bersamaan dengan
Informasi Publik,

@ : Apakah jangka wakiu 10 (sepuluh) hari

kerja bagi penverahan pemberitahuan
tertulis tersebut dapat diperpanjang?

¢ Ya. Badan Publik dapat memper-

panjangnya selama 7 (tujub) hari kerja
dan tidak dapat diperpanjang lagi
dengan memberikan alasan secara ter-
tulis.

: Apakah jangka wakou 10 (sepuluh) hari

kerja bagi penverahan pemberitahuan
tertiilis tersebut dapat diperpanjang?

: Ya. Badan Publik dapat memperpan-

jangnya selama 7 (tujuh) han kerja dan
tidak dapat diperpanjang lagi dengan
memberikan alasan secara tertulis,

: Apakah janghka waktu 10 (sepuluh) han

kerja bagh penyerahan pemberithuan
tertulis tersebut dapat diperpanjang?

: Ya. Badan Publik dapat memper-

pamjangnya sclama 7 (tujuh)] har kega
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dan tidak dapat diperpanjang lagi
dengan memberikan alasan secara ter-
tulis.

: Apa alasan perpanjangan waktu ter-

sebut?

Dalam hal ini PPID belum menguasai
atan mendokumentasikan Informasi
Publik yang dimochon dan/atau
belum dapat memutuskan apakah
informast yang dimohon termasuk
Informasi Publik yang dikecualikan,
FPID memberitahukan perpanjangan
waktu pemberitahuan tertulis beserta
alasannya.

: Apa yang harus terdapat dalam surat

pemberitahuan?

¢ Tertulis yang merupakan tanggapan

atas permohonan Informasi Publik?

Pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Apakah Informasi Publik vang
diminta berada di bawah pengu-
asaannya atau tidak;

b. Memberitahukan badan publik
mana yang menguasal informasi
yvang diminta dalam hal informasi
tersebut tidak berada di bawah
PENEUASARNTIVE,
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Menerima atau menolak permo-
honan Informasi Publik berikcut
alasannya;

Bentuk Informasi Publik yang
tersedia;

Biaya, cara dan waktu pembavaran
untuk mendapatkan Informasi
Publik yang dimohon;

Waktu wvang dibutuhkan untuk
menyvediakan Informasi Publik vang
dimohon.

9. ® : Infomasi apa saja yang harus dimasulk-
kan dalam f[ormulir permohonan
Informasi Publik?

Formulir permohonan sekurang-
kurangnya memuat:

@

i Y

Fmo0pe

Nomor pendafteran vang diisi ber-
tdasarkan nomor sclelah permo-
honan Informasi Publik diregistrasi;
Mama;

Alamat;

Nomor telepon fe-mail;

Rincian informasi yvang dibutuhian;
Tujuan penggunaan informasi;

Cara memperoeleh informasi; dan
Cara mengirimkan informasi.
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10. (1)

OF

Informasi apa saja yang harus dima-
suklan dalam buku register per-
mohonan Informasi Publik?

Buku register permohonan sckurang-
nya memuat;

a
b
€.
d
e

f.

. Nomor pendaftaran permohonan;
. Tangpgal permohonan;

Nama Pemohon Informasi Publik;

. Alamat/nomeor telephon/e-mail;
. Informasi Publik vang diminta;

Keputusan wuntuk menerima,
menolak atau menyarankan ke
Badan Publik lain bila Informasi
vang diminta berada di bawah
kewenangan Badan Publik;

Alasan penolakan bila permohonan
Informasi Fublik ditolal;

. Informasi mengenai bentuk fisik

Informasi Publik vang tersedia;

Cara mendapatkan salinan Inofmasi
Publik yang diminta;

Biaya serta cara pembayaran untuk
mendapakan Informasi Publik yang
diminta;

. Waktu yang dibutuhkan untuk

menyediakan Infomasi Publik
vang diminta; dan Nomor regis-
trasi pengajuan keberatan apabila
Pemohon Informasi Publik meng-
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ajukan keberatan atas keputusan
PPID.

C. Biaya Perolehan Informasi Poblik

L @M
@:

2 ®
®

3.@:

L

Apakah Badan Publik dapat menge-
nakan biayva perolehan Informasi Publik
kepada pemohon Informas: Publik?

Ya.

Pertimbangan apa vang wajib dipatuhi
Badan Publik dalam mengenakan hiaya
perolehan Informasi Publik?

Bahwa biayva perolehan Informasi
Publik harus ditetapkan seringan
mungkin dengan mempértimbangkan
standar hiaya wyang berlaku di
masyarakat setempat.

Apa komponen penetapan biaya per-
olehan Infomasi Publik?

. Komponen standar biaya peolehan

galinan Informasi Publik yang terdin
atas:

a. Biaya penvalinan Informasi Publik;

b. Biaya pengiriman Informasi Publik;

c. Biaya pengurusan izin pemberian
Informast Publik yvang di dalamnya
terdapat informasi pihak ketiga.
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: Selain komponen tersebut, pertim-

bangan apa yang harus diperhatikan
dalam menetapkan standar biaya
perolehan Informasi Publik;

Badan publik wajib mempertimbangkan
standar biava yang berlaku di masya-
rakat setempat, memperhatikan ma-
sukan dari masvarakat, seria mene-
tapkan standar biaya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

: Bagaimana pembayaran biaya per-

olehan Informasi Publik dilakulan,

: Pembayaran biaya perolchan Infomasi

Publik dilakukan, baik secara lang-
sung (tunai) maupun ridak langsung
(transfer melalui rekening resmi Badan
Publik] sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku,
Dalam hal pembayaran biaya perolehan
dilakukan seccara langsung, Badan
Publik wajib memberikan tanda bukti
pembayaran kepada pemohon Infor-
masi Publik.

: Apakah standar biaya dan tata cara

pembayaran biaya perolehan Informasi
Puhblik wajib divmumbkan?
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@ :

Ya, karena standar biaya dan tata cara
pembayaran biaya perolehan Infor-
masi Publik merupakan bagtan dari
informasi wyang harus diumumkan
secara berkala.

D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Keberatan

1, @:
RN

T

Apa yang dimaksud dengan keberatan
dalam kaitannya dengan permohonan
Informasi Publik?

Keberatan merupakan upaya penye-
lesaian di internal Badan Publik dalam
hal terjadi sengketa Informasi Publile.

: Apakah keberatan dalan UU KIP sama

dengan keberatan dalam Undang-
tindang Peradilan Tata Usaha Negara?

; Tidak. Keberatan pada UU KIF meru-

pakan upaya penyelesaian di internal
Badan Publik dimana keberatan
diajukan kepada atasan PPID melalui
PPID. Sementara yang dimaksud kebe-
ratan dalam UU PTUN adalah upaya
administrasi yang dilakuokan sendiri
oleh pejabat tata usaha Negara yvang
mengeluarkan keputusan tata usaha
Negara, bukan oleh atasan pejabat
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tata usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan Tata Usaha Negara,

: Siapakah yeng berhak mengajukan
keberatan?

: Hetigp Pemohon Informasgi Publik yvang
mendapatkan hambatan dalam mem-
peroleh Informasi Publik.

: Apakah Pemohon Informasi Publik

dapat mengusahakan pengajuan kebe-
ratan kepada kuasanya?

: Ya. Pemohon Informasi Publik dapat

© 8@ ©6

menguasakan pengajuan keberatan
kepada kuasanya yang cakap bertindak
hukum,

Kepada siapa keberatan diajukan?

: Keberatan diajukan kepada atasan

©8

S

PPID melalui PPID.

¢ Dapatkan pemohon Infarmasi Publik

mengejukan permohonan penyelessian
sengketa langsung kepada Komisi Infor-
masi tanpa terlebih dulu mengajukan
keberatan kepada PPID?

+ Tidak.

GRS

! Apa alazan pengajuan keberatan?

g
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@ : Alasan pengajuan keberatan adalah:

1

Penolakan atas permohonan Infor-
mast Publik sebagaimana dimaksad
dalam pasa 17 UU KIF;

. Tidak tersedianya informasi berkala

sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 UU KIP dan/atau pasal 11 PERKI;

. Tidak ditanggapinya permohonan

Informasi Publik; :
Permohonan  Informasi  Publik
ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;

Tidak dipenuhinya permohonan
Informasi Publil;

Pengenaan biayva yvang tidak wajar;
dan/atan

. Penyampaian Informasi Publik vang

melebihi waktu yang diatur dalam
Peraturan ini.

[ @: Bagaimana permohonan informasi
FPublik mengajukan keberatan?

@ : Tata cara pengajuan keberatan:

L.

Pengajuan keberatan dilakukan
dengan cara mengisi formulir kebe-
ratan vang disediakan oleh Badan
Publik;

Dalam hal pengajuan keberatan
disampaikan sccara tidak tertulis,

T = ~ 45T
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PPID wajit membantu permohonan
Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang mene-
rima keberatan dan kemudian mem-
berikan nomor registrasi pengajuan
keberatan;

3. Keberatan diajukan kepada atasan
FPID melalui FPID.

9. @: Apa vang harus dilakukan Badan
Publik dalam hal adanya keberatan
vang diajukan oleh Pemohon Informasi
Publile? .

(I) : Dalam hal adanya keberatan:

1. PPID wajib mencatat pengajuan
keberatan dalam buku registrasi;

2, Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada
Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa selambat-
lambatnya A0 (tiga puluh) hari sejak
dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam bulku register
keberatan.

10, @.‘ Informasi apa vang harus terdapat
dalam formulir keberatan?
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@ : Formulir keberatan sekurang-lkurang-
nya memuat:

ll.@:

b.

i

Nomor registrasi pengajuan kebe-
ratan, .
Nomor pendaftaran permohonan
Informasi Publik;

Tujuan penggunaan informasi
Publik;

I[dentitas lengkap Pemohon Informasi
Publik yvang mengajukan keberatan;
Identitas kuasa Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan
bila ada;

Alasan pengajuan keberatan

Kasus posisi permohonan Informasi
Publik;

Waktu pemberian tangpgapan atas
keberatan yang diisi oleh petugas;
Nama dan tanda tangan pemchon
Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan/atau

Nama

Informasi apa yang harus terdapat
dalam register keberatan?

Register keberatan sekurang-kurangnya
miemuat:

a.

Nomor registrasi pengajuan kebe-
ratan;
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b, Nomor pendalaran permohonan
Informasi Publik;

c. ldentitas lengkap Pemohon Informasi

Publik danfatau kuasanya yang

mengajukan keberatan;

Inforamas: Publik yang dimunta

Tujuan penggurnaan informasi,

Alasan pengajuan keberatan;

Waktu pemberian tangpapan atas

keberatan yang diisi oleh petugas;

Nama dan posis atasan PPID;

Nama dan tanda tangan Pemohon

Informasi Publik yang mengajulkan

keberatan;

j» Mama dan tanda lengan yang
menerima pengajuan keberatan;

k. Keputusan atas keberatan; dan

Heputusan Pemohon Informasi

Publik atas keputusan atasan PPID

FE moe

: Upaya hukum apa yang dapat

ditempuh Pemohon Informasi Publik
apabila tidak puas dengan keputusan
tertulis  sebagal tanggapan darn
atasan PPID terhadap keberatan yang
diajukannya?

¢ Pemohon Informasi Publik vang meng-

ajukan keberatan atau penerima
kuasanya berhak mengajukan permo-
honan penyvelesaian senghketa Informas:
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Publik kepada Komisi I[Informasi
selambat-lambatnya 14 [empat belas)
hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID tersebut.

Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

L

@:

@

Apa kewsjiban Badan Publik terkait
dengan laporan pelaksanaan layanan
Informasi Publik?

Terkait dengan pelaksanaan layanan
Informasi Publik, Badan Publik wajib:

1. Membuat dan mengumumbkan lapor-
an layanan Informasi Publik paling
lamhbat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir; dan

2. Menyampaikan salinan laporan
kepada Komisi Informasi.

Hal-hal apa yang harus terdapat dalam
laporan Badan Puhblik terkait pelak-
sanaan layanan Informasi Publik?

Laporan sckurang-kurangnya memuat;

a, Gambaran umum kebijakan pela-
yanan Informasi Publik di Badan
Publik;

b. Gambaran umum pelaksanaan pela-
vanan Informasi Publik, antara lain:
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L.

Sarana dan prasarana pelayanan
Informasi Publik yang dimiliki
heserta kondisinya,

. Sumber daya manusia yang
‘menangani pelayanan Informasi

Publik bezerta kualifikasinya;
Anggaran pelavanan Informas:
serta laporan penggunaannya

¢. Rincian pelayanan Informasi Publik
masing-masing HBadan Publik vang
meliputi;

I

2.

Jumlah permohonan Informasi
Publik;

Waktu vang diperlukan dalam
memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasi-
fikasi tertentu;

. Jumlah permohonan Informasi

Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

Jumlah permohonan Informasi
Publik yang ditelalk beserta

alasannva.

d. Rincian penyelesaian sengketa
Informasi Publik, meliput;

L.
2.

Jumlah keberatan yang diterima;
Tenggapan atas keberatan yang
diberilkan dan pelaksanaannya
oleh Badan Publik;



3, Jumlah permohonan penyele-
saian sengketa ke Homisi Infor-
masi vang berwenang;

4, Hasil mediasi danfatau kepu-
tusan ajudikasi Komisi Informasi
vang berwenang dan pelaksa-
naannya oleh badan publik;

5. Jumlah gugatan yang diajukan
ke pengadilan; dan

6. Hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh Badan
Publik.

e, Kendala eksternal dan internal
dalam pelaksanaan layanan Infor-
masi Publik:

f. Rekomendasi dan rencana tindak
lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayvanan informasi.

3. @: Bagaimana format laporan Badan
Publik ferkait pelaksansan layanan
Informasi Publik?

@ : Laporan pelaksanaan lavanan Informasi
Publik dibuat dalam bentuk:

a. Ringkasan mengenai gambaran
umum pelaksanaan layanan Infor-
masi Publik masing-masing Badan
Puhlik; dan
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Laporan lengkap yang merupakan
gambaran utuh pelaksanaan layan-
an Informasi Publik masing-masing
Badan Publik.

Standar Prosedur Operasionsal Layanan Informasi

Publik (SPO)

1. @:
@'.

Apa yang dimaksud dengan SP0O Layan-
an Informasi Pubkik?

SPO Layanan Informasi Publik adalah:

19

Standar prosedur operasional
layanan Informasi Publik yang wajib
dimiliki sctiap Badan Publik;

. Standar operasional yang menjad:

bagian dar system informasi dan
dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publile secara bailk dan
efisien sehingga Informasi Publik
dapat dengan mudah diakses oleh
puhblik;

. Peraturan yvang digunakan scha-

gai pedoman dalam ranpgka melak-
sanakan layanan Informasi Publik.

! Apa yang menjadi dasar pedoman pem-

bentukan SPO?

Pada prinsipnya pembentukan SPO
didasarkan pada UU KIP dan PERKIL
MNamun demikian, pengelalaan dan
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pelayanan Informasi Publik tidak
terbatas pada kerangka UU KIP dan
FERKI, tetapi juga terkait dengan ke-
arsipan, standar pelayanan publik dan
TUPOKSI pada masing-masing Badan
Publik. Olch karena itu, pecoyusunan
SP0O harus melihat berbagai ketentuan
terkait, dengan tetap mengacu pada UU
KIP dan PERKI,

Hal-hal apa yvang harus diatur dalam
5P0O Layanan Informasi Publik?

: SPO sekurang-kurangnya memuat

ketentuan sehagai berikut;

A, Kejelasan tentang pejabat yang
ditunjuk sebagai FPID,

b. Kejelasan tentang orang vang
ditunjuk sebagai pejabat ungsional
dan/atau petugas informasi apabila
diperiukan;

c. Kejelasan pembagian tugas, tang-
pung jawab dan kewenangan PPID
dalam hal terdapat lebih dari satu
FPID;

d. Kegjelasan tantang pejabal yang men-
dudulki posisi schagal atasan PPID
yvang bertangpung jawab menge-
luarkan tanggapan atas keberatan
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yang diajukan oleh Pemohon Infor-
masi Publik;
e. Standar layanan Informasi Publik
serta tata cara pengelolaan keberat-
an di linglungan internal Badan
Publik; dan
[ Tata cara pembuatan laporan
tahunan lentang layanan Informasi
Publik

Sejauh mana Badan Publik mengatur
SP0O layanan Informasi Publik?

: Badan Publik diberikan keleluasaan
untuk mengatur SPO layvanan
Informasi Publik scsuai dengan kon-
disi lembaganya sepanjang tidak ber-
tentangan dengan PERK] Pengaturan
yang lebih ketat dan bailk dianjur-
kan dengan mengacu pada efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan layanan

© 8

Informasi Publik.
5. (T): Dalam menyusun SPO, apakah Badan
Publik dapat Berkonsultasi dengan
Komisi Informasi?
@: Ya
6. (T): Apakah konsultasi yang diberikan

Komisi Informasi dapat digunakan
Badan Publik sebagai legitimasi dalam
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prosisi penyelesaian Sengketa Informas:
Publik?

Masukan Komisi Informasi terhadap
SPO tidak dapat dijadikan dasar bagi
Badan Publik scbagai alasan pembenar
dalam proses penvelesaian sengketa
Informasi Publik di Komisi Informasi.
Masukan vang telah diberikan Komisi
Informasi dalam mengurangi inde-
pendensi Komisi Informasi  dalam
memutus penvelesaian sengketa Infor-
masi Publike, Komisi Informasi

Apakah Komisi Informasi itu?

Komisi Informasi adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya, menctapkan petunjulc
teknis standar layanan Informasi
Puhblik melalu Mediasi dan fatau Ajudi-
kasi nonlitigasi,

Bagaimana kedudukan Komisi Infor-
masi?

Komisi Informasi terdiri atas Komisi
Informasi Pusat, Komizi Informasi
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi
Informasi Kabupaten /kota,
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9.

10.

11.

@ B

@ : 13 mana kedudukan Komist Informasi?
@ : Kedudukan Komisi Informasi:

1. Komisi Informasi Pusat berkedu-
dukan di ibu kota Negara;

2. Komisi Informasi Provinsi berke-
dudukan di ibu kota provinsi; dan

3. Komisi Informasi kabupaten/kota
berkedudukan di ibu kota kabu-
paten/kota.

@: Bagaimana susunan keanggofaan
Komisi Informasi?

@: Komisi Informasi Pusat terdiri dari
T [tujuh] orang anggota, sedangkan
Komisi Informasi provinsi dan Komisi
Informasi kabupaten fkota terdiri dari 5
(lima)} anggota.

@ o Apa tugas Komisi Informasi?
{3) : Komisi Informasi bertugas:

1. Menerima, memeriksa, dan
memutus permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi danjfatan Ajudikasi non-
litigasi yang diajukan oleh setiap
pemohon Informasi Publik ber-
dasarkan alasan scbagaimana di-
maksud dalam Undang-Undang ini
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12. (1)
1)

13. (M) :

2. menetapkan kebijakan umum pela-
vanan Informasi Publik ; dan

3. menetapkan petunjuk pclakaanaan
dan petunjuk teknis,

Apa tugas Komisi Informasi Pusat ?

Pasal 26 ayat (1) UU KIP menyatakan
bahwa komisi Informasi Pusat ber-
tugas:

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan
penyelesaian sengketa melalui Medi-
asi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

2. Menerima,memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi Publik didaerah
selama Komisi Informasi kabupaten/
kota belum terbentulk; dan

3. Memberikan laporan mengensai
pelaksanaan tugasnya berdasarkan
Undang-Undang ini kepada Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia setahun sekali
atau sewaldtu-waktu jika diminta.

Apa tugas Komisi Informasi propinsi
dan Komisi Informasi kabupaten fkota?

Komisi Informasi provinsi dan/atag
Komisi Ioformasi  kabupaten/kota
menerima, memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi Publik di daerah

R R g T Sl I 71"



T P A s— @ i e

melalui mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi.

1. @_’ Ul KIP membedakan gantasd tagas
Komisi Informazi  lumisi Informasi
Pusal, Y..osm Informasi propinsi
dan  Komisi Informasi kahupaten/
kota, Dalam hal demikian siapa yang
menjalankan mgas Komisi Informasi?

@.’ Komisi Informasi Pusat. Dalam teks
Pasal 24 ayat (1) UU KIP disebutkan,
“Komisi Informasi terdiri atas komisi
Informasi  Pusat, Komisi Informsi
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi
Informasi kabupaten/kota,” Pasal ter-
sebut harus dipahami bahwa Komisi
Informasi adalah satu kesatuan
lembaga yvang terdiri dari Komisi
Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provingi, dan jika dibutuhlkan Komisi
Informasi kabupaten/ kota.

Dalam hal demilkian harus dipahami
bahwa Komisi Informasi Pusat secara
ex-officio adalah Komisi Informasi
mengingat pula bahwa pembentukan
Komisi Informasi Pusat dilakukan lebih
dulu berdasarkan Pasal 59 UU KIP,
Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga
diberilean mandat menjalanksn TUPOKS]
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dan kewenangan Komisi Informasi
Provinst atau kabupaten/kota belam
terbentuk. Artinya, pembentukan Komis:
Informasi Provinsi atau kabupaten/
kota adalah dalam ranglka menjalankan
TUPOKSI dan kewenangan Komisi
Informas: Pusat di provinsi atau kabu-
paten / kota.

Apabila Komisi Tnformasi Pusat adalah
ex-officic Komisi Informasi, berarti
tugas menyusun petunjuk  teknis
standar layanan informasi publik yang
berlaku secara nasional dilaksanakan
aleh Komisi Informasi Pusat ?

¥Ya, karena atribust kewenangan
menyusun petunjuk teknis standar
layanan informasi publik vang berlaku
secara nasional diberikan  kepada
Komisi Informasi, sedangkan Komisi
Informasi secara ex-officio dijalanlan
oleh Komisi Informasi Pusat. Namun
dapat saja setelah Komisi Informasi
di provinsi atau kabupaten/kota telah
terbentuk, dalam penyusunan standar
layanan Informasi Publik dilakukan
dengan memperhatikan masukan dari
Komiai Informasi di provinsi meaupun
kabupatenfkota.
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16. @ : Apa wewenang Komisi Informasi ?

(3) : Pasal 27 UU KIP menyatakan bahwa
komisi Informasi berwenang:

1. Memanggil dan/atan mempertemu-
kan para pihak yang bersengketa;

2, Meminta catatan atau bahan yvang
relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik terkait untuk mengambil
keputusan dalam upaya menyele-
saikan Sengketa Informasi Publik ;

3. Meminta keterangan atau meng-
hadirkan pejabat Badan Publik
atsupun pihak vang terkait sebagai
saksi dalam penyelesaian Sengketa
Informasi Publik;

4. Mengambil sumpah setiap salesi
yang didengar keterangannya dalam
Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan

5. Membuat kode etik yang diumum-
kan kepada publik sehingga masya-
rakat dapat menilai kinerja Komisi
Informasi. i

17. (T) : Apabila kita cermati wewenang Komisi

Informasi sebagaimana discbutkan

dalam Pasal 27 UU KIP, terlihat

bahwa kewenangan tersebut hanya
terkait dengan kewenangan dalam
hal penvelesaian sengketa Informas
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Publik. Bagaimana kewonangan Komisi
Informast untuk menyusun petunjuk
teknis standar layanan Informasi
Publik?

Kewenangan menyvusun petunjuk tek-
nis standar lavanan Informasi Publik
diamanatkan dengan jelas dan tepas
sebagal tugas Komisi Informasi. Oleh
karena itu, tugas Komisi Informasi
schagaimana dimaksud Pasal 26 ayat
(1) harus dianggap sebagai wewenang
Komisi Informasi, sehingga wewenang
Komisi Informasi adalah:

1. Menyelesaikan sengketa informasi
Fublik ;

2. Menetapkan kebijakan umum pela-
vanan Informas: Publik; dan

3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis.

Sejauhmana kewenangan Komisi
Informasi terlait dengan pelaksanaan
UUKIP ?

Pada prinsipnya, kewenangan Komi-
si Informasi mencakup dua hal, yaitu
kewenangan yang sifatnya pengaturan
[regeling) sekalipus lembaga penye-
lengpara penvelesaian sengketa bailc
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secara mediasi maupun adjudikasi non
litigasi.

Kewenangan yang sifatnya mengatur
diejawantahkan dalam bentuk penctapan
petunjuk pelaksana dan petunjuk leknis
standar layanan Informasi Pnblik.
Kewenangan schbagai lembaga penye-
lenggara penyelesaian sengketa diejawan-
tahkan dalam kewenangan untuk
melakukan mediasi dan adjudikasi non
litigasi termasuk menetapkan hasil
mediasi dan mengeluarkan putusan
adjudikasi non litigasi.

Peraturan Komi=zi Informasi Tentang Standar
Layanan Informasi Publile.

1.

474
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Apa yvang menjadi dasar kewenangan
Komisi Informasi untuk menyusun per-
aturan?

Kewenangan Komisi Informasi untuk
menyusun peraturan berasal dar atn-
busi kewenangan yang diamanatkan
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan
b, bahwa Komisi Informasi bertugas
untuk menetapkan kebijakan umum
pelayanan Informasi  Publik dan
menstapkan petunjuk pelaksanaan dan
petunjulk tekms,
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Apa vang menjadi dasar kewenangan
komisi Informasi uontuk menyusun
Peraturan Komisi Informasi tentang
Standar Layanan Informasi Publik ?

Kewenangan penyusunan peraturan
tersebut didasarkan pada Pasal 9 ayat
{6), Pasal 11 ayat {3), dan Pasal 22 ayat
(9], yang menyatakan bahwa Komisi
Informasi wajib menyvusun Petunjuk
Teknis Komisi Informas: dan tata cara
permohonan Informasi publik kepada
Badan Publik.

; Pasal 9 ayat (6], Pasal 11 ayat (3], dan

Pasal 22 awyat (9), mengamanatkan
Komisi Informasi untuk menyusun
Petunjuk Teknis Komisi Informasi dan
tata cara permohonan Informasi publik
kepada Badan Puhblik. Kenapa Komisi
Informasi menyusun peraturan, bukan
Petunjuk Teknis Informasi ?

: Terdapat beberapa alasan kenapa

Komisi Informas: menyusunnya schagai
peraluran H

1. Komigi informasi memiliki kewe-
nangan atribusi dari UU KIP untulk
menyusun peraturan seperti vang
telah dijelaskan scbhelumnya,
bhahwa komisi Informasi memiliki
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kewenangan atribusi dari UL KIP
untuk menyusun peraturan terkait
dengan pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik.

Selain itu, sebagai lembaga negara,
peraturan yvang dikeluarkan Komisi
Informasi diakui dalam jenis dan
hierarki peraturan perundang-
undangan. Pasal 7 ayal (4] Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan bahwa jenis
peraturan perundang-undangan
diakui keberadaannya dan memilikd
kekuatan hukum mengikat sepan-
jang dibentuk cleh lembaga vang
berwenang dan diperintahkan pem-
bentukannya oleh peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam hal demikian, pertama,
komisi informasi adalah lembaga
yang berwenasng untuk membentuk
peraturan, karena Komisi Informasi
memilili kewenangan atribnsi unmlk
membentuk peraturan.

Kedua, pembentukan peraturan
tersebut diamanatkan oleh UL

KIP untuk dibentuk oleh Komisi
Informasi,
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2. Alasan tugss dan kewenangan yang
disebutkan dalam UL KIP
UL KIP menvebutkan beberapa tugas
dan kewenangan Komisi [Informasi
terkait dengan pelavanan Informasi
Publik,

H

Menyusun  Petunjuk  Teknis
Komisi [nformasi tentang tata
cara memberikan dan menyam-
paikan Informasi Publik secara
berkala (Pasal 9 ayat (6])
Menvusun Petunjuk Teknis
Komisi Informasi tentang cara
menyediakan Informasi Publik
vang tersedia stiap saat (Pasal 11
avat [3));

Menyusun tata cara permohonan
Informasi Publik kepada Badan
Publik[Pasal 22 ayat (9);
Menyusun kebijakan umum pela-
yvanan Informasi Publik (Pasal 26
ayat [1) huruf bj;

Menyusun petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis (Pasal 26
ayat [1) huruf b).

Kelima tugas dan Rewenangan Komisi
Informasi tersebut disatukan dalam
bentuk peraturan Komisi Informasi,
schingga Frraturan Komisi Informasi
tentang Standar Layvanan Informasi
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Publik, selain berisi mengensas
petunjuk teknis komisi Informasi

Selain itu, dalam rangka efektivitas
dan efisiensl pelayanan pelayanan
Informasi Publik, Komisi Infermasi
tidak bisa hanya menyusun petunjuk
teknis, tetapi juga harus mengatur
mengenal bagaimana agar petunjuk
teknis terscbut bisa dilaksanakan
sehingga Komisi Informasi harus
pula mengatur mengenai organisasi
pengelolarn dan pelayanan Informasi
Puhlik. Lehih jauh,sebagai lembaga
negara independen vang berfungsi
melaksanakan Ul KIP dan peraturan
pelaksansannya, dan dengan dibelali
kewenangan uniuk membuat kebi-
jakan pelavanan Informasi Publil,
maka secara tdak langsung Komisi
Informasi berwenang untuk membuat
peraturan yanpg dapat memperjelas
hal-hal vang belum jelas diatur dalam
UL KIP, sehingga diharapkan dengan
adanya peraturan Komisi Informasi,
ketentuan dalam UU KIP dapat
dilaksanakan

Alpsan efektivitas pelaksanaan Per-
aturan Komisi Informasi Yang kita
harapkan dari UU KIP adalah U KIF
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imi dapat dilaksanskan dengan efeldtif.
Oleh karena itu diperlukan peraturan
pelaksana, salah samunya adalah
Peraturan Komisi Informasi tentang
Standar Layanan [nformasi Pblik.
Pazal 9 ayat (6], pasal 11 ayat (3], dan
Pagal 22 ayat (9], meéngamanatian
pembentukan Petunjuk Teknis
Komisi Informasi dan tata cara
permohonan  Informasi Publik.
Amanal pembentukan  petunjuk
teknis ini wajib dilaksanakan oleh
Komisi Informasi sebagai lembaga
independen wvang diberi wewenang
atribusi untuk melaksanakannyva.
Namun wuntuk efektivitas serta
kemudahan bagi Badan Pubhil,
maka perunjuk teknis tersebut
dimuat pula dalam PERKI, Apabila
dikemudian hari dirasa masih periu
untuk dikeluarkan pedoman lain
yangbersifat melengkapi PERKI,
pedoman tersebut dapat dikeluarkan
Komisi Informasi sesui dengan
perkembangan kebutuhan yang ada.
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